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Tr agedi Privatisasi   Potensi Publik

Merupakan kegembiraan bagi saya untuk menyajikan 
buku ini kepada seluruh aktivis serikat pekerja. 
Kolaborasi kami dengan penulis Hilary Wainwright 

telah memungkinkan dia menggunakan kaca mata orang 
dalam untuk melihat beberapa kampanye paling kuat yang 
telah menjadi bagian dari serikat pekerja sektor publik dalam 
beberapa dekade terakhir.

Buku ini perlu digunakan oleh semua aktivis yang memiliki 
tanggung jawab mengembangkan strategi serikat pekerja, 
memobilisasi anggota, dan membangun struktur kekuatan 
baru, baik di tempat kerja maupun di masyarakat. Contoh-
contoh yang diambil Hilary hanyalah beberapa dari sekian 
kampanye yang dinamis, inovatif, dan kuat yang jumlahnya 
terus meningkat, di mana serikat pekerja kami berpartisipasi 
di dalamnya. 

Dari pengalaman saya sendiri di Italia, saya bisa 
membuktikan kekuatan aliansi antara serikat pekerja 
dengan para pegiat dalam masyarakat. Saya juga percaya, 
dari perspektif seorang pemimpin serikat pekerja, bahwa 
kita membutuhkan cara baru dalam berpikir, cara baru 
dalam berbicara, dan cara baru dalam mengorganisir dan 
memobilisasi. 

Kata Pengantar
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Pemimpin Public Services International, Rosa Pavanelli: “Kita membutuhkan cara baru dalam 
berpikir, cara baru dalam berbicara, dan cara baru dalam mengorganisir dan memobilisasi.”

Serikat pekerja memang secara hukum diwajibkan untuk 
menegosiasikan perjanjian kerja bersama dengan pemberi 
kerja dan membela diri dari setiap pelanggaran. Ini adalah 
landasan kerja serikat pekerja. Akan tetapi, sebagaimana 
ditunjukkan buku ini, serikat pekerja pelayanan publik yang 
juga membangun aliansi dalam masyarakat lebih mampu 
membela hak-hak dan kepentingan anggotanya. Hanya 
ketika hak-hak pekerja dipahami sebagai bagian dari 
spektrum penting dari hak asasi manusia kita dapat mulai 
memahami perlunya untuk menyatukan gerakan.

Sebagai pemimpin global federasi serikat pekerja Public 
Services International, yang mewakili 20 juta pekerja 
layanan publik di seluruh dunia, saya berkomitmen untuk 
bekerja sama dengan serikat pekerja kami untuk berbagi 
wawasan dan pengalaman yang mereka miliki, membangun 
kekuatan mereka di tempat kerja dan masyarakat, dan 
menyalurkan kekuatan rakyat dalam ajang pengambilan 
keputusan.  

Kami memahami bahwa di era globalisasi ini, kita harus 
bekerja sama lintas kelompok untuk mengembangkan 
masyarakat kita berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan 
kesetaraan, dan juga didasarkan pada kualitas layanan publik.

Salam solidaritas,
Rosa Pavanelli
Sekretaris Jenderal, Public Services International

3



Tr agedi Privatisasi   Potensi Publik

Pendahuluan
Buku ini berisi tentang bagaimana pekerja layanan 
publik, bersama-sama dengan masyarakat, tidak hanya 
membela layanan publik, tetapi juga berjuang untuk 
mewujudkan layanan publik yang demokratis dan 
responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat. 
Buku ini juga berisi tentang bagaimana aliansi antara 
pekerja layanan publik dengan masyarakat tersebut 
berperan dalam tingkat yang beragam – lokal, nasional, 
dan internasional.

Kami menerbitkan buku ini pada saat privatisasi 
layanan dan utilitas publik telah dicobakan dan 
mengalami kegagalan. Kritik terhadap privatisasi 
meluas. Situasi saat ini mengarah pada semakin 
banyaknya keputusan, terutama di tingkat lokal, untuk 
membawa layanan publik kembali di bawah kontrol 
publik.

Kegagalan privatisasi telah menimbulkan berbagai 
skandal besar. Sejak zaman Margaret Thatcher, Inggris 
menjadi laboratorium untuk penerapan privatisasi dan 
mengalami sejumlah kasus terburuk. Belum lama ini 
terdapat kasus perusahaan multinasional G4S yang 
menjanjikan ribuan staf untuk Olimpiade 2012 London 
yang ternyata gagal untuk sekedar datang. Sebelum itu 
ada pula Serco, perusahaan yang dibentuk oleh adanya 
privatisasi. Serco diketahui telah membahayakan 
National Health Service, sistem layanan kesehatan 
di Inggris, dengan menyediakan petugas gawat 
darurat di luar jam kerja secara tidak memadai, dan 
kemudian mengakui telah memalsukan data untuk 
menyembunyikan kegagalan tersebut. Kontraktor 
Teknologi Informasi, Atos, menyediakan tes yang 
digunakan untuk membuat para penyandang cacat 
dinyatakan “layak bekerja” dan mengambil tunjangan 
mereka – dan terus menjalankan praktik ini meskipun 
beberapa di antaranya kemudian telah meninggal.
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Sejak zaman Margaret Thatcher, Inggris menjadi laboratorium untuk penerapan privatisasi.

Selain kasus-kasus tersebut, masih banyak lagi 
bencana sehari-hari yang menjadi rujukan kami 
dalam memberi judul “tragedi privatisasi”. Kami 
menggunakan istilah itu untuk menyorot penerapan 
logika bisnis swasta yang secara fundamental tidak 
tepat, yang berdasarkan tujuan memaksimalkan 
keuntungan, terhadap pengelolaan sumber daya 
bersama, baik sumber daya alam maupun sosial, 
dan terhadap pengelolaan pemenuhan kebutuhan 
masyarakat. Istilah yang menjadi lawannya adalah “the 
tragedy of the commons”, atau “tragedi sumber daya 
milik bersama”, yang merupakan serangan terhadap 
gagasan yang menganggap masyarakat mampu secara 
efektif mengelola sumber daya umum bersama-sama 
untuk kepentingan bersama, jika kondisi mereka 
memungkinkan. Tragedi anti-commons, dan khususnya 
tragedi privatisasi, muncul dari anggapan bahwa orang 
hanya bertindak demi kepentingan mereka sendiri 
(tanpa memperhitungkan adanya manfaat bersama 
dan saling ketergantungan) serta tidak berkomunikasi, 
apalagi berkolaborasi, mengenai masalah bersama. 

“Potensi publik”, sebaliknya, justru dimulai dari 
kesadaran adanya saling ketergantungan, etika 
pelayanan, saling peduli, dan kolaborasi yang muncul 
dari kesadaran itu. Semua ini tampak jelas dalam 
perjuangan untuk mempertahankan layanan publik 
yang disampaikan dalam buku ini, yang memang sering 
diperkenalkan kembali dalam proses perjuangannya.

Persoalannya adalah bagaimana, dan melalui bentuk 
organisasi seperti apa, kita bisa mencapai potensi ini. 
Dorongan di balik pembuatan buku ini adalah bahwa 
jawaban dari persoalan itu terletak pada percobaan 
dan pembelajaran dari upaya nyata untuk menciptakan 
solusi.
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Meningkatnya insourcing
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Di seluruh dunia, banyak 
pemerintah kota memutuskan untuk 
menempatkan kembali layanan 
publik di bawah kendali mereka: di 
Amerika Serikat misalnya, yang secara 
tradisional menganut ideologi pasar 
pro-swasta, sebuah studi menemukan 
bahwa seperlima dari seluruh layanan 
yang sebelumnya dikelola dengan 
outsourcing telah diambil alih oleh 
pemerintah. Dalam penelitian ini 
ditemukan bahwa alasan utama 
untuk “insourcing” adalah kegagalan 
kontraktor outsourcing untuk menjaga 
kualitas layanan (73%) dan kegagalan 
untuk melakukan penghematan biaya 
(51%). Secara nasional, pemerintahan 
Presiden Barack Obama juga 
mempertimbangkan insourcing untuk 
layanan-layanan utama. Obama 
menyatakan bahwa di banyak instansi 
pemerintah outsourcing telah berjalan 
terlalu jauh dan telah mengikis 
kapasitas utama lembaga-lembaga itu 
untuk mengelola kontraktor secara 
efektif.

Di Inggris, separuh lebih dari  
140 pemerintah daerah yang disurvei 
pada tahun 2011 telah mengambil 

alih layanan publik dari sektor swasta. 
Alasan yang diberikan oleh pemerintah 
di antaranya untuk memastikan bahwa 
kualitas layanan menjadi prioritas, 
serta untuk melakukan penghematan 
dengan efisiensi yang lebih besar 
dari sudut pandang nilai publik – 
dan hasil penghematan tersebut 
bisa diinvestasikan kembali untuk 
meningkatkan layanan ketimbang 
dibagikan sebagai dividen kepada 
investor swasta atau bonus untuk 
eksekutif perusahaan. 

Tren yang sama juga terjadi di 
Eropa daratan. Pada tahun 2010, 
para politisi dan pejabat publik 
memutuskan untuk melakukan 
remunisipalisasi, atau pengambilalihan 
kembali layanan dari tangan swasta, 
terhadap layanan air Paris. Di bawah 
pengelolaan swasta, uang dari 
anggaran publik terlalu banyak yang 
tersedot menjadi keuntungan swasta. 
“Remunisipalisasi” memberikan lebih 
banyak kontrol dan pengawasan pada 
otoritas yang dipilih masyarakat dan 
perwakilan dari pengguna air, yang 
mendorong peningkatan kualitas air 
dan tarif yang lebih rendah.

Di Jerman, terjadi peningkatan 
besar dalam kepemilikan langsung 
publik terhadap utilitas dalam 
beberapa tahun terakhir, mengakhiri 
kepemilikan oleh sekelompok kecil 
perusahaan multinasional yang 
mendominasi sektor energi, air, dan 
pengelolaan limbah. Pada tahun 2011, 
sebagian besar jaringan distribusi 
energi telah kembali pada kepemilikan 
publik. Banyak otoritas publik Jerman 
yang menempatkan layanan seperti 
pembuangan limbah, transportasi 
publik, air, kesejahteraan masyarakat, 
dan perumahan sosial kembali di 
tangan publik. Tujuannya tidak hanya 
untuk melakukan penghematan 
keuangan tetapi juga untuk membantu 
memenuhi tujuan penting dalam 
bidang sosial dan lingkungan. Tren 
serupa juga jelas terlihat di Finlandia, 
Belanda, Norwegia, dan Belgia. Dan 
di Italia pada tahun 2011, 96 % dari 
masyarakat memberikan suara dalam 
referendum untuk mempertahankan 
layanan air mereka tetap di tangan 
publik (lihat Bab 3).

Dengan menempatkan sistem airnya kembali ke tangan publik, kota Paris memperoleh keuntungan finansial dan efisiensi yang lebih besar dalam pemberian layanan pada warga.
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Bagi orang-orang yang memiliki 
kesamaan nilai dan visi dengan para 
pendiri negara kesejahteraan, tren 
kembalinya layanan publik pada 
pengelolaan publik menunjukkan 
bahwa kita sedang berada pada 
sebuah momentum yang unik.

Selama 30 tahun terakhir, sejak 
Margaret Thatcher dan Ronald 
Reagan memimpin pemerintahan, 
terlihat bahwa berbagai persoalan 
yang semestinya diatasi oleh negara 
kesejahteraan – kelaparan, penyakit, 
pengangguran, kondisi hidup yang 
buruk – bermunculan lagi karena dua 
politisi yang menganut dogma pro-
pasar ini telah menghancurkan model 
negara kesejahteraaan. Dalam banyak 
kasus di belahan bumi Selatan, 
ideologi mereka menghambat upaya 
untuk membangun layanan publik 
yang sangat dibutuhkan. 

Saat ini jelas bahwa pengelola 
layanan publik dan politisi lokal, 
sebagai pengambil keputusan di 
garis depan layanan publik, dalam 
praktiknya menolak klaim dari bisnis 
swasta dan figur politik mereka. 
Mereka secara pragmatis menegaskan 
pemahaman tentang “efisiensi” 
yang didasarkan pada logika yang 
berbeda dari model akuntansi 
komersial swasta. Pemahaman 
tersebut didasarkan pada konsep yang 

Koalisi untuk layanan publik
Orang-orang yang memperjuangkan 
kualitas layanan publik sebagai 
respon terhadap bencana sosial yang 
disebabkan privatisasi seringnya 
adalah aktor politik baru. Mereka 
bukan politisi, melainkan orang-orang 
yang tergantung pada layanan publik 
untuk kualitas hidup yang layak 
(yaitu pengguna pelayanan publik 
itu sendiri) yang berkoalisi dengan 
pekerja layanan publik. Di Uruguay, 
Brasil, dan Italia, misalnya, koalisi 
semacam itu pada tingkat nasional, 
dengan dukungan internasional, 
secara efektif memperjuangkan dan 
membantu meningkatkan pengelolaan 
air publik. Di Norwegia, Inggris, 
dan Jerman, koalisi lokal pekerja 
layanan publik, para manajer, dan 
pengguna layanan menolak privatisasi 

dan menjadi sumber inovasi dan 
pembaharuan dalam kualitas 
penyediaan layanan lokal.

Buku ini dimaksudkan untuk 
menjadi bahan yang meringkas 
pelajaran yang bisa diambil 
dari mereka yang telah berhasil 
membangun koalisi tersebut. Selain 
itu, pelajaran juga bisa diambil 
dari mereka yang telah berusaha 
tetapi menghadapi kesulitan. Kami 
memfokuskan pembahasan terutama 
pada pelajaran bagi pekerja layanan 
publik dan serikat pekerja mereka, 
dengan penekanan pada pentingnya 
koalisi dengan masyarakat dan 
tantangan yang dihadapi untuk 
mendapatkan dukungan publik 
secara nasional dan internasional ke 
depannya.

Sebuah pelajaran yang secara 
umum dapat diambil adalah adanya 
kebutuhan untuk mengadakan 
perlawanan di berbagai tingkatan: 
tempat kerja dan lingkup lokal, 
nasional, dan di tingkat yang lebih 
rumit untuk menantang lembaga 
internasional yang para pejabatnya 
tidak dipilih secara publik dan 
bersifat rahasia seperti Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO), Dana 
Moneter Internasional (IMF), dan 
yang semakin menyerupai dua 
lembaga ini, Uni Eropa (EU).

Tempat kerja layanan publik 
adalah tempat diterapkannya 
keputusan-keputusan yang diambil 
di tingkat lain. Di tingkat itulah 
resistensi yang kuat dan alternatif 
yang meyakinkan muncul dari 

Momentum yang baik

Toilet di sebuah kota di Afrika Selatan, di mana 1,5 juta warga masih hidup tanpa toilet yang layak.

berbeda tentang “nilai publik” dan 
pemenuhan kebutuhan sosial sebagai 
kriteria utama untuk melakukan 
efisiensi dalam pengelolaan layanan 
publik. Titik balik ini diambil dari 
pengalaman sehari-hari mereka dari 
kegagalan layanan yang dijalankan 
oleh bisnis swasta. 

Bagaimana kita bisa memperkuat 
langkah untuk menjauh dari 
privatisasi secara pragmatis dan 
sederhana ini, untuk menentang 
lembaga-lembaga nasional dan 
internasional yang terus mendorong 

outsourcing dan memaksakan 
penerapannya pada publik yang 
semakin tidak puas? Dan bagaimana 
penolakan pragmatis terhadap 
masuknya pasar swasta di bidang 
barang publik dapat menjadi sumber 
energi dan kreativitas, memicu proses 
peningkatan dan perluasan layanan 
publik untuk memenuhi kebutuhan 
dan harapan baru yang muncul dalam 
beberapa dekade terakhir? Ini adalah 
pertanyaan-pertanyaan yang berusaha 
dijawab oleh buku ini.
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Kendali di balik layar

Adanya kendali di balik layar 
dapat menjelaskan mengapa dan 
bagaimana partai-partai politik 
neoliberal bisa dalam hitungan satu 
dekade menghancurkan banyak 
lembaga-lembaga publik besar 
yang telah dibangun dan tertanam 
dalam kehidupan nasional selama 
beberapa dekade. Dengan kata 
lain, di balik anggota legislatif 
yang terpilih, dalam sebuah sistem 
yang semakin merosot menjadi 
hanya untuk demokrasi prosedural, 
Amerika Serikat khususnya telah 
menggunakan pengaruhnya dalam 

badan-badan internasional untuk 
memaksakan privatisasi sebagai 
bagian dari rejim regulasi neoliberal 
internasional. Kadang-kadang rejim 
regulasi ini didukung oleh hukum, 
atau lebih tepatnya perjanjian antara 
perwakilan pemerintah, yang jarang 
diperdebatkan apalagi disetujui 
oleh badan legislatif nasional. 
Penerapannya kadang berbentuk 
utang atau dalam konteks sanksi 
keuangan yang terbuka maupun 
tersirat, mulai dari penarikan 
bantuan AS hingga pemogokan 
investasi oleh perusahaan-

perusahaan AS. Langkah ini sering 
diperkuat melalui cara yang lebih 
halus, yaitu dengan mempengaruhi 
dan menekan para politisi terkemuka 
dan para ahli yang mungkin akan 
bersikap kritis.

Namun rejim regulasi neoliberal 
juga telah ditentang sejak AS 
mencoba untuk membangun apa 
yang disebut “konstitusi global” 
dengan WTO sebagai pusatnya, pada 
tahun 1999 di pertemuan Organisasi 
Perdagangan Dunia di Seattle. 
Gerakan “alterglobalisation”, sebuah 
gerakan yang berada di tingkat lokal, 
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Berliner Energietisch menyelenggarakan inisiatif referendum untuk meremunisipalisasi jaringan listrik dan membangun utilitas publik yang demokratis di Berlin, Jerman. Lihat lebih 
lanjut di www.municipalservicesproject.org /blog

orang-orang yang terkena dampak 
langsung. Merekalah yang dapat 
menghadang penerapan privatisasi 
oleh pemerintahan nasional atau 
badan-badan internasional dan 
memaksa proses pengembalian 
peran publik. Pada tingkat nasional, 
dogma pasar bebas yang dianut 

para politisi telah mendorong upaya 
untuk menghancurkan lembaga-
lembaga publik, sehingga koalisi 
penentangnya harus membangun 
hegemoni tandingan yang kuat untuk 
bisa menang. Selain tingkat lokal dan 
nasional, perlawanan juga perlu untuk 
memperhitungkan peran badan-

badan internasional yang didominasi 
Amerika Serikat sebagai lembaga 
yang menjadi alat bagi ideologi 
pasar bebas, terutama diwakili oleh 
pemerintahan Reagan dan Bush, yang 
telah mendorong, menyebarkan, dan 
memperkuat proses privatisasi.
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nasional, dan global, adalah hasilnya. 
Dalam banyak hal, alterglobalisation 
membantu menyebarkan keyakinan 
kolektif pada setiap tingkat tentang 
adanya alternatif, dan oleh karena itu 
kendali pasar global yang seolah-olah 
tidak terbantahkan sebenarnya adalah 
rekayasa belaka. Tantangannya saat 
ini adalah, atas dasar pengalaman dan 
kemenangan yang diperoleh secara 
lokal dan nasional, membangun rejim 
regulasi yang sama sekali berbeda 
yang melindungi layanan publik 
dan memungkinkan reformasi yang 
berlangsung secara demokratis. 

Buku ini dimulai dengan bab 
tentang Afrika Selatan. Alasannya 
adalah, pertama, kondisi layanan 
publik hampir dua dekade setelah 
berakhirnya apartheid menunjukkan 
bukti kegagalan kebijakan ekonomi 
neoliberal dan janji kosong yang 
tragis bahwa keberhasilan ekonomi 

akan mengalami trickle down, atau 
merata dengan sendirinya, untuk 
meningkatkan kehidupan sejumlah 
besar masyarakat.

Kedua, perjuangan untuk 
membongkar layanan publik era 
apartheid dan menggantinya dengan 
layanan publik yang demokratis 
dan akses yang merata adalah 
contoh yang sangat gamblang 
untuk menggambarkan tantangan 
untuk mempertahankan layanan 
publik dengan kebijakan praktis 
untuk melakukan perbaikan melalui 
demokratisasi.

Setelah berakhirnya apartheid, 
status quo jelas tidak bisa 
dipertahankan. Argumen buku ini 
adalah bahwa status quo kadang 
masih kuat. Serikat pekerja sektor 
publik sering menghadapi tantangan 
ini, tetapi kesulitan dan kekalahan 
yang mereka alami mengarahkan 

untuk alasan ketiga mengapa Afrika 
Selatan adalah contoh kasus yang 
baik: Afrika Selatan menggambarkan 
pentingnya bersikap waspada 
terhadap dorongan untuk melakukan 
privatisasi yang bisa berlangsung 
di tingkat yang berbeda-beda, dan 
bagaimana perlawanan menjadi 
rentan jika tidak dapat menggeser 
keseimbangan kekuatan di setiap 
tingkatan ke pihak mereka. 

Tekanan internasional pada 
Afrika Selatan yang baru mengakhiri 
masa apartheid agar tidak keluar 
dari rejim global neoliberal sangat 
kuat, meskipun tidak tampak. 
Kekuatan yang ada untuk melakukan 
rekonstruksi demokratis dalam 
masyarakat tidak sepenuhnya siap 
untuk menghadapi tekanan ini dan 
begitu rentan dalam menghadapi 
upaya Washington.
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Serikat pekerja  dan gerakan lingkungan menentang upaya Amerika Serikat untuk membangun rejim regulasi neoliberal global melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di 
Seattle pada tahun 1999, dan terus melakukan protes serupa setiap ada kesepakatan perdagangan bebas yang tidak adil yang sedang dinegosiasikan saat ini.

8



Tr agedi Privatisasi   Potensi Publik

Perjuangan untuk melakukan 
transformasi yang dimotori 
demokrasi dan peningkatan layanan 
publik, yang akan kami paparkan, 
titik awalnya adalah know-how, 
atau keahlian, dan kreativitas 
para pekerja layanan publik dan 
pengguna layanan. Pengetahuan 
semacam ini sering tertanam dalam 
komitmen pekerja layanan publik 
dengan pekerjaan mereka dan untuk 
kepuasan pengguna layanan. Yang 
termasuk pengguna layanan di 
sini, tentu saja, adalah para pekerja 
sendiri, keluarga, dan teman-teman 
mereka. 

Cara untuk memanfaatkan 
keahlian dan kreativitas tersebut 
adalah melalui penguatan demokrasi, 
dan inilah yang membuat proses 
demokratisasi penting untuk efisiensi 
publik. Kita bisa menyebutnya 
“demokrasi produktif”. Bentuk-
bentuk partisipatif demokrasi yang 
dijelaskan dalam buku ini dalam 
praktiknya dijalankan dengan 
membangun sumber daya yang bisa 
memanfaatkan kelemahan pendorong 
marketisasi (misalnya keterasingan 
politisi dari kehidupan sehari-hari, 
kebutuhan, dan kekhawatiran 
masyarakat) dan pada saat yang 
sama memobilisasi kapasitas pekerja 
dan masyarakat secara positif untuk 
menjadikan layanan publik sebagai 
kemanfaatan bersama.

Dalam hal upaya untuk 
membangun demokrasi produktif 
dengan memperluas jangkauan untuk 
menciptakan koalisi dengan pengguna 
jasa, buku ini menggambarkan 
bagaimana serikat pekerja telah 
mengerahkan sumber daya mereka 
untuk menciptakan hubungan 
yang efektif dengan masyarakat. 
Contoh yang dapat kita lihat adalah 
Persatuan Pekerja Pemerintah 
Kota Afrika Selatan (SAMWU) 
cabang Cape Town Metro yang 
membangun jaringan pekerja untuk 
menjangkau kelompok masyarakat 
di mana mereka tinggal. Alasan 
utama untuk bekerja dengan cara 
ini adalah karena Serikat Pekerja 
melihat masyarakat sering mengambil 
tindakan pada masalah yang muncul 
bahkan sebelum serikat pekerja 
mengetahuinya, sehingga kampanye 
tersebut bukanlah hanya tindakan 

terjun ke bawah lalu mengambil 
alih, tapi juga untuk menciptakan 
hubungan, membuat aliansi, 
menemukan cara untuk bekerja sama, 
dan menggabungkan berbagai sumber 
daya.

Sisi lain dari upaya untuk 
mendorong transformasi yang 
berdasarkan demokrasi adalah 
bangunan demokrasi dalam 
pengelolaan internal sektor publik. 
Buku ini membahas contoh-contoh 
semacam itu di antaranya pengalaman 
UNISON cabang Newcastle, Inggris, 
dan Model Municipality Project di 
Norwegia. 

Contoh di Newcastle adalah 
terjadinya proses transformasi 
layanan publik yang digerakkan 
oleh publik, di mana cabang serikat 
pekerja berhasil menghentikan 
outsourcing dan kemudian 
bernegosiasi dengan manajemen 
untuk melakukan pengelolaan 
sendiri sebagai alternatif untuk 
privatisasi. Aksi ini membalikkan 
hirarki top-down yang biasa berlaku 
di sektor publik sehingga menjadi 
benar-benar melibatkan pekerja dan 
warga dalam menemukan cara untuk 
meningkatkan layanan Teknologi 
Informasi pemerintah kota, termasuk 
membuat penghematan yang dapat 
dialokasikan kembali untuk layanan 
yang penting seperti merawat orang 
tua dan meningkatkan layanan bagi 
generasi muda. 

Norwegia mengalami proses 
serupa tapi lebih formal. Pekerja 
layanan publik ditempatkan dalam 
posisi yang memimpin. Mereka 
diberi kesempatan untuk membuat 
perubahan yang mereka inginkan 
dalam layanan publik. Ini berarti 
memberikan dukungan pada apa 
yang mereka sebut sebagai “pemandu 
perubahan” untuk dapat mengambil 
waktu cuti dan agar menemukan 
cara baru untuk meningkatkan 
layanan, mengajukan proposal “dari 
bawah” kepada para manajer, politisi, 
dan perwakilan pekerja yang bisa 
menerapkannya.

Akhirnya, buku ini melihat 
pentingnya kerjasama internasional. 
Kampanye melawan privatisasi 
air menggambarkan pentingnya 
penelitian dan pemantauan kolektif 
yang aktif dan pelacakan apa 

yang dilakukan perusahaan air 
multinasional pada skala dunia. 
Perusahaan ini berkoordinasi dan 
membuat perencanaan secara 
internasional, sehingga perlawanan 
dan alternatif yang kita tawarkan juga 
harus memiliki ruang lingkup global 
yang sama. 

Dari perjuangan transnasional 
yang sangat efektif terhadap 
privatisasi air itulah muncul gagasan 
inovatif kemitraan publik-publik 
atau kemitraan publik-masyarakat, 
yang dijadikan sarana bagi organisasi 
publik dan sipil pengelola layanan 
publik yang berkolaborasi melintasi 
batas-batas nasional untuk berbagi 
keahlian, berkolaborasi dalam 
mencari dana, dan umumnya 
memperkuat lembaga-lembaga publik 
dan sipil dalam mengelola layanan 
dan utilitas publik. Model publik-
publik/publik-masyarakat ini menjadi 
alat kelembagaan yang semakin 
sentral dalam perjuangan melawan 
privatisasi dan untuk menciptakan 
manajemen publik yang berkualitas 
tinggi. (Hal ini dibahas secara lebih 
mendalam pada halaman 35.) 

Semua studi kasus dalam buku 
ini menggambarkan kapasitas 
kreatif yang dikembangkan melalui 
kerjasama dan solidaritas, yang 
mandiri baik dari pasar maupun 
sistem politik. Mereka memberikan 
bukti praktis bahwa ada alternatif 
terhadap ekonomi neoliberal yang 
menyebabkan keputusasaan, sampah, 
dan kehancuran demokrasi di seluruh 
dunia. Alternatif inilah yang saat ini 
sedang dibangun.

Ini adalah buku yang terus 
berproses: sebuah dokumen yang 
masih berkembang dan yang kami 
harapkan terus mendapatkan 
kontribusi dari pembaca.

Menjalin hubungan dengan masyarakat

Silakan email
communications@world-psi.org
Untuk mengirimkan tanggapan atau 
contoh kasus dari pengalaman Anda 
sendiri.
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“Kami tahu 
apartheid adalah 
sistem yang telah 
mengakar, kami 
tahu ini akan 
sulit, kami tahu 
ini akan memakan 
waktu, tapi kami 
tidak menduga ini 
akan berlangsung 
selamanya. Delapan 
belas tahun. 
Delapan belas 
tahun. Dan kita 
masih hidup seperti 
ini.”

“Ini”, bagi Lennox Bonile, adalah 
sebuah ruang duduk sempit, kamar 
tidur, dan lemari dapur di daerah 
Khayelitsha di Cape Town; dengan 
kakus yang bukan toilet tapi hanya 
ember, dan tanpa air yang mengalir 
ke rumah. 

Lennox adalah perwakilan serikat 
pekerja anggota Serikat Pekerja 
Pemerintah Kota Afrika Selatan 
(South African Municipal Workers’ 
Union, SAMWU) di pemerintah 
daerah setempat. Dia dan istrinya 
Priscilla telah mentas dari sistem 
toilet ember biasa menjadi “ember 
plus”. Itu berarti mereka memiliki 
“porta-toilet”, yaitu toilet yang 
dapat diangkut dan menjadi tempat 
pembuangan dari toilet ember, yang 
setiap minggu dikosongkan. (Tugas 
ini dilakukan oleh pekerja lepas yang 
direkrut oleh broker tenaga kerja yang 
dikontrak oleh pemerintah kota.) 

Delapan belas tahun sejak massa 
kulit hitam Afrika Selatan berjajar 

di jalan-jalan untuk memilih dalam 
pemerintahan pertama dari Kongres 
Nasional Afrika, 1,5 juta orang 
(hampir semua kulit hitam atau 
berwarna) masih hidup tanpa toilet 
yang layak. 1,7 juta masih tinggal 
di gubuk-gubuk, tanpa tempat 
tidur yang layak, dapur, atau sarana 
mencuci.

Sementara telah terjadi sedikit 
pengurangan kesenjangan antara 
warga kulit hitam dan putih, sebagai 
dampak dari naiknya sebagian 
kecil orang kulit hitam pada tangga 
pendapatan, namun masih ada 
pelebaran jurang antara penduduk 
kaya dan miskin; dan mayoritas orang 
miskin berkulit hitam. Afrika Selatan, 
sebagaimana dilaporkan Bank Dunia 
pada Juli 2012, tetap menjadi salah 

satu masyarakat di dunia yang paling 
tidak setara.

Statistiknya mengejutkan. Bagian 
bawah 20 persen masyarakat di 
Afrika Selatan memperoleh kurang 
dari 3 persen dari total pendapatan, 
sedangkan 10 persen masyarakat 
penerima pendapatan teratas 
mendapatkan lebih dari 50 persen. Ini 
adalah kesenjangan yang lebih lebar 
daripada di Meksiko atau Brasil, dan 
bahkan lebih lebar dari kesenjangan 
antara kaum miskin dengan oligarki 
di Rusia. 

Hampir sepertiga dari penduduk 
Afrika Selatan masih hidup dengan 
kurang dari $2 per hari. Anak kurang 
gizi sekarang lebih tinggi bahkan 
dibandingkan masa apartheid, 
begitupun dengan pengangguran.

Afrika Selatan pasca-apartheid: 
Bukti kegagalan politik yang dimotori 
pasar

Bab 1

Pekerja kota mengumpulkan dan mengosongkan toilet ember di daerah Ezenzeleni di kota Warden, bagian timur 
provinsi Free State.
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Janji palsu

Alternatif demokratis
Proses serupa dimainkan di seluruh 
dunia. Di Afrika Selatan, ANC 
menyambut Biwater, Suez dan 
perusahaan multinasional lainnya 
untuk mengambil keuntungan dari 
air, tanah, mineral dan barang publik 
lainnya, dan untuk mengelola laynan 
publik dengan prinsip-prinsip bisnis 
swasta. Demikian pula, partai-
partai buruh di seluruh benua telah 
menganggap pasar swasta sebagai 
sarana utama “reformasi” layanan 
publik. 

Tapi itu bukanlah akhir dari 
persoalan ini. Pekerja layanan publik 
di seluruh dunia, yang mengorganisir 
diri baik sebagai warga dan kelompok 

warga, telah menolak untuk menyia-
nyiakan capaian mereka sejauh ini 
maupun pada perjuangan tanpa 
henti untuk hak-hak sosial dan 
ekonomi. Sebagai aktivis serikat 
pekerja, dan dalam aliansi dengan 
masyarakat, mereka adalah orang-
orang yang sekarang secara efektif 
mengambil tanggung jawab kolektif 
untuk kualitas layanan publik yang 
dulu mereka serahkan kepada 
partai politik. Bentuk “reformasi 
layanan publik” mereka bukan untuk 
keuntungan, tetapi oleh dan untuk 
rakyat. 

Meskipun demikian, perjuangan 
akar rumput ini jarang mendapatkan 

perhatian publik atau menemukan 
penyaluran aspirasi politik. Tujuan 
dari buku ini, oleh karena itu, adalah 
untuk menarik perhatian terhadap 
contoh bagaimana serikat pekerja 
layanan publik, bersama-sama dengan 
gerakan dari para pengguna layanan, 
berkampanye untuk memperjuangkan 
layanan publik dan juga untuk 
memastikan layanan publik tersebut 
berkualitas tinggi. Pada saat yang 
sama, perjuangan itu juga bermakna 
sebagai perjuangan pekerja untuk 
memperoleh hak-hak, keamanan, 
sarana dan sumber daya yang 
mereka butuhkan untuk benar-benar 
melayani masyarakat.

“Harus Ada Rumah, Keamanan, 
dan Kenyamanan!” “Harus ada 
Pekerjaan dan Rasa Aman!” “Rakyat 
Harus Mendapatkan Bagian dari 
Kesejahteraan Negara!” Ini adalah 
janji-janji dari Freedom Charter, 
dokumen yang menginspirasi dan 
menyatukan perjuangan melawan 
apartheid, dan dirujuk sebagai 
bukti penuntutan di Pengadilan 
Pengkhianatan yang memenjarakan 
Nelson Mandela. Tapi selama dua 
dekade setelah Mandela dibebaskan, 
janji-janji itu tidak terpenuhi. “Ini 
sangat mengusik, penghinaan 
terhadap martabat dan rasa 
hormat kami,” kata Lennox Bonile, 
menyesalkan mengapa situasi ini 
menimpa dirinya dan jutaan orang 
lain seperti dirinya. 

Besarnya ketidakadilan yang 
seharusnya telah dihilangkan seiring 
dengan berakhirnya apartheid. 
Konsekuensi sosial yang ekstrim dari 
pasar yang dibebaskan dan difasilitasi, 
bukannya diatur ulang dan dibatasi 
oleh negara berdasarkan kekuasaan 
mayoritas. Keduanya telah membuat 
Afrika Selatan menjadi bukti 
kegagalan politik yang dimotori pasar. 
Politik yang telah menjadi ortodoksi 
dari kekuatan ekonomi dominan, 
yang berarti adalah rezim regulasi 
yang diterapkan oleh lembaga-
lembaga ekonomi internasional yang 
didominasi Amerika Serikat.

Di seluruh dunia, setiap pelayanan 

publik, mulai dari sistem air atau 
transportasi nasional hingga kantor 
pos setempat, telah terancam dengan 
privatisasi, dipecah dan dijual atau 
berubah menjadi kemitraan publik-
swasta yang didominasi korporasi 
sebagai konsekuensi dari kebijakan 
ekonomi yang didorong oleh 
kepentingan perusahaan ketimbang 
kebutuhan masyarakat. 

Dalam prosesnya, pekerja layanan 
publik menjadi dianggap sebagai 
“biaya” yang perlu dipotong. Dengan 
membuka layanan publik kepada 
perusahaan-perusahaan yang mencari 
laba, pemerintah telah menyingkirkan 
sumber daya yang diperlukan untuk 
perbaikan dan perubahan di sektor 
publik, yaitu pengetahuan dan 
komitmen etis dari orang-orang 
yang benar-benar memberikan dan 
menggunakan layanan publik.

Ortodoksi pasar bebas pada 
awalnya diperjuangkan oleh evangelis 
sayap kanan seperti Margaret 
Thatcher dan Ronald Reagan, yang 
kemudian menyebar dengan cepat di 
seluruh spektrum politik, termasuk, 
tidak jarang, partai buruh. Partai 
buruh, dengan perlahan menerima 
rezim pro-pasar global, secara efektif 
membalikkan badan mereka dari 
pendukung mereka sendiri: pekerja 
layanan publik dan pengguna yang 
memiliki pengetahuan dan komitmen 
yang, dengan dukungan politik dan 
kepemimpinan, sebenarnya bisa 

menjadi pendorong perubahan dan 
peningkatan layanan publik yang 
demokratis. Tidak peduli bahwa 
serikat pekerja layanan publik 
negara itu memiliki kesiapan untuk 
memainkan peran positif ini, Afrika 
Selatan tidak terkecuali. 

Pemerintah ANC memilih 
marketisasi dan privatisasi sebagai 
sarana utama dalam membentuk 
ulang negara apartheid, yang disusun 
dalam program pemerintah tahun 
1996, yang dikenal sebagai Strategi 
Pertumbuhan, Ketenagakerjaan dan 
Redistribusi (Growth, Employment 
and Redistribution, GEAR). Terlepas 
dari namanya, GEAR secara 
eksplisit menunjukkan komitmen 
pemerintah ANC untuk mengarahkan 
sektor swasta sebagai penggerak 
pertumbuhan ekonomi, untuk 
membuka pasar modal, mengurangi 
belanja negara, dan memperkenalkan 
privatisasi. 

GEAR dinyatakan “tidak ada 
tawar menawar” oleh pemerintah 
setelah penurunan nilai mata uang 
rand dalam beberapa bulan pertama 
tahun 1996. Ini secara efektif 
menggantikan cetak biru transformasi 
yang dikenal sebagai Reconstruction 
and Development Programme yang 
lebih demokratis dan populer, yang 
disusun dengan partisipasi pekerja 
dan masyarakat.
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Perlawanan

SAMWU melawan korupsi

Lennox Bonile adalah salah satu 
dari ratusan perwakilan serikat 
pekerja yang berkampanye, 
bersama dengan berbagai kelompok 
masyarakat, untuk membangun 
kapasitas pemerintah daerah 
untuk memberikan layanan yang 
sangat diperlukan di Khayelitsha 
sebagaimana ia ketahui dari 
pengalamannya sehari-hari. 

Pekerja pemerintah kota seperti 
Bonile telah melihat kemungkinan 
untuk membangun kualitas layanan 
publik tergerus oleh kasualisasi 
pekerjaan layanan publik dengan 
penerapan penyalur tenaga kerja 
atau skema berdasarkan pekerjaan 
sementara, seperti dalam Program 
Perluasan Pekerjaan Publik 
(Expanded Public Works Programme, 
EPWP). Program ini menciptakan 

pekerjaan sementara untuk 
melakukan pekerjaan lingkungan 
di masyarakat. “Anda mendapatkan 
pekerjaan selama beberapa bulan, 
kemudian pekerjaan itu berakhir dan 
Anda tidak punya pekerjaan lagi,” 
katanya. “Bayarannya setara tingkat 
kemiskinan dan mereka bekerja di 
bawah kondisi yang memprihatinkan, 
tanpa pakaian keamanan, bahkan 
ketika mereka bekerja di pembuangan 
limbah.”

Tugas Bonile adalah untuk 
menjelaskan argumen SAMWU 
untuk organisasi lokal di Khayelitsha. 
Hasilnya adalah kombinasi yang 
efektif dari dampak moral dan 
sorotan media terhadap protes 
masyarakat (banyak kelompok 
yang dalam keadaan hampir selalu 
siap untuk melakukan protes) dan 

negosiasi serikat pekerja. 
Akar yang sama di antara 

pengguna layanan miskin inilah yang 
menjadi pusat dari peran SAMWU 
dalam memimpin perjuangan 
arus bawah melawan korupsi dan 
mewujudkan akuntabilitas politik. 
“Masyarakat datang kepada kami. 
Tidak ada penyalur aspirasi lain 
yang mereka percaya,” kata Jacob 
Modimoeng, sekretaris provinsi 
SAMWU. Dia berbicara seminggu 
sesudah 4.000 orang protes keras 
di Katone, yang walikotanya 
mengendarai Mercedes Benz terbaru 
sementara para pekerja kota tidak 
memiliki transportasi untuk sampai 
ke masyarakat yang semestinya 
mereka layani.

Katone adalah salah satu kota kecil 
dekat Rustenburg di daerah kaya 
pertambangan di Afrika Selatan. 
Marikana, lokasi pembunuhan polisi 
terhadap penambang yang mogok 
kerja pada 2012, terletak di dekatnya.

Banyak orang Afrika Selatan 
mengatakan kasus Marikana 

adalah kejadian yang menyadarkan 
mereka. Orang di seluruh dunia, 
yang menonton Mandela bebas dari 
penjara dan membayangkan bahwa 
penderitaan massa kulit hitam Afrika 
Selatan akan segera berakhir, menjadi 
semakin bertanya-tanya. Jurang 
antara gaji bulanan 4.000 rand yang 

diterima pengebor platinum dan 
45 juta rand pendapatan tahunan 
yang diterima pengelola tambang 
menjadi salah satu fakta yang telah 
mendorong  meningkatnya tuntutan 
upah, termasuk di serikat pekerja 
lain seperti SAMWU, yang membuat 
12.500 rand per bulan ditetapkan 

Upaya mobilisasi serikat pekerja tingkat tinggi dan masyarakat untuk menghentikan korupsi ketika layanan publik Afrika Selatan semakin diarahkan menuju “tenderpreneurs”.
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sebagai standar upah yang layak.
Organisasi tingkat provinsi 

SAMWU di North West pada saat 
yang sama memimpin perjuangan 
pekerja layanan publik dan 
masyarakat setempat, yang banyak di 
antaranya bekerja, memiliki anggota 
keluarga, atau teman-teman di 
tambang platinum. Mereka menuntut 
apa yang menjadi hak mereka dalam 
hal bahwa uang publik seharusnya 
digunakan untuk layanan publik. 

Rustenburg adalah salah satu 
kota terkaya di provinsi North West. 
Kota ini menerima pendapatan yang 
cukup dari air curah dan listrik yang 
sangat diperlukan bagi pertambangan. 
Jika Rustenburg memenuhi 
tanggung jawabnya, pendapatan dari 
perusahaan tambang ini semestinya 
dapat membiayai air, listrik, sanitasi 
dan jalan raya di Marikana dan 
Katone serta permukiman kecil yang 
mengelilinginya. Pada kenyataannya, 
orang-orang di daerah ini hidup tanpa 
adanya jalan raya yang layak, dengan 
sanitasi hanya berupa galian tanah 
dan listrik yang hanya seperti hadiah 
yang jarang-jarang diberikan dan 
bukan hak sehari-hari. 

Beberapa penyebabnya diketahui 
dengan jelas oleh anggota SAMWU, 
yang banyak dari mereka tinggal 
atau mendapat tugas melayani 
derah-daerah miskin. “Para anggota 
terus berdatangan ke kantor dengan 
masalah yang sama,” kenang Jacob 
Modimoeng. “Mulai muncul 
keresahan bahwa [sumber daya] milik 
masyarakat sedang digelapkan. Uang 
milik kota telah disalahgunakan.” 

Kesulitan yang dihadapi serikat 
pekerja dalam menindaklanjuti 
informasi tersebut menjadi jelas saat 
perwakilan serikat pekerja menerima 
ancaman. Jacob menjelaskan 
bagaimana “perwakilan serikat 
pekerja kami menjadi sasaran. 
Mereka mengatakan kepada kami 
bahwa mereka dan keluarga mereka 
menerima ancaman pembunuhan. 
Orang-orang tak dikenal muncul 
di sekitar mereka. Hidup menjadi 
sengsara.” Beberapa orang lain 
didekati dengan suap. “Walikota 
Matthew Wolmarans mendekati 
mereka dan berkata “Aku akan 
memberi kalian satu juta”, kata Jacob, 
“tapi orang-orang ini adalah prajurit 
revolusi ...”

Keseriusan upaya untuk menekan 

whistleblower menjadi jelas ketika 
seorang anggota dewan ANC dan 
anggota aktif serikat pekerja, Moss 
Phakoe, ditembak mati saat ia 
meninggalkan rumahnya untuk 
bekerja pada 9 Maret 2009, dua 
hari setelah ia menyerahkan berkas 
korupsi yang melibatkan walikota 
Wolmarans dan seorang rekan bisnis. 

Barulah pada Juli 2012, setelah 
perjuangan panjang demi keadilan, 
Wolmarans dipenjara selama 
20 tahun karena mendalangi 
pembunuhan Phakoe. (Meskipun 
ia sejak itu telah diberi izin untuk 
banding.) 

Ini hanyalah satu cerita. Meskipun 
demikian ini adalah simbol dari 
sifat endemik korupsi, hasil dari 
“tenderisasi” layanan publik, 
dan sejauh mana jabatan publik 
disalahgunakan untuk mengejar 
keuntungan pribadi. Tetapi, di saat 
yang sama, kampanye untuk menyeret 
pembunuh Moss Phakoe itu ke 
pengadilan adalah simbol dari tekad, 
saling solidaritas, dan kemampuan 
masyarakat dalam mengorganisir, 
baik pengguna layanan yang merasa 
dikhianati atau pekerja layanan 
publik yang bertanggung jawab, 
untuk mengejar hak-hak demokratis 
dan sosial yang mereka dan keluarga 
mereka percayai mereka miliki 

melalui penggulingan apartheid.
SAMWU melihat korupsi bukan 

sebagai “isu tunggal” yang terpisah. 
Melainkan memahaminya sebagai 
produk langsung dari pembiaran 
motif mencari keuntungan masuk 
untuk mendominasi layanan publik. 
Ini memperlihatkan kebusukan dalam 
politik neoliberal, dan memungkinkan 
orang-orang yang benar-benar 
berjuang untuk layanan publik 
milik masyarakat untuk menembus 
dan membersihkan jalan untuk 
membangun penyediaan layanan 
publik yang demokratis.

Protes serikat pekerja melawan jalan tol di Afrika Selatan, termasuk pemogokan umum satu hari, mendorong menteri 
untuk membatalkan penetapan jalan tol lokal.
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Alternatif privatisasi air yang dimotori oleh demokrasi
Mari kita fokus pada kampanye lain 
yang melibatkan SAMWU secara 
sentral. Untuk memecahkan masalah 
dan menangkap peluang untuk 
membongkar negara apartheid Afrika 
Selatan, SAMWU memobilisasi 
keterampilan dan komitmen para 
anggotanya untuk mengembangkan 
kapasitas publik yang dimotori 
oleh demokrasi untuk melakukan 
restrukturisasi layanan publik, 
tanpa privatisasi, untuk memenuhi 
kebutuhan semua. Pada saat yang 
sama, SAMWU telah menolak upaya 
pemerintah ANC untuk melakukan 
privatisasi. Beberapa serikat 
pekerja lain di federasi COSATU 
menggunakan strategi yang 
sama dengan apa yang kita sebut 
“perlawanan transformatif”. 

Strategi pasca-apartheid SAMWU 
adalah untuk mencapai dua tujuan 
yaitu “penghentian privatisasi layanan 
kota (dalam bentuk apapun)”, dan 
“berkontribusi terhadap transformasi 
layanan kota untuk memungkinkan 
pemberian layanan yang efektif, 
akuntabel dan adil.” 

Dengan kata lain, serikat pekerja 
terlibat dalam proses restrukturisasi 
dengan tujuan untuk menunjukkan 
kapasitas sektor publik untuk 
mengatur kembali layanan negara atas 
dasar hak-hak sosial yang diabadikan 
dalam konstitusi demokratis Afrika 
Selatan. Dalam hal ini ia bergabung 
dengan beberapa serikat pekerja 

lain, terutama serikat transportasi 
SATAWU, yang menghadapi 
privatisasi kereta api dan pelabuhan. 

Pada tahun 1997, setelah 
kampanye nasional berupa 
demonstrasi dan argumen 
publik yang ekstensif, SAMWU 
memenangkan perjanjian dengan 
pemberi kerja mereka, Asosiasi 
Pemerintah Daerah Afrika Selatan 
(South Africa Local Government 
Association, SALGA), dalam hal 
protokol bagaimana restrukturisasi 
akan dijalankan. Komitmen utama, 
sejauh yang menjadi perhatian serikat 
pekerja, adalah bahwa sektor publik 
akan menjadi opsi yang dipilih.

Serikat pekerja, meskipun 
menyadari bahwa penetapan sektor 
publik sekedar sebagai “opsi yang 
dipilih” tidaklah cukup, mengisi 
sebagian besar ruang yang disediakan 
perjanjian hukum ini bagi para 
pekerja kota dan manajer untuk 
mengembangkan alternatif yang 
mungkin diimplementasikan. Di 
setiap tingkatan anggotanya memulai 
rencana untuk rekonstruksi publik, 
besar dan kecil, mulai dari anggota 
serikat pekerja memperbaiki pipa 
air untuk komunitas mereka sendiri 
dalam waktu di luar jam kerja hingga 
bekerja sama dengan manajer 
kota yang simpatik pada serikat 
pekerja untuk mengatasi persoalan 
kelembagaan peninggalan masa 
apartheid. 

Salah satu inisiatif yang patut 
dicontoh selama periode dua tahun, 
yang dimulai pada tahun 1996, 
berada di daerah Hillstar di Cape 
Town, yang melibatkan tiga kota. 
Pemberi layanan air mereka berbeda-
beda dan kesenjangan layanan 
di masa apartheid membuat air 
bersih bagi warga di kota-kota itu 
tidak disalurkan ke rumah-rumah 
tetapi harus diambil, biasanya oleh 
perempuan yang harus berjalan 
sekitar 15 mil ke keran-keran air yang 
berasal dari pipa yang bocor. 

Serikat pekerja mengajak 
staf dan manajer dari kota-kota 
tersebut untuk mengintegrasikan 
layanan air yang terpisah-pisah 
dan menyetarakan layanan, untuk 
menyediakan air minum untuk 
semua. Manajemen dan serikat 
pekerja memiliki keyakinan yang 
sama bahwa integrasi dapat dicapai 
dengan baik melalui mobilisasi 
kapasitas publik dan masyarakat. 
Pengetahuan masyarakat mengenai 
lokasi pipa dan katup sangat 
penting untuk proses perbaikan 
dan peningkatan. Alf Moll, insinyur 
senior, menjelaskan, “Salah satu 
tujuan dari pertemuan Hillstar adalah 
untuk menunjukkan bahwa ada 
kemampuan publik untuk mengatasi 
penyediaan layanan.” Lance Veotte, 
pengurus terkemuka SAMWU 
yang turut terlibat, menambahkan, 
“Kami percaya bahwa sekali ada 
integrasi publik yang baik dalam 
administrasi kota, tidak akan ada yang 
menggoyahkan lagi. Ini adalah cara 
untuk mencegah outsourcing. Kami 
semua percaya bahwa outsourcing 
akan melanggengkan pemisahan dan 
ketidaksetaraan.”

Keyakinan SAMWU selama 
proses Hillstar diuji ketika 
pemerintah kota Cape Town 
mempekerjakan konsultan untuk 
mempelajari berbagai opsi untuk 
pengelolaan pasokan air. Mereka 
didanai oleh hibah pemerintah yang 
ditujukan untuk memulai kemitraan 
publik-swasta. Setelah tekanan dari 
serikat pekerja dan manajemen 
air, pemerintah sepakat bahwa 
pertimbangannya harus mencakup 
semua pilihan. Pada akhirnya, 
konsultan merekomendasikan 
pemerintah agar pengelolaan layanan 

Pekerja layanan publik yang terorganisir dengan baik sering menjadi penangkal yang kuat terhadap korupsi 
dalam manajemen.
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air tetap dijalankan oleh pemerintah 
kota.

Hasilnya adalah perbaikan 
nyata dalam infrastruktur sehingga 
setelah satu tahun, air disalurkan 
ke rumah-rumah penduduk dan 
orang miskin menerima 50 liter air 
gratis per orang per hari, sesuatu 
yang awalnya dijanjikan ANC 
dalam Program Rekonstruksi dan 
Pembangunan 1994. Graham Reid, 
pengawas senior distribusi air Cape 
Town, berkomentar: “Pemerintah 
mendapatkan gagasan untuk 
melakukan privatisasi karena mereka 
melihat bahwa layanan air di area 
tersebut berantakan. Kami kemudian 
memulai proses Hillstar dan karena 
keberhasilannya di lapangan, ide 
privatisasi ditangguhkan. Mereka 
melihat bahwa pengelolaan layanan 
oleh pemerintah kota sendiri bisa 
dijalankan. Meskipun demikian 
para konsultan itu menambahkan, 
bahwa jika diperlukan tambahan 
dana, privatisasi mungkin harus 
dipertimbangkan dalam jangka 
panjang. 

Mengapa tidak mungkin untuk 
menggeneralisasi pengalaman 
di Hillstar, dengan unsur-unsur 
kuncinya yang terdiri dari 
komitmen serikat pekerja dan lini 
depan manajer publik terhadap 
kemampuan publik, keterlibatan aktif 
dari masyarakat, tekanan industri, 
dan solusi yang membangun dari 
serikat pekerja? Tentu SAMWU, 
sebagaimana organisasi lain, mencoba 
menggunakan pengalaman tersebut 
sebagai acuan untuk perjuangan 
lain dalam skala yang lebih besar 
untuk merekonstruksi layanan air, 
serta menjadikannya materi pokok 
untuk program pendidikan pengurus 
serikat pekerja. Meskipun demikian, 
usaha besar dalam rekonstruksi 
yang dimotori serikat pekerja dan 
masyarakat melawan konteks yang 
lebih luas di mana partai politik yang 
memimpin perjuangan melawan 
apartheid menjadi partai politik yang 
juga mendorong adanya privatisasi. 

Pertama, sebagaimana disiratkan 
oleh konsultan pemerintah kota 
Cape Town, keuangan menjadi 
masalah. Salah satu aspek kerangka 
makro-ekonomi neoliberal 
pemerintah ANC, dari tahun 1994, 
adalah penerapan pembatasan 
yang ketat terhadap keuangan 

kota. Kerangka ini merampas 
sejak awal sumber daya milik kota 
yang mereka butuhkan untuk 
memperluas dan merestrukturisasi 
layanan mereka untuk memenuhi 
kebutuhan komunitas kulit hitam 
yang terabaikan. Ambil contoh 
Johannesburg. Antara 1991 dan 
1999, departemen keuangan telah 
memotong dana bantuan pusat-
daerah sebesar 85% (setelah inflasi). 
Di tingkat bawah, kota yang berada 
dalam tekanan keuangan semacam ini 
memilih privatisasi. 

Selanjutnya, pada tahun 
1996, seolah-olah untuk 
mengkonsolidasikan dan 
menggeneralisasi kebijakan privatisasi 
khusus tersebut, menteri urusan 
pemerintah daerah mengumumkan 
Kerangka Investasi Infrastruktur Kota 
(Municipal Infrastructure Investment 
Framework, MIIF). MIIF disusun 
berdasarkan saran dari Bank Dunia. 
Pada awalnya, SAMWU melakukan 
penolakan di tingkat cabang per 
cabang, seperti model Hillstar, dengan 
dukungan penuh serikat pekerja 
nasional. Tapi dengan MIIF, SAMWU 
bergerak di tingkat yang lebih tinggi. 
“Unsur kunci dari MIIF adalah usulan 
untuk kemitraan publik-swasta, 
jadi kami harus mengatasi masalah 
privatisasi secara sistematis,” kenang 
Sekjen SAMWU pada saat itu, Roger 
Ronnie. 

Masalah selanjutnya adalah 
bahwa serikat pekerja praktis 
sendirian dalam melawan perusahaan 
multinasional dengan sumber daya 
yang besar seperti Biwater dan 
Suez. Pemerintah ANC tidak hanya 
membentuk suatu kerangka kerja 
fiskal yang membuat pemerintah 
daerah sangat rentan terhadap 
tekanan dari perusahaan-perusahaan 
ini, tetapi juga mengarahkan semua 
dukungan pengembangan terhadap 
perusahaan-perusahaan swasta. 
Hal ini dapat dilihat dalam kinerja 
Unit Investasi Infrastruktur Kota 
(Municipal Infrastructure Investment 
Unit) dan Bank Pembangunan 
Afrika Selatan (Development Bank of 
Southern Africa). 

Lance Veotte, pengurus SAMWU 
yang menjadi pemberi semangat di 
balik upaya untuk mengembangkan 
alternatif dalam pengelolaan dan 
layanan air, menunjukkan situasi 
asimetri yang dibangun dalam 

lembaga-lembaga ini: “Bukannya 
membangun kapasitas kota untuk 
memberikan layanan yang lebih 
baik, lembaga-lembaga ini justru 
bersikeras memastikan keterlibatan 
swasta dalam sektor layanan dasar 
seperti penyediaan air dan sanitasi, 
dan menolak untuk menyingkir.” 
Upaya untuk mengembangkan 
model Hillstar menunjukkan bahwa 
SAMWU tidak bisa kemudian 
melaksanakan rencana untuk 
rekonstruksi seorang diri, dalam 
menghadapi kekuatan gabungan 
dari perusahaan multinasional air 
seperti Biwater, pemerintah, dan 
tim konsultan terlatih dari AS/Bank 
Dunia.

Dalam bab berikutnya kita akan 
melihat bagaimana perjuangan atas 
air di Brasil, Uruguay, dan Italia 
menghadapi beberapa kendala 
struktural yang lebih luas tersebut, 
dan mulai mengatasinya.

Stephanie Hayes dari Ashe Elementary School bereaksi 
terhadap keberhasilan mogok serikat guru Chicago pada 
September 2012.
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1. Brasil: Mobilisasi penuh untuk air publik

Alternatif terhadap Privatisasi:
Pondasi untuk Masa Depan

Bab 2

Bab ini membahas tiga perjuangan besar untuk 
mempertahankan air sebagai barang publik dan 
untuk meningkatkan kualitas layanan air. Air adalah 
simbol dari saling ketergantungan pada sumber 
daya bersama, atau commons. Dalam perjuangan 
melawan upaya terorganisir dan terus-menerus untuk 
memprivatisasi air, pekerja layanan air yang beraliansi 
dengan warga telah menunjukkan bagaimana serikat 
pekerja dapat menjadi penjaga yang efektif bagi 
sumber daya bersama, serta bekerja dengan pihak 

lain yang menggunakan dan memiliki kepentingan 
dalam pengelolaan sumber daya bersama. Tapi semua 
kemenangan di tengah sistem ekonomi yang masih 
didominasi oleh pasar kapitalis yang tak pernah diam 
dan terus menjadi predator adalah kemenangan yang 
rentan. Dalam semua kasus ini, perjuangan melawan 
privatisasi dan komersialisasi layanan publik terus 
berlanjut. Oleh karena itu, di akhir setiap cerita 
terdapat ringkasan dari pelajaran-pelajaran yang bisa 
diambil untuk ke depannya.

Di Brasil, kisah perlawanan 
transformatif tenaga kerja terhadap 
privatisasi dimulai pada tahun 
1996, dengan upaya pemerintah 
Cardoso yang pada tahun 1995-
2003 meminta pemerintah negara 
bagian untuk menjual perusahaan 
sanitasi negara mereka dan untuk 
memindahkan tanggung jawab atas 
pengelolaan air dari kota ke tingkat 
regional. 

Ini adalah bagian dari proses 
yang lebih luas untuk mereorganisasi 
perusahaan air publik agar lebih 
menarik bagi investor swasta. 
Memindahkan tanggung jawab ke 
tingkat regional berarti pemisahan 
dari perusahaan publik yang telah 
lama berdiri di banyak kota yang 
kelompok politik kirinya kuat. Dari 
pertengahan 1990-an, langkah ini 
sudah menimbulkan PHK besar-
besaran, tapi perlawanan sejauh 
ini masih terbatas pada perjuangan 
secara terpisah dari kelompok-
kelompok pekerja tertentu.

Sebagai persiapan untuk 
mempercepat privatisasi perusahaan 
publik, “para pekerja mulai 
menghadapi ‘perang’ itu secara 
lebih politis,” ungkap Abelardo 
de Oliveira Filho, yang saat itu 
menjadi ketua bidang sanitasi dan 
lingkungan serikat pekerja kota 
Federação Nacional dos Urbanitários 

(FNU), afiliasi dari serikat federasi 
CUT. Dia menjelaskan: “Menjadi 
persoalan penting untuk memperluas 
perjuangan melampaui serikat 
dan membuat masyarakat secara 
keseluruhan menyadari pentingnya 
mempertahankan layanan mendasar. 
Dengan kata lain, untuk menjadi 
Serikat Warga.”

Aliansi kuat 

Pendekatan ini mendorong serikat 
pekerja untuk menjangkau semua 
orang yang memiliki komitmen 
bersama untuk pengelolaan publik 
terhadap sanitasi dan menjadikan 
air sebagai barang publik dan hak 
asasi manusia. Hasilnya adalah 
didirikannya Frente Nacional pelo 
Saneamento Ambiental (FNSA) pada 
tahun 1997. Dengan 17 organisasi 
pendiri, FNSA adalah aliansi yang 
kuat yang terdiri dari organisasi 
konsumen, LSM yang terlibat dalam 
reformasi perkotaan, manajer publik, 
gereja, dan gerakan sosial. 

Terutama yang penting adalah 
partisipasi ASSEMAE, organisasi 
pengelola air. ASSEME memainkan 
peran penting baik dalam argumen 
teknis menghadapi pemerintah 
maupun dalam rencana untuk 
meningkatkan pengelolaan dan 
layanan perusahaan air daerah 

bersama-sama dengan pekerja dan 
pihak lain dalam aliansi. Hal ini 
membuat perusahaan-perusahaan 
publik tidak begitu rentan terhadap 
tekanan privatisasi. 

Beberapa perusahaan air dan 
sanitasi publik itu sendiri bergabung 
dengan FNSA, termasuk departemen 
air dan sanitasi kota di Porto Alegre 
dan Santo Andre, dekat São Paulo. 
Kedua kota ini pada saat itu berada 
di bawah kepemimpinan Partido 
dos Trabalhadores (PT, atau 
Partai Buruh), yang telah merintis 
pembuatan anggaran partisipatif dan 
secara umum manajemen publik.

FNU dan CUT menyediakan 
sumber daya organisasi untuk 
FNSA, termasuk sekretaris eksekutif. 
Bantuan logistik juga diberikan oleh 
Federação de Órgãos para Assistência 
Sosial e Educacional (FASE), LSM 
radikal se-Brasil yang memiliki 
sejarah panjang dalam pendidikan 
populer, kampanye, dan penelitian 
dengan gerakan masyarakat.

Gabungan dari berbagai dukungan 
sumber daya utama seperti itu 
menunjukkan dasar yang luas dari 
aliansi. Aliansi itu menamai dirinya 
“Front Nasional”, untuk menunjukkan 
bahwa di situ tidak ada dominasi oleh 
salah satu kelompok sosial, apakah 
itu serikat pekerja, LSM, organisasi 
agama, atau gerakan sosial. 
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Pengalaman dalam 
mengorganisir 

Sumbangan dari serikat pekerja 
adalah untuk menyediakan jaringan 
aktivis yang sadar politik, terorganisir 
dan mendapat informasi dengan 
baik, dan berpengalaman dalam 
mengorganisir komunitas mereka 
dan di seluruh daerah berbeda-beda 
di Brasil. 

CUT telah menjadi kekuatan 
pengorganisasian sentral dalam 
perjuangan melawan kediktatoran 
tidak lebih dari 15 tahun sebelumnya. 
CUT telah membangun legitimasi 
yang kuat sebagai penghubung untuk 
koordinasi gerakan otonom yang 
berbeda-beda namun memiliki tujuan 
yang sama. 

Sebagai contoh, pada tahun 
1983 CUT telah menciptakan 
ANAMPOS (Articulação Nacional 
dos Movimentos Populares e 
Sindicais) sebagai sarana koordinasi 
gerakan sosial dan serikat pekerja 
ketika dibutuhkan. Dalam perjuangan 
melawan kediktatoran, hanya lebih 
dari satu dekade sebelum perebutan 
privatisasi air, budaya saling 
menghormati (meskipun bukannya 
tidak ada ketegangan) dipelihara di 
antara berbagai jenis gerakan, baik 
gerakan perkotaan maupun pedesaan, 
industri maupun sosial, agama 
maupun sekuler. 

Kerangka kerja FNSA tentang 
prinsip-prinsip, “untuk jaminan 
pemerataan layanan sanitasi dan air 
untuk semua warga negara terlepas 

dari kondisi ekonomi dan sosial 
mereka”, dijadikan dasar untuk proses 
partisipasi besar-besaran. Setiap 
organisasi konstituen bekerja untuk 
mengembangkan usulan dan strategi 
untuk mengatasi keadaan pasokan 
air yang masih sangat buruk di Brasil, 
untuk mengatasi korupsi endemik, 
dan untuk menawarkan alternatif 
yang koheren terhadap privatisasi. 
FNSA berusaha untuk mengambil 
gagasan umum dan menerapkan 
prinsip-prinsip demokrasi partisipatif 
yang dikembangkan dalam 
penerapannya oleh kelompok kiri 
Brasil. 

Proses partisipatif ini 
dikombinasikan dengan intervensi 
strategis dan high-profile dalam 
proses parlemen dan peradilan. 
Intervensi di ibukota federal Brasilia, 
misalnya, selalu disertai dengan 
kegiatan massa, demonstrasi, atau 
kejadian berdampak besar lainnya. 

Dukungan internasional 

Dimensi internasional dalam 
kampanye memberikan kontribusi 
terhadap intervensi high-profile ini. 
Pada momen penting dalam upaya 
pemerintah untuk meloloskan usulan 
privatisasi, FNSA menyelenggarakan 
seminar yang dipublikasikan luas di 
Majelis Deputi dengan pembicara 
dari Afrika Selatan, Kanada, dan 
federasi serikat pekerja global Public 
Services International. Kegiatan ini 
mendokumentasikan biaya sosial dan 
lingkungan dari langkah korporasi 

yang mendorong proses privatisasi 
di Brasil dan di tempat lain, dan 
memamerkan model-model alternatif 
perbaikan masyarakat. “Bantuan 
dan pertukaran internasional adalah 
hal yang esensial dalam perjuangan 
kami,” Abelardo de Oliveira Filho 
menegaskan. 

Pada tahun 2000, kampanye 
di berbagai tingkat ini berhasil 
menentang legitimasi konstitusional 
untuk memindahkan tanggung jawab 
pengelolaan air dari tingkat kota ke 
tingkat regional, dan mengalahkan 
usulan pemerintah untuk menjual 
perusahaan sanitasi nasional, 
National Sanitation Company. 
Setelah terpilihnya Lula pada tahun 
2002, keberhasilan kampanye itu 
dilambangkan oleh terpilihnya de 
Oliveira Filho sebagai menteri bidang 
air. 

Usulan untuk privatisasi besar-
besaran disingkirkan. Namun, ini 
bukan kemenangan yang sempurna. 
Pemerintah kemudian tunduk pada 
tuntutan dari modal internasional 
untuk memungkinkan kemitraan 
publik-swasta dalam pelayanan 
publik, termasuk air. Beberapa 
kota juga tunduk pada tekanan 
perusahaan-perusahaan Brasil untuk 
memprivatisasi layanan air mereka.

Slogan jalanan: air untuk semua orang.

Fe
lip

e 
Ta

va
re

s -
 C

re
at

iv
e 

co
m

m
on

s

17



Tr agedi Privatisasi   Potensi Publik

2. Uruguay:  
Serikat pekerja sebagai tulang punggung gerakan populer

Di Uruguay, cerita ini dimulai pada 
tahun 2002 ketika sebuah surat 
kabar membocorkan letter of intent 
antara tahun 2000-2005 antara 
pemerintah Jorge Batlle dengan Dana 
Moneter Internasional (IMF), yang 
menetapkan jadwal untuk privatisasi 
perusahaan air nasional Uruguay, 
OSE.

Penerbitan surat ini mendorong 
pembentukan aliansi populer dan 
efektif, Comisión Nacional en Defensa 
del Agua y de la Vida (Komisi 
untuk membela air sebagai sumber 
kehidupan), atau CNDAV. Aliansi 
ini memiliki akar sebuah aliansi 
yang melibatkan serikat pekerja air, 
Federasi Pegawai Pemerintah OSE 
(FFOSE), untuk melawan gerakan 
awal menuju privatisasi di wilayah 
Maldonado. 

hh Hal yang penting untuk keberhasilan kampanye 
adalah kemampuan serikat pekerja untuk 
menciptakan hubungan yang berkelanjutan, 
atau “koalisi mendalam”, dengan pengguna 
layanan dan masyarakat pada umumnya, 
bukan hanya aliansi taktis dan instrumental. 
Aliansi dan hubungan seperti ini memiliki 
tujuan ganda. Di satu sisi, masing-masing pihak 
akan menyumbangkan keahlian, baik keahlian 
terapan, kepakaran, maupun investigatif, yang 
penting untuk mentransformasi layanan dan 
kualitasnya. Majelis lokal dan regional yang 
mengembangkan alternatif menggambarkan 
proses ini sebagai proses membangun 
“pengetahuan tandingan”. 

hh Dimensi yang secara strategis penting dari 
aliansi ini adalah kerjasama internasional, 
baik melalui Public Services International atau 
melalui kolaborasi langsung lintas perbatasan, 
yang mendorong saling bagi informasi dan 
pemahaman strategis jika tidak tersedia secara 
nasional. Di sisi lain, keberhasilan aliansi 
ini dalam melawan tekanan dari kekuasaan 
korporasi dan keuangan global tergantung 
pada kemampuan mereka untuk menggunakan 
berbagai sumber kekuatan dan pengaruh untuk 
memenangkan legitimasi dan membangun 
dukungan politik untuk opsi publik. 

hh Hal ini membawa kita pada karakter lebih lanjut 
dari kampanye ini: pentingnya strategi dan 
bentuk organisasi untuk menantang kekuatan 
modal yang melampaui tempat kerja dan dalam 
siatuasi baru dari globalisasi pasar kapitalis. 
Kumpulan serikat pekerja air di Brasil adalah 
bagian dari kelas yang lebih luas dan aliansi 
populer. Mereka tidak tergantung pada Partai 
Buruh untuk mengatasi isu-isu politik yang lebih 
luas, meskipun mereka menarik bagian-bagian 
partai ke dalam proses. Inisiatif ambisius FNSA 
untuk memobilisasi kekuatan populer selama 
proses politik diperhitungkan untuk melawan 
pemerintah mereka yang menuruti tekanan dari 
lembaga keuangan internasional.

hh Otonomi relatif FNSA dari partai politik penting 
untuk disoroti, termasuk dari Partai Buruh, yang 
dipilih oleh kebanyakan anggota. Independensi 
membangun otonomi perspektif, pengetahuan, 
dan organisasi, didukung oleh sumber daya 
yang independen dan kapasitas kelembagaan 
serikat pekerja. Atas dasar independensi ini, 
hubungan strategis dengan partai-partai politik 
bisa diciptakan, setidaknya dalam teori. Dalam 
praktiknya, hubungan dengan partai-partai 
politik itu lebih kompleks dan tidak merata, 
tergantung, misalnya, pada waktu siklus pemilu.
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Brosur kampanye air publik oleh gabungan serikat pekerja

FFOSE adalah bagian dari federasi 
serikat pekerja PIT-CNT yang, seperti 
CUT Brasil, memainkan peran kunci 
dalam mendukung perlawanan 
terhadap kediktatoran (antara 
tahun 1973 dan 1985) dan tentunya 
memiliki legitimasi yang kuat dari 
masyarakat. Para pekerja air telah 
menjadi bagian dari perlawanan itu 
juga. Perjuangan untuk menjadikan 
air sebagai hak asasi manusia dan 
barang bersama secara luas dilihat 
sebagai kelanjutan dari perjuangan 
untuk demokrasi, dan serikat pekerja 
terus memainkan peran sentral. 
Pengorganisir serikat pekerja Carmen 
Sosa menggambarkan serikat pekerja 
sebagai “tulang punggung” dari 
CNDAV.
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Hubungan yang kuat dengan 
sumber daya air 

Sebagaimana pekerja air di Brasil, 
keprihatinan awal serikat pekerja 
adalah kepentingan anggotanya 
ketika pekerjaan dibekukan dan 
beban kerja meningkat. Tetapi 
keprihatinan anggota serikat pekerja 
segera melampaui kepentingan 
pekerjaan mereka. Sebagai staf dari 
perusahaan air nasional, yang dari 
tahun 1990-an telah diancam dengan 
pemisahan dan privatisasi, mereka 
juga merasakan hubungan yang kuat 
dengan para petani dan penduduk 
pedesaan yang mata pencahariannya 
bergantung pada pasokan air. 

“Bagi kami”, jelas Adriana 
Marquisio, presiden FFOSE antara 
2004 dan 2010, “masalah kekurangan 
air di daerah pedesaan sangat sensitif. 
Ada staf dari perusahaan air publik 
yang berada bahkan di pedesaan 
paling kecil. Mereka dibesarkan 
di sana, mereka tinggal di sana, 
dan mereka adalah bagian dari 
masyarakat yang terkena dampak. 
Pekerjaan untuk menyediakan air 
terlalu penting untuk dikerjakan 
sebagaimana urusan lain.” 

Serikat pekerja dan mitranya 
di CNDAV percaya bahwa 
pertahanan kelembagaan paling 
kuat terhadap IMF adalah sesuatu 
yang konstitusional. Mereka harus 
menemukan strategi politik yang 
dapat menekan pemerintah yang ada. 
Kesuksesan melawan privatisasi yang 

pernah terjadi memberikan solusi. 
Pada tahun 1992, 72 persen pemilih 
menentang undang-undang yang 
akan membuka hampir semua BUMN 
untuk privatisasi. CNDAV mengikuti 
contoh ini dan memanfaatkan sebaik-
baiknya klausul dalam konstitusi 
yang memungkinkan warga untuk 
menyerukan referendum jika mereka 
bisa memenangkan dukungan 
setidaknya 300.000 orang (atau lebih 
dari 10 persen pemilih terdaftar). 

Referendum akan berisi tentang 
amandemen konstitusi untuk 
menyertakan akses air bersih dan 
sanitasi sebagai “bagian dari hak 
asasi manusia” dan sebagaimana 
barang barang publik yang disediakan 
“semata-mata dan secara langsung 
oleh badan hukum negara”. Dalam 
setahun, mereka telah mengumpulkan 
300.000 tanda tangan yang mereka 
butuhkan.

Tugas mereka tidak diragukan 
lagi terbantu oleh tradisi dan budaya 
layanan publik yang panjang di 
Uruguay. Tapi mereka tahu bahwa 
budaya harus dihidupkan. Orang-
orang harus diperingatkan bahwa 
sesuatu yang mereka anggap selalu 
bisa mereka dapatkan secara 
mudah berada di bawah ancaman 
perampasan oleh swasta. 

Kampanye menunggang kuda

Di ibukota Montevideo, LSM dan 
gerakan perkotaan memainkan 
peran utama dalam CNDAV. 

Mereka mencoba segala cara untuk 
menjangkau masyarakat. Kunjungan 
ke sekolah dan universitas dianggap 
penting, tidak hanya sebagai cara 
untuk mendidik kaum muda tentang 
isu air tetapi juga “kami tahu mereka 
akan pulang ke rumah dan berbicara 
dengan orang tua mereka,” papar 
Adriana. Di luar kota, FFOSE lah 
yang terutama yang memimpin 
kampanye bekerja sama dengan 
organisasi pedesaan. Carmen Sosa 
menjelaskan bagaimana “pada 
tahun 2004, sekretaris jenderal 
FFOSE (dengan companeros lainnya) 
berkeliling negara menunggang 
kuda selama 23 hari, dari desa 
ke desa, untuk berbicara dengan 
orang tentang perlunya reformasi 
konstitusi.”

Serikat pekerja juga 
memanfaatkan keanggotaannya 
di Public Services International 
untuk mengorganisir dukungan 
internasional. Di antaranya adalah 
penelitian dan argumen, yang 
terutama ditarik pada pengalaman 
privatisasi internasional, yang 
digunakan serikat untuk membangun 
dukungan dalam referendum yang 
berhasil. 

Sisi lain dari komitmen serikat 
pekerja untuk menjadikan air sebagai 
sumber daya bersama dan layanan 
air sebagai pelayanan publik telah 
menjadi perhatian untuk membuat 
OSE sebuah organisasi yang 
bertanggung jawab atas uang publik. 
“Kita tidak hanya mempertahankan 
air publik sebagai hak,” Adriana 
menyatakan, “tapi kami juga bekerja 
untuk kebaikan efisiensi dari 
pengelolaan air. Kesehatan penduduk 
ada di tangan kita.”

Salah satu ancaman terhadap 
efisiensi publik di OSE adalah 
korupsi. Anggota serikat pekerja 
memainkan peran utama pada tahun 
2002 dalam membersihkan korupsi 
perusahaan dan berpartisipasi dengan 
manajemen dalam transformasinya 
menjadi model utilitas publik. 
Sebuah elemen penting dari 
model ini adalah persyaratan 
formal, setelah keberhasilan 
referendum, bahwa warga dan 
staf memiliki peran yang efektif 
dalam menjalankan perusahaan. 
Proses untuk membuatnya menjadi 
kenyataan masih berlangsung, namun 
tingkat partisipasi warga dan LSM 
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Di Uruguay, Federasi Pegawai Pemerintah OSE (FFOSE) menolak privatisasi di wilayah Maldonado.
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dalam CNDAV telah memberikan 
landasan. “Warga bersikeras,” kenang 
Maria Selva Ortiz dari afiliasi lokal 
Friends of the Earth, REDES, “dan 
sebagai hasil dari peran warga yang 
dimainkan dalam kampanye, kita 
tidak bisa ditolak.”

Kemitraan publik-publik 

Dimensi yang lebih lanjut dan 
berkembang dari model utilitas 
publik yang ideal ini adalah 
penekanan yang kuat pada kerjasama 
antar sesama perusahaan air publik, 
untuk menemukan solusi terbaik 
terhadap berbagai masalah, untuk 
berbagi berbagai jenis kemampuan 
teknis dan keahlian lain dan untuk 
mendukung satu sama lain. Hal yang 
sentral dari kerjasama ini adalah 
proses peciptaan “kemitraan publik-
publik”, sebuah alternatif terhadap 
kemitraan publik-swasta, yang 
membangun jaringan saling dukung 
tanpa harus melibatkan pertukaran 
uang. 

FFOSE telah menjadi perintis 
dalam strategi ini, dengan 
mempengaruhi OSE untuk bekerja 
dengan mereka untuk membangun 
kemitraan dengan perusahaan air 
publik di Amerika Latin, termasuk 
DMAE di Porto Alegre, Brasil; 
AAPOS di Potosi, Bolivia Utara; dan 
Sedacusco di Cusco, Peru. 

Sebuah contoh dari kerjasama 

dengan AAPOS menggambarkan arti 
riil dari “kemitraan”, sebuah istilah 
yang agak licin. Potosi berada pada 
posisi yang tinggi di atas permukaan 
laut, hingga akhir-akhir ini setidaknya 
satu desa kecil yang tidak dapat 
menerima air yang mengalir. OSE 
dan FFOSE melakukan kunjungan 
untuk memahami persoalan. 
Seorang insinyur OSE pergi dan 
menghabiskan beberapa waktu 
di sana untuk menyelidiki dan 
menyusun catatan tentang apa yang 
perlu dilakukan, tanpa memakan 
biaya di luar untuk perjalanan itu.

Promosi kemitraan publik-
publik ini,  dengan selalu 
melibatkan serikat pekerja air serta 
perusahaan publik, merupakan 
prioritas tinggi untuk FFOSE. 
Adriana bangga melaporkan bahwa 
sekarang ada sebuah kantor di OSE 
ditujukan untuk mengembangkan 
kemitraan ini, “kantor kerjasama 
dan solidaritas, nasional dan 
internasional.” Hubungan dengan 
serikat pekerja merupakan hal yang 
penting. “Setiap minggu,” Adriana 
menekankan, “ada satu hari, sebuah 
ruang kelembagaan, untuk bekerja 
dengan serikat pekerja.” Dan dalam 
banyak hal serikat pekerjalah yang 
merupakan kekuatan pendorong dari 
proses ini, termasuk di perusahaan, 

seperti misalnya di DMAE, yang 
manajemennya didorong oleh serikat 
pekerja untuk terlibat. 

Tapi ini tidak selalu mudah. Ada 
lonjakan aktivitas dalam kolaborasi 
dan kemudian ada pula penurunan. 
“Masalah yang paling sulit adalah 
bahwa kepemimpinan sering 
berubah dan kerjasama berhenti,” 
Adriana mendesah. Namun, ini 
tetaplah proses penting dan inovatif 
yang masih menanamkan akar. 
Ini adalah proses yang oleh kantor 
kerjasama mereka juga disebarkan 
ke sektor publik lain di Uruguay, 
seperti sektor perumahan. Adriana 
mengatakan, “Kami membantu 
mereka membangun kerjasama 
dengan badan-badan publik lainnya 
untuk bertukar ide, keterampilan, 
dan keahlian dan mungkin memulai 
proyek bersama.”
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Serikat pekerja PSI menuntut agar Hak Asasi Manusia untuk Air Bersih dan Sanitasi PBB dilaksanakan melalui 
layanan publik.

Kampanye Uruguay untuk air publik.
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hh Kampanye ini menunjukkan 
pentingnya memperkuat 
dan menyuarakan komitmen 
masyarakat yang terus ada 
terhadap sumber daya alam 
milik bersama, dengan air 
sebagai simbol yang paling 
mewakili kehidupan sehari-
hari. Korporasi global, 
dan badan-badan politik 
yang membukakan jalan, 
menganggap opini publik 
lemah dan pasif. Kunci 
keberhasilan CNDAV adalah 
menjadikan penghinaan 
terhadap masyarakat ini 
kelemahan utama pemerintah 
dan IMF. Hal itu dilakukan 
dengan secara eksplisit 
menamai dan merayakan 
air sebagai sumber daya 
bersama (commons), 
menyadarkan masyarakat 
kembali bahwa bahwa 
sumber daya itu adalah 
hak mereka dan dengan 
demikian bukan untuk 
dijual. Ini sejalan dengan 
karakter kampanye, yang 
terlihat jelas mulai dari nama 
koalisinya, “Komisi untuk 
membela air sebagai sumber 
kehidupan”, hingga semua 
upaya untuk menjangkau 
dan memobilisasi masyarakat 
agar mereka sadar 

bahwa mereka memiliki 
ketergantungan pada air.

hh Ciri utama kedua dari 
kampanye ini adalah 
pentingnya pekerja air 
mengambil tanggung jawab 
khusus sebagai penjaga 
sumber daya bersama. Di 
sini, peran FFOSE dalam 
menciptakan CNDAV dan 
secara aktif melakukan 
mobilisasi, tidak hanya di 
kalangan pekerja tetapi 
juga menggunakan sumber 
daya dan kepemimpinan 
yang mereka miliki untuk 
menjangkau masyarakat 
petani, dapat dijadikan 
contoh.

hh CNDAV mengakui bahwa 
logika memperjuangkan 
air sebagai barang milik 
bersama, dan melindunginya 
dengan cara seperti melalui 
konstitusi, bisa diterapkan 
jika manajemen demokratis 
dan transparan. Lebih lanjut 
dipahami bahwa menggali 
hak atas air dalam konstitusi 
itu diperlukan tetapi tidak 
cukup. Demokrasi sejati 
membutuhkan partisipasi 
efektif warga dan pekerja 
dalam menjalankan 
perusahaan publik, untuk 

memastikan bahwa dalam 
praktiknya air dikelola 
sebagai sumber daya milik 
bersama, tersedia untuk 
semua.

hh Sebagaimana semua 
pengalaman ini, tidak ada 
kemenangan yang aman, 
dan pekerja tidak tetap yang 
dibayar rendah di perusahaan 
swasta merupakan masalah 
yang terus meningkat. FFOSE 
melakukan penolakan dan 
telah mencapai beberapa 
keberhasilan. Tapi hal 
ini adalah pengingat 
bahwa serikat pekerja 
dan CNDAV perlu terus 
mendidik, menjelaskan, 
dan berkampanye tentang 
pentingnya air sebagai 
barang milik bersama, 
yang perlu dikelola dengan 
keterampilan, kepedulian 
dan komitmen. Pada saat 
yang sama, serikat pekerja 
telah memenangkan 
diberlakukannya hukum 
untuk melindungi hak-hak 
pekerja informal, yang 
melarang perusahaan untuk 
menggunakan mereka 
sebagai “pilihan yang murah” 
dan mendorong penciptaan 
pekerjaan rutin yang lebih 
banyak.
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Mural jalanan di Uruguay menyerukan sistem air publik untuk dilindungi dari privatisasi.

PS
I

21



Tr agedi Privatisasi   Potensi Publik

3. Italia: “tulis air tapi baca demokrasi”

Bukan hanya di Amerika Latin 
perjuangan atas air dianggap 
penting. Pada tahun 2009, 
pemerintah Berlusconi di Italia 
mengesahkan undang-undang yang 
memerintahkan operator air publik 
kota untuk memulai privatisasi. 
Salah satu undang-undang tentang 
privatisasi air menyatakan bahwa 
perusahaan-perusahaan swasta yang 
ingin berpartisipasi dalam pelayanan 
air publik bisa melakukannya dengan 
“perlakuan yang sama dan tidak ada 
diskriminasi” dan mereka didorong 
untuk membeli sampai dengan  
70% dari setiap perusahaan air publik 
yang terdaftar. 

Hukum kedua menyatakan 
bahwa tarif pelayanan air akan 
diputuskan atas dasar penjaminan 
7% laba atas investasi. Ini berarti 
bahwa perusahaan-perusahaan air 
swasta kemudian dapat menetapkan 
tarif setinggi yang mereka inginkan 
untuk menjamin keuntungan yang 
lebih tinggi dan menerapkan lebih 
jauh prinsip mereka tentang air 
sebagai barang ekonomi bukan 
milik bersama. Namun para aktivis 
bertekad untuk mempertahankan air 
sebagai milik bersama dan telah siap 
setelah menyaksikan perampasan air 
secara internasional dan perlawanan 
yang sudah sukses terhadapnya. Dari 

akhir 1990-an, mereka berkumpul 
dari tempat dan gerakan yang berbeda 
untuk mempersiapkan kampanye 
publik. 

Satu juta tanda tangan untuk air 

Mereka langsung merespon dengan 
membentuk Forum Gerakan Air 
Nasional dan mengorganisir satu 
juta tanda tangan yang dibutuhkan 
untuk memaksa referendum untuk 
mempertahankan air tetap di tangan 
publik. Pada akhirnya 1,4 juta orang 
menandatangani, lebih banyak dari 
referendum petisi yang pernah ada, 
dan berdemonstrasi dengan tujuan 
agar air tetap menjadi il bene comune, 
barang milik bersama. Rintangan 
berikutnya yang harus diatasi 
sebelum referendum, dan yang akan 
memiliki dampak hukum, adalah 
untuk memperoleh lebih dari  
50 persen dari jumlah pemilih. Hal 
ini berhasil dilakukan. Ada  
56 persen orang dari pemilih 
mengikuti referendum, dengan  
94 persen memilih “si”, atau “ya”, 
untuk mempertahankan air sebagai 
barang publik. Upaya ini berada 
dalam konteks saat Berlusconi 
mengarahkan medianya (yang berarti 
sebagian besar televisi mainstream 
di Italia) untuk tidak mengeluarkan 

Sebuah demonstrasi di Roma untuk mengajak memilih “Ya” dalam referendum untuk mempertahankan air publik di 
tangan publik - 95% pemilih setuju.
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berita tentang referendum.
Yang berada di balik kesuksesan 

ini adalah cerita tentang bentuk baru 
kampanye yang pusatnya tersebar 
dan terdiri dari banyak kelompok 
kecil, yang menyatukan semua aktor 
sosial. Kampanye ini dikoordinasikan 
secara horisontal dan dengan 
tanggung jawab yang digilir. Selama 
bertahun-tahun kepemimpinan 
dikembangkan secara menyebar, 
sehingga kapasitas juga ikut tersebar. 
Kampanye ini menggunakan sarana 
komunikasi virtual serta mobilisasi 
rakyat yang luas di jalan-jalan, pasar, 
dan pusat-pusat kebudayaan. Metode 
ini menyalip dan membuat media 
mainstream kewalahan. 

Dalam beberapa hal pencapaian 
ini mirip dengan pencapaian di 
Uruguay dengan penekanan pada 
mobilisasi rakyat, referendum, dan 
seterusnya, meskipun peran partai 
politik tidak terlihat dan secara aktif 
terlibat di Italia sebagaimana Frente 
Amplio di Uruguay. Penyelenggara 
dibuat secara eksklusif dari organisasi 
masyarakat, baik lokal maupun 
nasional. Semua anggota mampu 
membawa kekuatan mereka sendiri, 
dan bergabung bersama di tingkat 
lokal, regional maupun nasional. 

Serikat pekerja layanan publik 
Italia Federazione Lavoratori funzione 
Pubblica (FPCGIL) aktif di semua 
tingkat koalisi. Partai-partai politik 
kiri, di sisi lain, memunculkan sebuah 
komite pendukung secara paralel. 
“Banyaknya identitas dan akar budaya 
yang berbeda dari banyak pihak, 
baik individu maupun kolektif, yang 
berkumpul bersama dalam prosesnya 
menghasilkan identitas bersama yang 
baru,” komentar Tommaso Fattori.
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hh Pelajaran pertama 
referendum, yang 
berlangsung relatif cepat 
setelah kekalahan bersejarah 
untuk mobilisasi rakyat 
Italia melawan perang 
AS/Inggris terhadap Irak 
dan Afghanistan, adalah 
kemungkinan perubahan riil: 
ini berarti bahwa tindakan 
politik kolektif akar rumput 
telah dipulihkan. Gerakan 
tersebut menjadikan 
perhitungan pemerintah 
tetang kesadaran masyarakat, 
dan upaya untuk memastikan 
“demokrasi anoreksia”, 
seperti diungkapkan 
Tommaso Fattori, berubah 
menjadi kelemahan yang 
fatal.

hh Kampanye ini membuktikan 
pentingnya memperhatikan 
sarana pengorganisasian 
serta tujuannya. Yang 
penting bagi keberhasilan 
gerakan adalah bahwa 
gerakan itu disusun dalam 
banyak pusat, dikoordinasi 
secara horisontal, didasarkan 
pada sikap menghargai 
keanekaragaman 
pengetahuan, mendorong 
partisipasi langsung dan 
personal dalam pengambilan 
keputusan dan menjalankan 
tanggung jawab secara 
bergilir dan kepemimpinan 
yang tidak terpusat.

hh Air terbukti bisa menjadi 
landasan untuk membangun 
kembali seluas mungkin 
cakrawala demokrasi dan 
sumber daya milik bersama. 
Hal ini menjadi pendobrak 
sistem privatisasi global 
secara keseluruhan. Namun, 
kemenangan melawan 
privatisasi selalu genting; 
gerakan tidak pernah bisa 
memutuskan untuk merasa 
bahwa perjuangan sudah 
selesai. Sebaliknya, mereka 
perlu untuk memperluas 
ruang lingkup gerakan untuk 
mengepung kekuasaan 
korporasi dan neoliberal yang 
merajalela.
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Perjuangan berlanjut 

Tapi pertarungan masih jauh dari 
selesai. Meskipun mayoritas warga 
Italia memilih menentang privatisasi 
air dalam referendum, pemerintah 
teknokratis Mario Monti kemudian 
mencoba untuk memasukkan air 
di antara layanan publik yang akan 
diprivatisasi di bawah kebijakan 
pengetatan anggaran. 

Gerakan air Italia segera bereaksi, 
memobilisasi orang dan melobi 
parlemen. Beberapa daerah juga 
membawa kasus ke pengadilan 
konstitusi Italia, yang pada Juli 2012 
memutuskan menentang upaya 
pemerintah untuk melangkahi hasil 
referendum. Namun, ini tampaknya 
tidak mungkin menjadi akhir dari 
masalah ini. “Kami melihat lebih 
banyak pertarungan tahun-tahun 
ke depan,” kata Rosa Pavanelli, yang 
waktu itu presiden FPCGIL. “Masih 
ada obsesi untuk memprivatisasi air.”

Bagaimanapun, privatisasi air 
merupakan bagian dari tekanan 
neoliberal yang terus menerus 
untuk membawa setiap pekerjaan 
yang sebelumnya publik, yang tidak 
terkomodifikasi, ke pasar – ini tidak 
dapat dikalahkan secara nasional 
saja. Oleh karena itu masyarakat 
Italia telah menambah energi 
dan kemampuan mereka untuk 
berkampanye mengumpulkan satu 
juta tanda tangan untuk menekan 
pemerintah Uni Eropa untuk 
menerapkan Hak Asasi Manusia Atas 
Air dan Sanitasi yang belum lama ini 
disepakati oleh PBB. Inisiatif Warga 
Eropa tersebut, yang diluncurkan 
oleh federasi serikat pekerja layanan 
publik EPSU Eropa, memiliki tiga 
tujuan utama: jaminan akses terhadap 
air untuk semua orang, meyakinkan 
Komisi Eropa untuk mengadopsi 
pendekatan berdasarkan hak asasi 
manusia atas layanan air yang 
disediakan melalui sektor publik, 

dan membuat akses universal atas 
air dan sanitasi bagian dari kebijakan 
pembangunan Uni Eropa. Jika 
kampanye dijalankan dan disebarkan 
dengan metode kampanye Italia, ada 
kemungkinan kuat akan berhasil. 

Pertarungan di Italia akan 
berlanjut. Banyak yang harus 
dilakukan di sektor air. Gerakan 
air sekarang akan berfokus untuk 
mengembalikan kontrol publik atas 
utilitas publik yang sebagian atau 
seluruhnya diprivatisasi. Membela 
dan mendorong demokratisasi 
layanan publik, melakukan 
“commonifing”, atau menjadikannya 
barang milik bersama, daripada 
“commodifying”, atau komodifikasi, 
seperti diungkapkan Tommaso 
Fattori (lihat “Bacaan Lebih Lanjut”), 
semua itu bukanlah masalah tunggal. 
Satu kesuksesan akan selalu perlu 
untuk ditindaklanjuti oleh kampanye 
baru.
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Privatisasi dan hakikat negara 
bergerak menuju pusat perjuangan 
melawan pengetatan anggaran di 
Yunani. Troika sedang mencoba 
untuk mempercepat penjualan 
barang publik dan sumber daya 
negara dengan menempatkan mereka 
dalam satu perusahaan induk 
yang pergantian kepemilikannya 
akan dilelang dengan cepat. Dana 
Pengembangan Aset Republik 
Helenik (TAIPED), begitulah 
perusahaan ini dinamai dengan 
angkuh, yang sebenarnya tidak 
lebih dari rumah lelang yang 
mengiklankan sebuah obral 
“semuanya harus terjual.” 

Resistensi terhadap penyerahan ke 
pasar korporasi tersebut menghadapi 
tantangan. Pada tahun 2011 sebuah 
jajak pendapat menunjukkan bahwa 
75 persen dari orang-orang Yunani 
percaya bahwa privatisasi itu 
diperlukan; pada tahun 2012 turun 
menjadi 62 persen tetapi masih lebih 
dari setengah penduduk dan bahkan 
termasuk lebih dari 40 persen pemilih 
untuk partai sayap kiri Syriza. Tetapi 

jajak pendapat tersebut di saat yang 
sama menunjukkan titik kerentanan 
Troika, yaitu, sekali lagi, dalam 
hal sumber daya air lah mayoritas 
menentang privatisasi. Dan dalam hal 
sumber daya air pula resistensi mulai 
mendapatkan momentum. 

Inisiatif pertama di Yunani 
menuju resitensi politik yang kuat 
atas air datang dari kota terbesar 
kedua di negara itu, Thessaloniki. Di 
sini langkah-langkah awal menuju 
privatisasi pada tahun 2007 sebagian 
diperlambat melalui perlawanan dari 
serikat pekerja air, yang melakukan 
empat hari mogok makan selama 
pameran perdagangan internasional 
di kota ini. Tender pertama akhirnya 
diumumkan pada tahun 2009 dan 
sekali lagi serikat pekerja tersebut – 
yang tidak seperti kebanyakan serikat 
pekerja di Yunani, telah bertekad 
mempertahankan otonomi dari semua 
partai politik dan, dibandingkan 
dengan sebagian besar yang lain, 
relatif demokratis – merespon 
dengan menduduki bangunan utama 
perusahaan selama 12 hari. 

Reputasi bahwa serikat pekerja 
air didirikan dengan aktivis di 
Thessaloniki telah terbukti menjadi 
fondasi bagi kampanye yang saat 
ini telah terbentuk. Presiden serikat 
pekerja George Archontopoulos 
mengatakan bahwa pada tahun 
2009 ia biasa mendatangi kelompok 
terdekat untuk menyusun argumen 
melawan privatisasi. Sekarang, 
katanya, “mereka selalu meminta 
kami untuk datang kepada mereka 
dan masih banyak lagi yang seperti 
mereka.” Bahkan pendorong 
dan dinamika yang terus ada di 
balik kampanye terakhir untuk 
mempertahankan air publik berasal 
dari warga yang marah dan kemudian 
menjadi aktivis, selain dari serikat 
pekerja sendiri. Kampanye ini 
diresmikan pada April 2013 dalam 
pembentukan SOSte hingga NERO 
(Selamatkan Air Kami, lihat di 
bawah).

“Kami menghabiskan lebih 
dari enam bulan untuk mencoba 
meyakinkan mereka bahwa kita 
bertindak sebagai warga negara 

Europa: 
Ketika arsitek negara kesejahteraan 
mencoba menghancurkannya

Bab 3

Bertahan dalam waktu yang agak lama di Eropa: 
di sinilah lembaga-lembaga negara kesejahteraan 
pertama kali didirikan, dibangun di atas prinsip-
prinsip upah sosial, yaitu penyediaan negara untuk 
memenuhi kebutuhan sosial setiap warga secara 
universal. Saat ini marketisasi lembaga ini sedang 
dipercepat atas nama “pengetatan anggaran” pasca 
krisis keuangan tahun 2008. Ironisnya, pada masa 
setelah Perang Kedua, gagasan pengetatan anggaran 
pertama kali diterapkan terhadap segala sesuatu 
kecuali kebijakan negara kesejahteraan: anggaran 
belanja untuk sekolah-sekolah dan rumah sakit adalah 
bantuan yang luar biasa sementara warga pada saat 
itu tidak bisa mendapatkan berbagai kemewahan dan 
harus membayar pajak untuk membiayai rekonstruksi 

pasca-perang. Sekarang pajak dihindari dan kredit 
berbunga tinggi diperluas untuk mendorong konsumsi 
pribadi di pasar sementara anggaran kesehatan dan 
pendidikan dipotong. 

Di sini tolok ukurnya adalah Yunani, yang 
menggambarkan secara jelas tragedi privatisasi 
dan potensi publik. Di satu sisi ada lembaga rezim 
neoliberal internasional, yaitu “troika” Komisi Eropa, 
IMF, dan Bank Sentral Eropa, yang ingin menjual 
aset publik negara itu dan menggunakan uangnya 
untuk membayar bunga kreditur yang sangat tinggi. 
Di sisi lain ada orang-orang, yang bangga pada tradisi 
demokrasi mereka, berdemonstrasi membela sumber 
daya bersama dengan membangun jaringan solidaritas 
yang memiliki kepentingan yang sama.

1. Yunani: Menolak troika
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dan bukan sebagai pekerja yang 
takut kehilangan pekerjaan kita,” ia 
melanjutkan. “Sebenarnya mereka 
sedang menguji kita dan kita tidak 
tahu! Seperti yang Anda tahu, 
ada banyak persepsi negatif, yang 
kadang-kadang memang benar, 
dilemparkan pada pegawai negri dan 
bisa ada banyak korupsi dalam serikat 
pekerja.” Serikat pekerja membantu 
mengatasi pandangan yang umumnya 
negatif terhadap pegawai pemerintah 
ini dengan bersikap militan tidak 
hanya dalam melawan privatisasi 
tetapi juga korupsi, kenaikan tarif air, 
dan meningkatnya jumlah pemutusan 
sambungan air. Itulah mengapa, 
menjadi tidak mengherankan bahwa 
energi baru dan konvergensi yang 
dihidupkan oleh pendudukan orang-
orang muda terhadap White Tower 
Square di Thessaloniki pada tahun 
2011, yang merupakan versi Yunani 
Utara dari gerakan “Indignados”, 
mendorong adanya  diskusi antara 
Indignados dan pekerja air.

pasar saham, dengan jumlah meter 
air di kota. “Dampaknya, ini akan 
menjadi kemitraan publik-publik 
sebagai tandingan kemitraan publik-
swasta troika itu,” papar Theodoros 
Karyotis, anggota pendiri Inisiatif 
136 dari gerakan sosial Thessaloniki, 
yang juga terlibat dalam mendukung 
para pekerja pabrik milik kota Vio.
Me selama pendudukan dan sekarang 
terlibat dalam proses produksi yang 
dikelola sendiri. 

George Archontopoulos 
menjelaskan bagaimana “ide pertama 
muncul dari konferensi pers saat 
berlangsung perjuangan terdahulu. 
Untuk memperkuat argumen untuk 
mempertahankan air tetap milik 
publik, kami membagi harga di bursa 
dengan jumlah pengguna air untuk 
menunjukkan bagaimana masyarakat 
bisa membeli saham dan menjaga 
perusahaan tetap di tangan publik. 
Dengan Indignados kita menjadikan 
ide ini sebagai kampanye praktis.” 
Pada praktiknya, dampak praktis 
Inisiatif 136 lebih menitikberatkan 
pada kekuatan propagandanya, 
dengan menggambarkan secara jelas 
bagaimana air dapat dikelola sebagai 
sumber daya milik bersama “tanpa 
bergantung baik pada perusahaan 
swasta maupun negara yang ada,” 
seperti diungkapkan pemimpin 
pekerja air lain, Kostas Marioglou. 
Meskipun koperasi telah terbentuk 
di delapan dari 16 daerah di 
Thessaloniki, dan pemerintah kota 
kota telah memberikan sambutan 
penuh, warga tidak bisa membayar 
€136. Dan pemerintah sejumlah kota 
tidak memiliki dana untuk terus 
menjalankannya. 

“Kami mendapat serangan dari 
segala arah,” Theodoros Karyotis 
menyatakan, setelah belum lama 
kembali dari demonstrasi besar 
yang diikuti 20.000 orang terhadap 
operasi tambang emas Eldorado di 
pegunungan di dekatnya, di mana 
terjadi represi polisi yang buruk 
terhadap siapa pun, termasuk 
anak-anak sekolah, yang diduga 
ikut protes. Namun penyelenggara 
Inisiatif 136 tidak menghentikan 
proyek praktis ini. Mereka sekarang 
mendiskusikannya dengan Jaringan 
Air Publik Eropa yang berpengaruh 
tentang bagaimana mengumpulkan 
dana untuk menjalankan solusi 
publik-publik menjadi kenyataan. 

“Ini bukan lagi masalah Yunani. Hal 
ini telah menjadi isu simbol untuk 
gerakan Eropa,” papar Karyotis. “Jika 
privatisasi tidak dikalahkan, itu akan 
menjadi kemunduran nyata bagi 
upaya untuk mengembalikan air ke 
masyarakat, yang sedang berlangsung 
di tempat-tempat lain.” 

Koalisi yang luas 

Pada saat bersamaan dengan 
mendorong pencarian dana dan 
landasan hukum untuk koperasi, 
semua orang di Inisiatif 136 
memanfaatkan waktu dengan 
membangun koalisi yang luas untuk 
menghadapi privatisasi. “Kami 
sedang bekerja pada dua kaki. Aliansi 
yang seluas mungkin untuk melawan 
privatisasi adalah kaki pertama 
dan eksplorasi sarana sosialisasi 
langsung adalah alternatifnya,” 
kata Theodoros Karyotis. “Kami 
harus bersatu melawan privatisasi,” 
Kostas Marioglou menekankan, 
“dan dapat memperdebatkannya 
dengan cara terbaik untuk mengelola 
air demi kepentingan bersama.” 
Karena bersamaan dengan adanya 
persatuan ada pula perdebatan sengit 
dalam Inisiatif 136. “Mengapa kita 
harus membeli apa yang kita sudah 
miliki?” sanggah sebagian besar 
orang di Syriza. “Masalahnya,” kata 
Karyotis, “adalah bagaimana kita 
menghentikan privatisasi? Melobi, 
memprotes diri sendiri, apakah 
itu ada manfaatnya? Inisiatif 136 
bisa dimengerti sebagai cara untuk 
memerangi mereka dengan cara 
mereka sendiri, mengeksploitasi 
celah, tapi ini akan membuat kami 
sulit dihentikan, jika kami memiliki 
dana dan kami memperoleh 
dukungan masyarakat.” 

“Targetnya sama,” George 
Archontopoulos menekankan, yang 
mewakili pemilihan untuk Syriza, 
“bahkan jika kita menembak dari 
arah yang berbeda. Mari kita kepung 
targetnya!”

Sebuah pertemuan terbuka yang 
dipenuhi peserta pada 28 April 2013 
di balai kota Thessaloniki secara 
efektif menyatakan target telah 
dikepung ketika dengan antusias 
mereka sepakat membentuk SOSte to 
NERO (Selamatkan Air Kita) untuk 
mengkoordinasikan kampanye besar-
besaran di seluruh wilayah. Ini diikuti 

Inisiatif 136 

Dari sinilah muncul “Inisiatif 136”. 
Idenya adalah bahwa jika setiap 
pengguna air membeli saham yang 
tidak bisa dipindahtangankan dalam 
layanan air publik, “masyarakat bisa 
memiliki perusahaan air minum 
melalui sistem koperasi setempat 
pengguna air yang berkumpul 
menjadi satu kesatuan koperasi”. 
Nama inisiatif ini diambil dari €136: 
angka yang diperoleh dari pembagian 
€60 juta, yaitu nilai perusahaan di 
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oleh sejumlah pemerintah kota, 
serikat pekerja, majelis daerah, orang-
orang dari universitas dan organisasi 
teknis, dan mereka berkomitmen 
menjangkau khalayak untuk 
meningkatkan kesadaran tentang 
konsekuensi privatisasi melalui 
konser di alun-alun, dan aksi di acara-
acara olahraga utama di 
kawasan itu. 

Persatuan dan 
pertumbuhan gerakan 
untuk mempertahankan 
air juga menjadi dinamika 
nasional. Sebuah gerakan 
untuk air berkembang 
di Attica, wilayah yang 
merupakan bagian 
dari Athena, bersatu 
menghadapi target 
bersama, yaitu ancaman 
privatisasi. Seperti sifat 
air yang mereka bela, 
kampanye mengalir 
dan mengumpulkan 
kekuatan di seluruh 
kota dari Attica dan dari 
pelabuhan Piraeus sampai 
pemukiman terbesar kelas 
pekerja di pinggiran kota 
Athena. 

Pendorong utama di balik 
gerakan ini adalah pengelompokan 
baru pekerja air yang menarik dan 
terbuka di perusahaan air publik 
Athena EYDAP. Mereka menyebut 
diri SEKE (“gerakan persatuan 
partisipatif”). Vasilis Tsokalis, anggota 
pendiri SEKE, menjelaskan asal-usul 
kelompok ini selama pemilihan untuk 
wakil-wakil pekerja di dewan EYDAP. 
“Tiba-tiba tahun lalu organisasi baru 
ini terbentuk, dari kelompok kiri 
dan tengah kiri, yang independen 
dari dua partai lama. Kami ingin 
menyingkirkan anggota dewan lama 
yang sudah ada selama lebih dari 
sepuluh tahun; salah satunya adalah 
anggota dari PASOK dan yang lainnya 
dari Demokrasi Baru,” ia menjelaskan. 
“Mereka sebenarnya adalah sumber 
masalah. Mereka bekerja sama 
dengan manajemen dan partai-partai 
politik, mengatakan menentang 
privatisasi, tetapi tidak melakukan 
apa-apa.”

SEKE segera memenangkan  
17 persen suara. “Tapi kami tahu 
kami bisa menjadi lebih kuat dengan 
berjuang bersama pihak-pihak lain 
yang juga melawan privatisasi dan 

mendukung pengelolaan air sebagai 
barang milik bersama,” kata Tsokalis. 
SEKE menjalin kontak dengan Save 
Greek Water, dan mereka bersama-
sama memberi tugas pada diri mereka 
sendiri untuk meyakinkan 45 kota 
untuk mendukung komitmen pada air 
publik. 

Sebuah lompatan besar dalam 
tugas ini datang ketika ratusan 
orang berkumpul di balai kota 
di Athena dan Thessaloniki 
untuk mendengarkan pembicara 
internasional membahas tentang air. 
Kampanye air ini mengungkapkan 
banyak pengalaman remunisipalisasi 
di Paris dan tempat lain di Eropa, 
dan menyebarkan kabar tentang 
bagaimana remunisipalisasi 
membawa perbaikan besar 
dibandingkan dengan pengelolaan 
oleh swasta. Tapi sekarang orang-
orang Yunani bisa mendengar untuk 
diri mereka sendiri, dan menanyakan 
semua pertanyaan yang mereka 
inginkan. 

Inilah yang persis terjadi ketika 
Ann Le Strat, wakil walikota Paris 
yang bertanggung jawab di bidang 
air, berbicara di hadapan pertemuan 
yang ia sebut sebagai pertemuan 
terbesar yang pernah ia ikuti sebagai 
pembicara. Dia menunjukkan rincian 
manfaat bagi masyarakat setelah 
air kembali di bawah kepemilikan 
dan pengelolaan Kota Paris. Sebagai 
awalan saja, pemerintah kota 
memperoleh 35 juta euro yang 

sebelumnya masuk ke keuntungan 
Suez, perusahaan yang bertanggung 
jawab dalam privatisasi dan sekarang 
ingin mengambil alih air Yunani. 

Air di Paris sekarang dikelola oleh 
dewan yang terdiri dari perwakilan 
pekerja dan masyarakat, secara 
independen diawasi oleh para 
ilmuwan dan perwakilan masyarakat. 
Selain itu, tarif yang terus naik saat 
berada di bawah privatisasi, turun 
8% di tahun pertama kembalinya 
kepemilikan pada badan publik. 
Tarif saat ini 40% lebih rendah 
dibandingkan di pinggiran kota yang 
layanan airnya masih dijalankan oleh 
perusahaan swasta. 

Semua informasi ini, yang 
menunjukkan bahwa alternatif 
itu mungkin, memicu banyak 
pertanyaan. “Ada rasa ingin tahu 
yang besar, begitu banyak pertanyaan, 
hingga waktunya menjadi panjang 
dan kami harus berhenti atau 
ruangan akan ditutup,” kenang 
George Archontopoulos. Ia percaya 
pertemuan itu juga berdampak 
pada para penawar perusahaan air 
Thessaloniki: “Mereka sekarang 
menganggap kami dengan lebih 
serius.”

Perwakilan Suez yang memantau 
kampanye anti-privatisasi dan hadir 
dalam pertemuan itu tampak sedikit 
terpukul dengan kesuksesan itu. 
“Dari mana Anda mendapatkan 
orang-orang ini?” Gumamnya kepada 
pemimpin serikat buruh lokal saat ia 
hendak meninggalkan lokasi.

Bukan hanya pertemuan 
pusat kota besar dengan tokoh 
internasional ini saja yang menandai 
energi baru di balik kampanye ini, 
tetapi juga perkembangan di daerah-
daerah. George menggambarkan 
saat ia berbicara pada pertemuan 
di Eleysina, wilayah Athena yang 
tingkat penganggurannya tinggi. Dia 
berbicara bersama-sama dengan 
pekerja EYDAP. “Saat itu,” katanya, 
“adalah pertama kalinya Thessaloniki 
dan perusahaan-perusahaan air 
Athena berbicara secara terbuka 
menentang privatisasi.”
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Gerakan warga

Vasilis Tsokalis mengatakan dengan 
empatis: “Ini adalah gerakan warga.” 
Theodoros Karyotis menekankan 
pentingnya “otonomi gerakan kami 
dari semua partai politik”. Keteguhan 
mereka disebabkan oleh sejarah di 
mana masyarakat yang independen 
terdesak oleh dua partai politik. 
Selain juga disebabkan oleh rasa 
emansipasi yang positif dari adanya 
hierarki, ketergantungan, dan bentuk 
pengaruh buruk dominasi yang 
timbul akibat negara yang dijalankan 
dengan clientelism. 

Di masa lalu, banyak pegawai 
negeri secara perseorangan mencoba 
untuk bekerja di luar budaya ini, 
tapi sekarang penolakan individu ini 
berubah menjadi alternatif untuk 
terlibat dalam politik secara kolektif. 
Dalam bangkitnya gerakan protes 
yang kuat selama dua tahun terakhir, 
berkembangnya kolaborasi yang 
mengorganisir diri seperti Inisiatif 
136, SEKE, pendudukan pabrik di Vio.
Me, dan banyak gerakan lain adalah 
bukti tentang hal ini.

Nadia Valvani, anggota legislatif 
Syriza dan anggota komite ekonomi 
yang bertanggung jawab untuk 
kebijakan privatisasi, merasakan hal 
ini dalam kebangkitan Syriza selama 
pemilu pertama tahun 2012, ketika 
suara koalisi naik dari 4 persen 
yang diperoleh pada tahun 2009 
menjadi 27 persen. “Ada sesuatu 
yang lebih dalam dari simpati 
politik,” kenangnya. “Pada pertemuan 
di rumah-rumah masyarakat, 
saya merasakan semacam proses 
emansipasi. Ada orang-orang di sana 
yang sebenarnya bukan orang kiri tapi 
ingin mengubah cara hidup mereka 
secara menyeluruh dan ingin melihat 
berakhirnya politik relasi klientis. 
Mereka datang kepada kami untuk 
mencari jalan keluar. Mereka ingin 
berpartisipasi, bukan hanya untuk 
memilih. Jika saya tidak mengalami 
ini sendiri, saya tidak akan percaya.”

Emansipasi ini juga mendorong 
kapasitas produktif. Seorang 
insinyur yang posisinya bertanggung 
jawab dengan EYDAP, Antigoni 
Synodinou, menyaksikan “banyak 
sekali kemampuan yang terbuang 
sia-sia” di bawah clientelism; sebagai 
pemimpin serikat pekerja, George 
Archontopoulos menjelaskan 

bagaimana “pendapat dan informasi 
dari pekerja diabaikan”.

Dengan kata lain, orang-orang 
menggambarkan kekuatan ekonomi: 
kreativitas sosial yang dihidupkan 
dan dipelihara melalui kerjasama 
dan kebersamaan. Lazimnya hal 
itu disebut sebagai “modal sosial” 
dan cenderung digunakan untuk 
mendorong jaringan kohesi sosial 
untuk mengatasi kesulitan ekonomi, 
tanpa menentang ketidaksetaraan 
struktural. Secara lebih radikal, 
dengan transformasi dalam pikiran, 
kapasitas sosial yang sama dapat 
dipahami sebagai potensi produktif 
dari ekonomi yang demokratis, 
partisipatif, termasuk dalam 
organisasi sektor publik. 

Opini yang berubah 

Jajak pendapat mengenai privatisasi 
menyiratkan bahwa alternatif-
alternatif semacam itu sangat penting 
untuk mengubah opini publik, 
karena sebenarnya orang-orang yang 
menganggap privatisasi sebagai suatu 
kebutuhan juga mengetahui bahwa 
privatisasi memberi keuntungan 
perusahaan multinasional asing 
dan tidak menguntungkan 
konsumen. Hal ini menunjukkan 
bahwa pandangan mereka lebih 
berkaitan dengan sikap permusuhan 
terhadap negara, yang tunduk pada 
kepentingan swasta. Masalahnya 
adalah tidak adanya kesadaran 
terhadap alternatif pengelolaan 
layanan publik dan barang umum. 

Anggota komite ekonomi Syriza 
memperhatikan pentingnya inisiatif 
otonom koalisi, baik yang bersal 
dari warga maupun pekerja sebagai 
warga, untuk mengembangkan 
alternatif yang meyakinkan dan 
praktis. Dalam sebuah buku yang 
akan terbit, Crucible of Resistance, 
salah satu juru bicara ekonomi Syriza, 
Euclid Tsakalotos, menunjukkan 
pentingnya perdebatan formatif di 
tahun-tahun awal Syriza mengenai 
“governmentalisme”. Kesimpulannya 
diharapkan Syriza tidak hanya 
mendukung gerakan sosial tetapi 
juga “belajar dari gerakan-gerakan 
ini tentang hakikat alternatif”. 
Kepemimpinan Syriza melihat 
gagasan tersebut, yaitu mendukung 
dan belajar dari gerakan otonom 
dan pada saat yang sama menyerang 

pemerintah, sebagai tantangan utama 
karena koalisi gerakan biasanya 
berkembang menjadi partai. Andreas 
Karitzis menjelaskan: “Syriza 
berbahaya karena menggabungkan 
dua unsur, kemampuan memerintah 
dan koneksi yang kuat dengan 
gerakan sosial melawan pemerintah. 
Strategi pemerintah adalah dengan 
memaksa kami membuat keputusan. 
Saya menyimpan harapan karena 
anggota Syriza, entah lebih 
revolusioner atau lebih reformis, 
mengetahui bahwa tidak ada solusi 
jika kita kehilangan salah satu dari 
unsur-unsur tersebut.” Jika koalisi 
melawan privatisasi air di Yunani 
menciptakan momentum dan di saat 
yang sama melakukan penolakan dan 
bereksperimen dengan alternatif, 
upaya troika untuk menjual air 
akan sekali lagi terbukti menjadi 
langkah yang fatal oleh kelas politik 
pendukungnya.

Putusan pengadilan tinggi 

Kekuatan kampanye akar rumput 
untuk mempertahankan air Yunani 
telah memenangkan sesuatu yang 
boleh jadi adalah kemenangan 
bersejarah dalam putusan pengadilan 
tinggi Yunani Symvoulio Epikrateias 
(yang memiliki wewenang untuk 
melangkahi pemerintah). 

Prosedur hukum bergerak lambat 
di Yunani, dan terlalu dini untuk 
menyimpulkan dampak dari putusan, 
tapi informasi informal yang berasal 
dari pengadilan pada November 2013 
menyebutkan bahwa air tidak dapat 
diprivatisasi. 

Semua landasan penting untuk 
putusan belum diumumkan. Kabar 
mengenai keputusan tersebut tidaklah 
signifikan sampai putusan secara 
resmi ditulis dan ditunjukkan kepada 
publik. Menurut cara kerja pengadilan 
tertinggi, tidak ada jadwal yang pasti 
untuk tahap akhir dan resmi ini.

Pendekatan ke pengadilan adalah 
salah satu hasil dari kampanye di 
Athena dan Thessaloniki untuk 
mempertahankan air sebagai barang 
publik. Pada bulan Juni 2013, dua 
perusahaan air publik EYDAP dan 
EYATH, bersama dengan beberapa 
kelompok warga, meminta agar 
pengadilan mengatur legalitas 
privatisasi air. 

Tapi keputusan dan 
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pelaksanaannya sangat rumit dan 
ambigu. Pengadilan memiliki pernah 
menetapkan putusan yang menolak 
penjualan, yang oleh warga dianggap 
sebagai privatisasi terhadap commons. 
Dua di antaranya yang menarik 
banyak perhatian adalah penjualan 
Kassiopi, daerah yang indah di Corfu, 
pada perusahaan investasi AS NCH 
Capital, dan penjualan Ellinikon, 
bandara lama dan salah satu daerah 
pantai terbaik dekat Athena.

Akan tetapi persoalannya adalah 
bahwa argumen yang diterima 
pengadilan dalam keputusan menolak 
privatisasi adalah keberatan teknis 
mengenai penggunaan lahan. Sebagai 
contoh, dalam kasus Kassiopi, 
keputusan menolak penjualan 
didasarkan pada keberadaan 
pangkalan militer; keberatan yang 
kemudian diatasi pemerintah 
dengan merelokasi pangkalan militer 
tersebut, sehingga privatisasi bisa 
dilanjutkan. Sampai putusan resmi 
diberikan, tidak akan menjadi jelas 
apakah sekali lagi pengadilan tidak 
akan menerima argumen yang lebih 
prinsipil untuk menolak privatisasi, 
yang didasarkan pada perlindungan 
barang milik umum. 

Seorang anggota parlemen yang 
berada di garis depan kampanye 
parlemen, Nadia Valavani, cemas 
bahwa pengadilan mungkin 
membatasi keputusannya menolak 
privatisasi pada infrastruktur 
perusahaan publik, sementara air 
sendiri tidak dilindungi.

Nadia juga berada di garis 
depan dalam upaya untuk mencoba 
membangun inisiatif lain, yang 
setingkat Eropa, untuk menjadikan air 
sebagai hak asasi manusia dan barang 
milik bersama. Seperti kampanye 
Save Our Water di Yunani, upaya 
ini telah berhasil menerjemahkan 
pembelaan masyarakat yang kuat 
terhadap air dengan memasukkannya 
pada perlindungan hukum untuk 
barang milik bersama. 

Menggunakan bentuk Inisiatif 
Warga Eropa – mekanisme yang 
memungkinkan warga Uni Eropa 
untuk membuat usulan untuk 
undang-undang Eropa jika mereka 
mengumpulkan satu juta tanda 
tangan dari setidaknya tujuh negara 
Uni Eropa – inisiatif tersebut 
meminta Komisi Eropa untuk 
mengusulkan undang-undang 

Wakil Walikota Elliniko dan relawan di klinik kesehatan masyarakat gratis yang didirikan pemerintah kota sebagai 
respon jangka pendek terhadap pemotongan anggaran layanan kesehatan masyarakat di Yunani.

pelaksanaan hak asasi manusia atas 
air dan, di antara bentuk-bentuk 
perlindungan, untuk mengecualikan 
air dari liberalisasi. 

Serikat pekerja layanan 
publik memainkan peran utama 
dalam kampanye, yang berhasil 
mengumpulkan 1.857.000 
penandatangan, yang menjadikannya 
Inisiatif Warga Eropa pertama yang 
dijalankan. 

Pada Oktober 2013, Komisaris 
Eropa Michael Barnier dan Oli Ren 
menyatakan privatisasi air harus 
berhenti. Sejumlah pemerintah telah 
sepakat, setidaknya secara formal. 
Sebagai contoh, kedua belah pihak 
dari pemerintah koalisi Jerman, 
Partai Sosial Demokrat (SPD) dan 
Partai Demokrat Kristen (CDU) telah 
menandatangani perjanjian untuk 
melindungi air sebagai hak asasi 
manusia. Tapi di Yunani, di mana 
peran Uni Eropa (sebagai bagian dari 
Troika) bisa menentukan, Uni Eropa 
tidak menahan dorongan untuk 
melakukan privatisasi. 

Sekali lagi gerakan ganda 
antara perjuangan populer dan 
langkah hukum yang belum pernah 
terjadi sebelumnya dihadang oleh 
pemerintah Yunani. Nadia Valavini 
telah mencoba untuk membuka 
penghadang proses, atau setidaknya 

menggunakan platform parlemennya 
untuk menarik perhatian pada 
keberhasilan Inisiatif Warga untuk 
Air di tingkat Eropa.

Pada dua kesempatan, Nadia 
mencoba menggunakan prosedur 
parlementer yang memungkinkan 
seorang anggota parlemen 
mengajukan pertanyaan kepada 
seorang menteri dalam sidang pleno 
parlemen Yunani, dan mendapatkan 
diskusi selama sepuluh menit yang 
dapat menarik perhatian suatu 
masalah, dan memberikan tekanan 
pada pemerintah untuk bertindak. 
Dia bertanya pada Menteri Keuangan 
Yannis Stournaras bagaimana ia akan 
menerapkan undang-undang Eropa 
untuk melindungi air sebagai barang 
milik bersama, yang dicapai melalui 
inisiatif itu. Pada kedua kesempatan, 
tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu, menteri memilih untuk 
absen dari parlemen. “Setiap kali ada 
kesempatan yang baik bagi kita, itu 
akan dihadang,” kata Nadia letih. Dia 
telah menggunakan empat peluang 
yang ia miliki untuk mengajukan 
kasus ke pihak menteri pada 2013. 
“Tapi Januari depan adalah tahun 
yang berbeda,” katanya dengan tekad, 
“mungkin kita bisa mulai lagi saat 
itu.”

Sebagai sebuah kampanye yang 
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2. Pemerintah Kota Newscastle, laboratorium perubahan layanan 
publik

UNISON cabang pemerintah kota Newcastle membentuk “aliansi layanan publik” tingkat kota untuk melawan 
serangan serentak pemerintah terhadap layanan publik. Mereka secara positif mempertahankan penyediaan layanan 
publik.

masih dalam proses, hasil dan 
pelajaran dari pengalaman Yunani 
belum dapat disimpulkan. Namun 
sejumlah pengalaman lain di Eropa 
Utara memberikan alasan yang 
kuat (meskipun dalam kondisi yang 
berbeda) bagi orang-orang Yunani 
untuk percaya bahwa mereka dapat 
menciptakan lembaga-lembaga 
demokratis baru untuk mengelola 
sumber daya milik bersama. 

Kami akan mempelajari secara 
rinci dua contoh sebagai pelajaran 
yang dapat diambil untuk ke 
depannya: Newcastle Council, di 
utara Inggris dan Model Municipality 
Project di Norwegia. Kami juga akan 
meringkas bukti proses kembalinya 
kepemilikan publik setelah kegagalan 
privatisasi di Perancis dan Jerman.

Saya cukup beruntung pada 
tahun 2009 untuk belajar, dari 
dalam, proses publik yang penuh 
kesadaran terhadap reformasi 
layanan publik. Setelah kemenangan 
berkat perjuangan keras UNISON, 
cabang serikat pekerja di dewan 
kota, terhadap privatisasi teknologi 
informasi untuk pemerintah dan 
layanan terkait, serikat pekerja 
bekerja dengan manajemen pada 
program yang dinegosiasikan untuk 
perbaikan layanan. 

Layanan yang strategis ini, yang 
bersifat administratif, mencakup 
sistem pengumpulan pajak 
pemerintah, memberikan manfaat 

dan membuat layanan publik dapat 
diakses oleh publik. Yang membuat 
proses ini memiliki karakter khas 
adalah kebanggaan masyarakat 
dalam mengubah layanan dasar 
tersebut sebagai layanan masyarakat 
dan landasan demokratis dalam 
melaksanakan perubahan yang 
disepakati.

“Ini bukan soal penolakan 
terhadap perubahan,” papar Tony 
Carr, yang merupakan perwakilan 
penuh UNISON untuk staf yang 
terlibat dalam layanan ini. “Ini adalah 
soal bagaimana menentukan nasib 
Anda sendiri dan tidak membiarkan 
seseorang datang dan mengatur 

kita melalui perubahan.” Upaya 
eksplisit untuk melakukan reformasi 
yang dimotori publik menciptakan 
sebuah laboratorium yang ideal 
untuk menguji dan menguraikan 
hipotesis bahwa demokratisasi, 
dibandingkan privatisasi, adalah 
cara terbaik untuk memodernisasi 
dan meningkatkan layanan publik. 
Dalam pengujian ini, saya juga berniat 
untuk mengeksplorasi mekanisme 
perubahan bila didorong oleh tujuan 
layanan publik yang demokratis, 
bukan oleh laba. 

Mempertahankan kepemilikan 
publik: sebuah kampanye 
strategis 

Pertaruhan bagi perusahaan dalam 
perjuangan atas privatisasi adalah 
kontrak 11 tahun senilai £250 juta. 
Bagi staf dan serikat pekerja, ini 
berarti 650 pekerjaan – dan kualitas 
layanan strategis yang sangat 
dibutuhkan departemen lain.

Strategi cabang UNISON untuk 
mencapai program yang didorong 
tekad publik untuk reformasi internal 
memiliki lima elemen penting, 
yang semuanya meletakkan batu 
landasan bagi demokrasi dari proses 
transformasi itu sendiri: 
1.	 Membangun tradisi organisasi 

partisipatif, prioritasnya adalah 
untuk melibatkan anggota dalam 
setiap langkah kampanye: mulai 
dari pertemuan massa dan 
pemilihan perwakilan ketika 
“pengujian pasar” pertama 
kali diumumkan melalui aksi 
industrial melawan privatisasi; 
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hingga dengan kajian yang 
dilakukan para perwakilan 
terhadap penawaran swasta, 
dan berkontribusi terhadap 
penawaran lembaga publik.

2.	 Elemen kedua dalam strategi ini 
adalah untuk campur tangan 
dalam proses pengadaan dan 
kampanye untuk penerapan 
penawaran publik. “Kami harus 
mengakui bahwa kami menolak 
seluruh konsep ‘pengujian pasar’, 
namun jika kita benar-benar 
ingin memenangkan penawaran 
publik kami harus campur 
tangan pada tingkat itu sejak 
awal,” kata Kenny Bell, yang saat 
itu anggota konvensi cabang 
UNISON. 

3.	 Kampanye berarti menjangkau 
masyarakat, membangun 
dukungan populer bagi oposisi 
umum terhadap privatisasi. 
“Kota Kami Bukan untuk Dijual”, 
dinyatakan dalam banner di 
depan sejumlah demonstrasi 
serikat pekerja, organisasi 
masyarakat dan anggota 
dewan pekerja yang menentang 
kebijakan resmi. 

4.	 Keempat, meskipun serikat 
pekerja mengisi kekosongan 
politik dalam melawan 
privatisasi, UNISON tidak 
ingin mengambil keputusan 
akhir tentang siapa yang harus 
memberikan layanan, dan 
di saat yang sama juga tidak 
menginginkan manajemen 
yang mengambil keputusan. 
Tekanan terhadap politisi yang 
terpilih akhirnya terbayar, 
dengan dewan mengeluarkan 
resolusi yang menekankan bahwa 
alternatif untuk privatisasi harus 
ditemukan. 

5.	 Kampanye tidak banyak 
membantu jika tidak didasarkan 
pada riset strategis. Kunci 
keberhasilan dari cabang 
UNISON adalah adanya hasil 
kerja Center for Public Services, 
dengan metode partisipatif 
yang berbagi keterampilan 
dan kepercayaan diri secara 
intelektual. Bagi perwakilan 
UNISON dan pekerja tunjangan 
perumahan Lisa Marshall, 
bekerja sama dengan CPS 
dalam penyelidikan terhadap 
penawaran rival sektor swasta 

adalah titik balik: “Saat kami 
memperhatikan penawaran 
tersebut, kami menemukan 
banyak hal yang menurun kami 
sebenarnya bisa dilakukan 
dengan lebih baik. Sejak saat 
itu saya merasa yakin tentang 
apa yang kita coba lakukan, 
yaitu dengan mempertahankan 
kepemilikan publik.” 

Ini mengarah pada komponen 
terakhir dari pemikiran UNISON, 
yaitu kepemimpinan yang 
memperlakukan para anggota 
serikat pekerja sebagai orang-orang 
terampil yang peduli pada pekerjaan 
mereka. Josie Bird, yang memimpin 
cabang ini, mengatakan: “Kami 
mengakui bahwa anggota kami ingin 
memberikan layanan. Ini bukan ide 
romantis tentang bagaimana mereka 
hidup untuk bekerja. Tidak, mereka 
bekerja untuk hidup. Tapi, bagi 
mereka, bekerja untuk layanan publik 
adalah persoalan yang penting.”

Kampanye itu berhasil. Tawaran 
publik yang dipilih oleh manajemen 
sebagaimana yang diharapkan serikat 
jelas nilai publik yang lebih baik bagi 
uang publik. 

Pada tahun 2002, pemerintahan 
yang saat itu dijalankan Partai Buruh 
(yang sejak tahun 2004 adalah liberal 
demokratik) memberi lampu hijau 
dan meminjam £20 juta untuk 
berinvestasi di dalamnya atas dasar 
bahwa penghematan akhirnya akan 
melebihi jumlah investasi yang 
harus dibayarkan kembali. Beberapa 
pekerjaan akan hilang, tapi tanpa 
pemutusan kerja wajib dan dengan 
sumber daya yang luar biasa untuk 
pelatihan dan pemindahan. 

Mengapa kekuatan serikat 
sangat penting untuk reformasi 
demokratis

Perubahan membutuhkan 
keterlibatan semua pihak. Proses 
perbaikan memerlukan perubahan 
dalam karakter pengelolaan, dari 
“memerintahkan menjadi membina”. 
Sebuah bentuk baru organisasi sektor 
publik telah muncul, dengan peran 
kepemimpinan yang lebih condong 
pada fasilitasi dan pengembangan 
arah bersama daripada untuk 
menjalankan kontrol. Inisiatif dan 
tanggung jawab telah bergeser dari 
pusat, dan lapisan pengawasan telah 

Kenny Bell dari UNISON, pemimpin perjuangan 
Newcastle.

dieliminasi dan diganti dengan 
dukungan. Dinamika departemen 
terletak pada upaya untuk bekerja 
di bagian yang berbeda melalui 
kelompok-kelompok proyek, 
mengajak semua orang dengan 
sudut pandang yang relevan pada 
masalah berkumpul bersama untuk 
mengatasinya. 

Kampanye serikat pekerja 
terhadap privatisasi meletakkan 
dasar bagi keterlibatan yang nyata 
bagi staf dalam proses reformasi. 
Serikat pekerja terlibat pada setiap 
tahap, dari memilih manajer baru 
hingga membahas setiap perubahan 
yang signifikan. “Tugas kami untuk 
menjaga manajemen tetap akuntabel, 
bukan untuk para staf tetapi untuk 
perubahan,” kata Kenny Bell. 

Ray Ward, manajer senior 
yang memimpin perubahan, 
menyampaikan pendapat dari sudut 
pandang manajemen. “Serikat pekerja 
membuat kami jujur,” katanya. 
Ini kolaborasi, tapi serikat pekerja 
mempertahankan kekuatannya untuk 
bertindak secara independen dan 
untuk memulai konflik jika perlu – 
serikat pekerja tidak akan dipercaya 
oleh anggotanya jika tidak bisa 
berbuat demikian. Dan manajemen 
tahu ini. Hasilnya adalah sebuah 
percobaan demokrasi industrial 
dengan manfaat nyata dalam hal 
kualitas layanan dan penggunaan 
uang publik yang sebaik-baiknya.
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3. Norwegia dan Model Municipality 
Gerakan buruh Norwegia, khususnya 
serikat pekerja pemerintah kota, 
Fagforbundet, memiliki pemahaman 
praktis yang riil mengenai hubungan 
antara mengalahkan privatisasi dan 
mencapai perubahan internal yang 
demokratis dalam penyelenggaraan 
administrasi publik. 

Pada tahun 1994 terjadi 
perubahan dalam program 
Fagforbundet, dari hanya bersikap 
pasif dalam menghadapi privatisasi 
menjadi memberikan kepemimpinan 
yang kuat dalam memeranginya. 
Tapi serikat pekerja terus-menerus 
ditentang oleh orang-orang yang 
bertanya “Kami mendengar apa yang 
Anda tolak, tapi kemudian apa yang 

Anda usulkan?” 
Mereka menerima tantangan 

untuk menunjukkan, dalam kata-
kata pemimpin  serikat pekerja 
pemerintah kota Jan Davidsen, bahwa 
serikat pekerja “memiliki keinginan 
visioner untuk mengembangkan kota 
untuk menjadi penyedia layanan yang 
lebih baik sejalan dengan kebutuhan 
organisasi baru, tugas pekerjaan baru, 
dan kebutuhan layanan baru warga.”

Mereka menyebutnya Model 
Municipality Experiment, atau 
Percobaan Kota Model. Dari awal 
hal ini didasarkan pada percobaan 
yang sebenarnya di mana sejumlah 
kota secara sukarela turut terlibat 
atas dasar bahwa tidak ada tender 

kompetitif akan berlangsung selama 
waktu itu. Sejak saat itu percobaan 
diperluas hingga lebih dari 150 kota. 

Percobaan

Proyek ini mendasarkan beberapa 
asumsi. Membaca asumsi-
asumsi tersebut seperti membaca 
sistematisasi aspek pengalaman 
Newcastle. 

Ada asumsi kesetaraan antara para 
mitra dalam proses – administrator, 
politisi dan pekerja – dalam hal 
perubahan organisasi. Sebagaimana 
diungkapkan oleh perjanjian Model 
Municipality, “Tidak ada keputusan 
yang diambil secara sepihak. Ide-ide 

hh Sebuah prasyarat demokrasi 
industrial yang berlangsung 
dalam proses ini adalah 
adanya visi bersama untuk 
mewujudkan layanan publik 
berkualitas tinggi, yang 
dijalankan oleh lembaga 
publik. Tujuan bersama ini 
memberikan dasar untuk 
motivasi dan tujuan yang 
sama – sebuah titik rujukan 
yang diterima bersama 
dapat menghindarkan 
dari penyimpangan dan 
membantu mengatasi 
konflik. Ini memungkinkan 
kepemimpinan manajemen 
dan serikat pekerja untuk 
meneruskan proses ke depan. 

hh Ada landasan keuangan 
dalam revitalisasi budaya 
layanan publik ini – tetapi 
tujuannya adalah untuk 
memaksimalkan kepentingan 
publik, bukan untuk 
memaksimalkan keuntungan. 
Sekali lagi karakter dari 
proses transformasi yang 
dikawal publik membuat 
perbedaan menjadi dapat 
diatasi dalam setiap 
hubungan penting. Tanyalah 
staf Newcastle bagaimana 

jadinya jika hubungan ini 
dilakukan dengan swasta dan 
bukannya dengan lembaga 
publik sendiri. Jawaban yang 
sering muncul adalah bahwa 
ini berarti segala jenis biaya 
tambahan – karena membuat 
perubahan untuk merespon 
kebutuhan atau masalah tidak 
disebutkan dalam kontrak – 
dan banyak waktu dihabiskan 
untuk bernegosiasi dengan 
mereka. Ini adalah salah satu 
biaya privatisasi. 

hh Reformasi pegawai di 
Newcastle menggambarkan 
dengan cara yang sederhana 
tapi praktis bagaimana sektor 
publik dapat memiliki kriteria 
sendiri dan mekanisme 
untuk efisiensi, yang sangat 
berbeda dari tujuan-tujuan 
mencari keuntungan. Cerita 
ini memberikan bukti bahwa, 
dengan visi bersama yang 
jelas, manajemen egaliter 
dan profesional, serikat 
yang kuat dan demokrasi di 
tempat kerja, sektor publik 
memiliki kapasitas untuk 
menjadi pelaksana yang 
sangat efektif bagi anggaran 
publik. Khususnya, sektor 

publik dapat menyalurkan 
aset khasnya berupa staf ahli 
yang berkomitmen untuk 
melayani sesama warga. Inilah 
aset yang disia-siakan oleh 
privatisasi.

hh Perluasan gagasan untuk 
memperkuat kontrol 
demokratis lokal atas uang 
publik telah difokuskan pada 
penguatan partisipasi warga. 
Pengalaman Newcastle 
mendorong pemikiran kita 
tentang demokratisasi lebih 
jauh dengan membuka dan 
mendemokratisasi proses 
internal pengelolaan sumber 
daya publik yang biasanya 
tersembunyi dan tidak 
banyak diperhatikan. Selama 
organisasi internal sektor 
publik bersifat top-down, 
terfragmentasi, dan kadang 
menyia-nyiakan potensi 
nyata dari staf mereka, semua 
demokrasi partisipatif di 
dunia dapat digerogoti dan 
dijinakkan atau diblokir oleh 
struktur hirarkis dan prosedur 
birokratis. Oleh karena itu, 
proses demokratisasi internal 
sangat penting.
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dan visi, serta usulan untuk langkah-
langkah khusus, akan menjadi hasil 
dari proses yang melibatkan semua 
orang sebagai kontributor.” Kedua, 
pekerja layanan publik dipandang 
sebagai pemicu perubahan, bekerja 
sama dengan warga sebagai 
pengguna jasa, seperti sekolah, 
TK, dan seterusnya. Tantangannya 
adalah bagaimana untuk memulai 
perubahan ini. Ini mengarah pada 
asumsi ketiga: bahwa prosesnya 
membutuhkan dukungan, dorongan, 
keahlian tambahan yang relevan 
dan proses yang transparan untuk 
menindaklanjuti ide-ide pekerja.

Di kota Trondheim, di mana 
aliansi politik kiri memenangkan 
kekuasaan lokal dengan mengambil 
sebuah manifesto serikat pekerja, 
mereka menggunakan variasi dari 
sistem Model Municipality untuk 
menantang hirarki lama. Saya 
mengunjungi penggerak organisasi 
untuk melihat bagaimana cara 
kerjanya. Ini berarti mengunjungi 
Rolv Erland, seorang pria muda 
enerjik yang baru saja kembali dari 
bekerja di Palestina, dan timnya 
yang terdiri dari 30 orang “pemandu 
perubahan” atau “penasehat 
pengembangan”. 

Pekerjaan dari para pemandu ini, 
dalam sehari atau seminggu, adalah 
untuk mendorong para pekerja untuk 
memberi saran, mengatur diskusi dan 
memastikan bahwa ide-ide tersebut 
ditindaklanjuti sampai tingkat 
keputusan. 

Saya berbicara dengan dua 
pemandu perubahan ini - Karin, 
seorang perawat, dan Siw, seorang 
guru. Pemandu adalah sukarelawan 
yang bisa berasal dari setiap bagian 
dari kota dan mendapatkan waktu 
libur untuk pelatihan dan untuk 
bekerja dengan berbagai kelompok 
pekerja. Alih-alih berfokus pada 
departemen mereka sendiri, mereka 
terlibat dengan layanan lain, teorinya 
adalah bahwa ini membantu mereka 
untuk membawa sudut pandang baru 
tanpa terlalu tenggelam dalam detail 
di tingkat bawah. 

Perbedaannya adalah tindak 
lanjutnya

Saya bertanya pada Karin dan Siw 
bagaimana mereka menemukan 
prosesnya. Apakah orang-orang 

datang dengan ide-ide untuk 
perubahan? “Orang-orang tidak 
malu,” kata Karin, “tetapi mereka 
telah dimintai pendapat mereka 
sebelumnya dan tidak ada hasilnya. 
Perbedaannya adalah bahwa kita 
akan menindaklanjuti sampai ada 
hasilnya.” Siw menambahkan, 
“Mereka mulai merasa aman dalam 
menyampaikan saran. Mereka 
tahu bahwa mereka akan terus 
terlibat dengan proses yang terkait 
dengan ide-ide mereka. Ini tidak 
akan digunakan untuk melawan 
mereka.” Sebagaimana di Newcastle, 
keterlibatan serikat pekerja dalam 
proses memastikan hal ini. Ini adalah 
pelajaran penting dari Norwegia. 

Kerangka Model Municipality 
disebut sebagai “tripartit”, yang 
terdengar agak birokratis. Namun 
pada kenyataannya pertemuan antara 
politisi, manajer dan perwakilan 
pekerja ini adalah untuk memutuskan 
tindakan untuk mendukung usulan 
yang datang dari bawah, dan untuk 
menindaklanjuti setiap implikasi 
anggaran. Dengan tidak adanya 
konsultan yang dipekerjakan, 
setidaknya sudah ada satu 
penghematan. 

Anne-Grethe Krogh, salah satu 
pencetus Model Municipality, juga 
memberikan contoh-contoh dari 

beberapa penghematan dramatis 
melalui penurunan cuti sakit sebagai 
dampak karena pekerja menemukan 
kepuasan baru dalam pekerjaan 
mereka. Dalam satu kasus yang 
ekstrim, cuti sakit turun dari 11 
persen menjadi 2 persen. “Tapi,” 
katanya, “fokusnya adalah bukan pada 
uang tetapi pada peningkatan kualitas 
layanan.” 

Norwegia bukanlah model 
yang sempurna. Meskipun telah 
mensistematisasi demokrasi 
industrial, dan membuka saluran baru 
untuk keterlibatan pekerja, model ini 
jauh kurang berkembang dalam hal 
pelibatan warga yang menggunakan 
jasa dalam proses pengambilan 
keputusan. 

Tetapi dampaknya akan 
berlangsung selamanya. Alternatif 
privatisasi yang dimotori serikat 
pekerja ini menjadi menjadi 
sumber inspirasi dan tekanan untuk 
pembentukan koalisi partai-partai 
kiri yang memenangkan pemilihan 
umum pada tahun 2005 dan memulai 
perubahan Norwegia yang unik di 
tingkat Eropa dalam proses privatisasi 
dan tender perusahaan.

Fa
gf

or
bu

nd
et

Sistem Model Municipality Norwegia melibatkan pekerja dalam meningkatkan layanan, dengan hasil yang 
mengesankan.
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Masalah efisiensi publik menjadi 
faktor utama dalam masa awal 
penghentian privatisasi dan berbagai 
bentuk outsourcing di pemerintah 
daerah. 

Sebuah studi oleh David Hall 
untuk European Public Service Union 
(EPSU) menemukan bahwa ada 
tanda-tanda yang jelas bahwa banyak 
kota yang terus bergerak menuju 
“remunisipalisasi” dibandingkan 
privatisasi di sejumlah negara di 
Eropa, termasuk Jerman, Perancis dan 
Inggris. 

Dia mengungkapkan sebuah studi 
pada tahun 2011 oleh Universitas 
Leipzig terhadap lebih dari 100 kota 
Jerman, yang menyimpulkan bahwa 
trennya ke arah peran sektor publik 
yang lebih besar dalam penyediaan 
layanan. Di Perancis, tempat lahirnya 
perusahaan air swasta, jumlah kota 
dan daerah, termasuk Paris, yang 
meremunisipalisasi layanan air atau 
transportasi umum terus meningkat.

Bahkan di Inggris, di mana 
pemerintah pusat masih mendorong 
privatisasi pada layanan pos, 
kesehatan, dan penjara, dan 
menuntut pemotongan anggaran 
pemerintah daerah, kota-kota sering 
membawa layanan kembali ke tangan 
publik sebagai cara untuk membuat 
penghematan. Bahkan Financial 
Times menunjukkan bahwa pihak 

berwenang setempat telah menjadi 
skeptis dengan penghematan 
yang dapat diberikan oleh sistem 
outsourcing, serta mengkhawatirkan 
adanya perlawanan terhadap 
perusahaan swasta yang mengambil 
keuntungan besar dari para pembayar 
pajak. 

Hal ini menunjukkan bahwa 
kecenderungan ini terjadi dalam 
konteks pemotongan besar-besaran 
terhadap belanja publik di seluruh 
Eropa – mengarahkan pada fakta 
bahwa dalam prakteknya, ketika 
ideologi pasar dikesampingkan, klaim 
“privatisasi sama dengan efisiensi” 
hilang begitu saja. 

Akan tetapi, kadang-kadang, 
remunisipalisasi adalah hasil dari 
keputusan politik atau manajerial 
ketika suatu kontrak telah waktunya 
diperbaharui dan manajer 
memperhitungkan bahwa outsourcing 
sebenarnya tidak dianggap membawa 
manfaat bagi kota. Dalam beberapa 
kasus, David Hall menunjukkan, 
langkah ini dapat menciptakan 
ketegangan dengan serikat pekerja 
yang tidak menginginkan para pekerja 
anggota mereka untuk menghadapi 
ketidakpastian dari perubahan 
kepemilikan untuk kembali ke sektor 
publik. Hal ini dapat dimanfaatkan 
oleh perusahaan-perusahaan swasta 
yang terlibat. 

Di Lodève, Perancis, pemerintah 
setempat memutuskan untuk 
mengakhiri kontrak pembersihan 
jalan dengan swasta dan melakukan 
remunisipalisasi tahun 2009. Pekerja 
perusahaan menggelar aksi mogok – 
dengan didukung oleh perusahaan! 
Namun, setelah pertemuan dengan 
walikota dan hak-hak pekerja dalam 
transfer dijelaskan dan dihormati, 
mereka kembali bekerja dan layanan 
ini diremunisipalisasi. 

Cara terbaik untuk 
menjalankannya, tentu saja, 
adalah ketika kampanye serikat 
pekerja dan warga menjadi 
pemicu remunisipalisasi, memaksa 
pertimbangan mengenai efisiensi 
perusahaan swasta dari sudut 
pandang kepentingan publik. Di 
Stuttgart, Jerman, gerakan semacam 
ini melibatkan seorang kepala dalam 
konflik antara pemerintah kota CDU, 
yang secara efektif telah menjual 
layanan utama, dan serikat pekerja 
layanan publik ver.di yang bekerja 
dengan koalisi yang kuat dengan 
warga. Perjuangan ini memberikan 
kontribusi terhadap perubahan 
pemerintahan, pemilihan koalisi 
merah-hijau dari SPD, Partai Hijau, 
Die Linke dan Stuttgart Ökologisch 
Sozial lokal, yang kemudian 
meremunisipalisasi layanan.

Remunisipalisasi – tren baru

hh Seperti pengalaman Newcastle, tapi dengan 
cara yang umum dan sistematis, Model 
Municipality membangun inovasi dinamika 
berkelanjutan dan perbaikan dalam layanan 
publik yang sesuai dengan kebutuhan. 
Ini adalah dinamika yang didorong oleh 
pengetahuan dan komitmen penyedia dan 
pengguna di garis depan. Cara tripartit yang 
diselenggarakan juga menyediakan kerangka 
kerja untuk mengembangkan gambaran 
strategis perubahan. 

hh Pentingnya hal ini adalah bahwa konteks yang 
penting dan masih tersisa dari gelombang 
privatisasi adalah keterbatasan kemampuan 
sektor publik, yang masih sebagaimana 
awalnya didirikan, untuk berinovasi dan 
membuat peningkatan. Ada banyak contoh 

perbaikan mengesankan dalam layanan 
publik, tetapi bentuk organisasi yang hierarkis 
membatasi kemampuannya merespon 
perubahan dan perluasan kebutuhan. Hal 
ini membuat sektor publik sejak awal rentan 
terhadap klaim bahwa sektor swasta akan lebih 
efisien. Pada kenyataannya, disebabkan karena 
banyak hal, seluruh klaim ini telah terbukti 
palsu dari waktu ke waktu. Logika keuntungan 
bisnis sama sekali tidak mampu memikul 
tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 
sosial dan hak asasi manusia. Tapi tantangan 
menyusun mekanisme untuk melakukan inovasi 
dan perbaikan dalam layanan publik masih 
tetap ada dan Model Municipality merupakan 
contoh penting dan tersistematisasi, yang telah 
teruji berhasil dilaksanakan.
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Landasan Baru bagi Ekonomi 
Kemanfaatan Publik

Mengakui kreativitas tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan 
sosial

Bab 4

Pengalaman yang dijelaskan sejauh ini memiliki 
sejumlah ciri-ciri umum yang membuat mereka 
menjadi pertanda bentuk baru serikat pekerja. Kita 
tidak bisa tahu secara rinci – ini berada dalam proses 
yang diciptakan melalui perjuangan sedemikian rupa – 
tetapi kita dapat memahami dasar-dasarnya, dan lebih 
baik untuk meneruskan bangunan di atasnya. 

Dalam semua perjuangan melawan privatisasi 
layanan publik, serikat pekerja bergerak lebih dari 
usaha untuk mempertahankan pekerjaan mereka 
sendiri dan kondisi kerja, juga untuk mengambil 
tanggung jawab untuk membela layanan publik dan 
demokratisasi cara-cara pengelolaannya. Tujuan 
untuk menjadikannya akuntabel, transparan, dan 
responsif terhadap kebutuhan warga perlu menjadi 
bagian dari perlawanan. Sebuah ciri umum dari semua 
pengalaman tersebut adalah peran serikat pekerja dan 
aliansi serikat pekerja masyarakat dalam mengatur 
dan berbagi pengetahuan dan keterampilan pekerja 
layanan publik dan pengguna. Pengetahuan ini telah 
menjadi dasar pengembangan cara-cara alternatif 
penyelenggaraan layanan yang dipandu untuk 

berbagai tingkat dengan prinsip-prinsip kesetaraan, 
kreativitas kerja, keresponsifan terhadap masyarakat, 
dan akuntabilitas dan transparansi penuh. 

Ketika Anda menjelajahi lebih lanjut, Anda 
akan menemukan di banyak kasus-kasus ini bahwa 
serikat pekerja  dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang 
menempatkan pekerja tidak hanya sebagai penerima 
upah tetapi sebagai subyek yang memiliki kesadaran. 
Dinamika politik yang lebih luas tidak hanya datang 
dari organisasi tempat kerja atau organisasi serikat 
pekerja yang didefinisikan secara sempit. Apakah 
dibentuk oleh komitmen untuk karakteristik 
demokrasi partisipatif dari gerakan buruh Brasil, 
sindikalisme berpengaruh dalam bentuk SAMWU, 
atau tradisi demokrasi sosial yang radikal dari 
Uruguay, serikat-serikat pekerja ini sadar diri mereka 
sebagai aktor untuk agenda yang lebih luas untuk 
keadilan sosial. Pertanyaannya, yang dijawab secara 
riil oleh kampanye-kampanye dalam buku ini, adalah 
apa jenis organisasi dan strategi terbaik yang dapat 
mengembangkan dan mendukung kesadaran ini.

Untuk memahami contoh-contoh 
bagaimana serikat pekerja telah 
secara sadar mengambil tanggung 
jawab untuk tujuan sosial dari 
pekerjaan anggota mereka dan 
membuat aliansi dengan para 
pengguna jasa, akan lebih mudah 
dengan menarik wawasan Marx 
ke dalam sifat ganda tenaga kerja 
di bawah kapitalisme. (Tujuan 
saya dalam beberapa halaman 
berikutnya adalah untuk masuk 
ke dalam ranah teoritis, untuk 
menggunakannya sebagai alat yang 
tajam untuk melepaskan kita dari 
kerangka neoliberal dan untuk 
menciptakan perspektif yang dapat 
menggeneralisasi bentuk inisiatif 
yang telah kami gambarkan dalam 
memperjuangkan manajemen 
pelayanan publik yang demokratis 
– tapi saya tidak akan tersinggung 

jika Anda ingin melewati bagian ini!) 
Marx berpendapat bahwa tenaga 
kerja dalam konteks pasar kapitalis 
bersifat “abstrak” dan “konkrit” 
sekaligus. Tenaga kerja bersifat 
abstrak karena adanya produksi 
komoditas yang dipertukarkan di 
pasar uang tempat pemberi kerja 
memperoleh keuntangan dan 
membayar upah. Tenaga kerja kita 
juga bersifat konkret dalam arti 
bahwa mereka menghasilkan produk 
material atau jasa kegunaan tertentu.

Apa yang penting dari pandangan 
ini bagi perjuangan untuk alternatif 
terhadap privatisasi saat ini adalah 
bahwa di sini ada perbedaan antara 
dua jenis nilai, nilai tukar tenaga 
kerja yang abstrak dan nilai guna 
tenaga kerja yang konkrit. Keduanya 
berada dalam ketegangan konstan: 
produksi nilai guna kerja, sebagai 

tenaga kerja yang memiliki potensi 
kesadaran kreatif, disubordinasi 
di bawah kapitalisme oleh disiplin 
yang diterapkan oleh pemberi kerja 
untuk menghasilkan nilai tukar dan 
memaksimalkan keuntungan. 

Dalam perjuangan melawan 
privatisasi, ketegangan ini sangat akut, 
terutama ketika mereka membela 
layanan publik yang disediakan secara 
umum dalam kerangka kegunaan 
publik atau kebutuhan sosial terhadap 
layanan ini. (Daripada hanya dalam 
hal pekerjaan dan upah, terpisah dari 
kepentingan mereka untuk kualitas – 
atau “nilai guna” – layanan).

Intinya di sini adalah bahwa 
layanan yang didanai dan dijalankan 
secara publik adalah kegiatan 
ekonomi yang sebagian telah diambil 
keluar dari pasar kapitalis.

Dan sebagai lembaga non-
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pasar dan setidaknya secara formal 
demokratis, mereka diatur oleh 
tujuan-tujuan politik dan sosial, dan 
ekonomi organisasi adalah tentang 
alokasi anggaran – dibatasi oleh 
tingkat pajak dan dengan demikian 
tingkat pendapatan masyarakat. 
Pada dasarnya ini adalah pengaturan 
ekonomi yang sangat berbeda dari 
perusahaan kapitalis. 

Kekhasan sektor publik dari 
sudut pandang organisasi tenaga 
kerja sering tidak begitu jelas; serta 
kebijakan efisiensinya sering tidak 
begitu sensitif terhadap pertimbangan 
kemanfaatan umum, kualitas 
hubungan dengan publik atau sifat 
layanan. Atas nama gagasan efisiensi 
yang sering diambil dari sektor 
swasta, sektor publik sering meniru 
praktik “lini produksi” kapitalisme 
swasta, dengan masing-masing 
pekerja diberikan tugas kecil yang 
berulang-ulang dan tidak diberi 
kesempatan untuk menggunakan 
kreativitas dan pengetahuan mereka 
atas pekerjaan mereka untuk 
membentuk keseluruhan. Sehingga 
yang penting adalah bahwa pekerja 
menjadi terasing dari pekerjaan 
mereka sendiri. 

Demikian pula, sejauh yang 
diperhatikan oleh respon serikat 
buruh sebelum menyebarnya 
sistem privatisasi, rutinitas serikat 
pekerja yang dijalankan begitu saja 
di sektor publik pada umumnya 
tampak didasarkan pada orang-
orang dari serikat pekerja pekerja di 
sektor swasta, dengan pemerintah 
atau dewan sebagai pemberi kerja, 
bukannya sebagai modal. 

Sementara serikat kerja sektor 
publik sering menggunakan sumber-
sumber daya tawar yang secara 

khusus menjadi sifat kelembagaan 
politis kontrak kerja anggota 
mereka – memobilisasi opini 
publik, menggunakan hubungan 
partai politik-serikat pekerja, dan 
sebagainya – adalah hal yang luar 
biasa bagi serikat-serikat pekerja ini 
untuk membuat sifat, organisasi, dan 
masa depan layanan sebagai pusat 
kampanye mereka. 

Strategi serikat pekerja berfokus 
pada pengembangan atau reformasi 
pelayanan publik secara radikal, 
dalam aliansi yang erat dengan 
sesama warga, mulai muncul sebagai 
respon terhadap privatisasi dan 
bentuk lain komodifikasi yang telah 
keluar dari, atau sebagian dari, pasar 
kapitalis. Strategi-strategi reformasi 
radikal ini menciptakan dinamika di 
mana perjuangan melawan privatisasi 
menjadi lebih dari publik melawan 
sektor swasta. Hal ini juga menjadi 
kontrol demokratis atas proses 

dan tujuan kerja pekerja, termasuk 
aksesibilitas dan kualitas layanan itu 
sendiri. 

Konsep tentang sifat ganda 
tenaga kerja menunjukkan bahwa 
apa yang kita lihat merupakan 
perpanjangan dari prioritas layanan 
publik serikat pekerja melampaui 
nilai tukar (misalnya, lebih dari 
soal gaji anggota serikat atau waktu 
kerja mereka) untuk mencakup 
perhatian eksplisit mengenai nilai 
guna (misalnya, kualitas pelayanan 
publik yang disediakan). Komitmen 
terhadap tujuan dan kualitas layanan 
selalu menjadi karakteristik pekerja 
layanan publik. Tetapi intinya di 
sini adalah bahwa dalam perjuangan 
transformatif terhadap privatisasi 
ini, yang menjadi isu sentral adalah 
tentang serikat pekerja layanan publik 
yang mana yang mengorganisir diri.

Demokrasi partisipatif dan kontrol pekerja
Perjuangan atas karakter sektor 
publik bukanlah hal yang baru. 
Selama 40 tahun terakhir atau lebih, 
berbagai gerakan dan perjuangan 
telah mencoba untuk membuat 
pengaturan tujuan layanan publik 
yang lebih demokratis, dengan lebih 
banyak partisipasi oleh masyarakat 
dan karenanya respon yang lebih 
besar terhadap kebutuhan dan 
harapan masyarakat. Mulai dari 

gerakan mahasiswa, feminis, dan 
masyarakat perkotaan tahun 1960-
an dan 1970-an hingga eksperimen 
dalam demokrasi partisipatif tahun 
1980-an dan gerakan keadilan 
lingkungan dari abad ke-20, telah 
berkembang tekanan untuk membuat 
publik yang benar-benar aktif untuk 
memiliki pengaruh yang kuat dalam 
pengambilan keputusan. 

Tapi gerakan ini jarang berfokus 

pada peran tenaga kerja dalam proses 
demokratisasi yang ingin mereka 
wujudkan. Memahami perjuangan 
melawan privatisasi sebagai sesuatu 
yang pada dasarnya perjuangan 
atas nilai guna membantu kita 
mengatasi keterbatasan strategis 
ini. Pertahanan atas ruang publik 
yang pada hakikatnya telah tidak 
terkomodifikasi secara sebagian 
membuka kemungkinan yang berbeda 

Serikat pekerja PSI di Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Liberia, dan Sierra Leone bergabung dalam jaringan lintas 
batas untuk meningkatkan kapasitas serikat pekerja dan kemampuan petugas kesehatan untuk mengadvokasi dan 
memberikan layanan publik yang berkualitas.
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untuk perjuangan melawan alienasi 
tenaga kerja.

Secara khusus, hal itu membuka 
kemungkinan bagi pekerja pelayanan 
publik untuk mengekspresikan diri 
melalui pekerjaan mereka, dalam 
penyampaian layanan kepada 
sesama warga, dengan mengetahui, 
merasakan apa yang dirasakan 
masyarakat, bukan hanya sebagai 
pekerja yang menjual tenaga kerja 
mereka – kreativitas mereka – seolah-
olah itu adalah komoditas. 

Bagi pekerja, untuk 
mengekspresikan nilai-nilai layanan 
publik melalui pekerjaan mereka 
tidak selalu mudah, sebagian 
karena hierarki dan strategi kontrol 
manajemen dan sebagian karena 
serikat pekerja sering membatasi 
peran mereka, terutama dalam 
menghadapi pemotongan anggaran, 
menjadi defensif. Mereka tidak selalu 
memberikan dukungan kepada 
pekerja yang menjadi whistle-blower 
terhadap manajemen yang buruk 
atau membuat usaha ekstra untuk 
memberikan kepedulian yang baik. 

Tapi ketika serikat pekerja 
berjuang melawan privatisasi, 
penekanan pada nilai guna tenaga 
kerja layanan publik sering muncul 
ke permukaan. Ini adalah komitmen 
untuk tujuan kerja mereka yang 
mendukung perubahan dari 
perjuangan yang hanya untuk 
membela pekerja mata pencaharian 
pekerja menjadi perjuangan 
demi layanan yang harus menjadi 
kepentingan semua. 

Perjuangan melawan privatisasi 

ini, berdasarkan pekerja secara efektif 
bersikeras bahwa mereka memiliki 
kendali, bekerja sama dengan warga 
negara yang menggunakan tenaga 
kerja mereka, mengarah pada 
perpanjangan mendalam kontrol 
demokratis atas layanan publik. 

Ide partisipasi warga secara lebih 
langsung dalam cara layanan publik 
dikelola dan dalam cara anggaran 
publik lokal dibelanjakan adalah 
suatu hal yang familer. Di seluruh 
dunia ada banyak pengalaman 
“anggaran partisipatif”, “perencanaan 
masyarakat” dan berbagai macam 
partisipasi langsung dalam 
menjalankan layanan tertentu. Tapi 
implikasi dari argumen di sini adalah 
bahwa pendalaman demokrasi dan 
gagasan “partisipasi” perlu diperluas 
hingga peningkatan keterlibatan 
pekerja dalam pengambilan 
keputusan publik tentang bagaimana 
kerja mereka dimanfaatkan. Dengan 
cara ini, pekerja layanan publik dapat 
memastikan bahwa kreativitas mereka 
adalah untuk kepentingan, dan 
bekerja sama dengan, sesama warga 
mereka. 

Ini berarti pendekatan yang 
sepenuhnya baru untuk pembagian 
kerja dan manajemen pelayanan 
publik – yang didasarkan pada 
kolaborasi dan motivasi ketimbang 
versi birokratis dari disiplin dan 
pembagian kerja dalam pasar 
kapitalis. Sebagai perkembangan 
yang bukan hanya muncul akibat 
privatisasi tetapi juga kegagalan 
negara yang bersifat memerintah, 
dalam bentuk sosial demokratik 

serta Soviet, perjuangan perintis ini 
bisa menjadi sumber yang berguna 
bagi wawasan untuk mencapai apa 
yang kita sebut “efisiensi sosial” dari 
pelayanan publik . 

Namun, ada sejumlah bahaya 
ketika sektor publik menghadapi 
kehancuran layanan publik atas 
nama “pengetatan anggaran”. Satu 
respon dari pemerintah-pemerintah 
neoliberal adalah dengan mencoba 
menyuap atau memaksa pekerja 
untuk beralih ke bentuk non-publik 
yang tidak sepenuhnya privatisasi 
tetapi lebih menguntungkan bagi 
mereka yang berada di atas. Salah 
satu contoh dari hal ini terjadi 
di Inggris, di mana pemerintah 
konservatif mencoba (dan umumnya 
gagal) untuk membuat pekerja 
melepaskan diri dari pekerjaan di 
pemerintah dengan membentuk 
apa yang disebut “koperasi” (atau 
kadang-kadang “usaha sosial”) dan 
melakukan tender untuk kontrak 
mereka sendiri. Hal ini dilihat oleh 
serikat pekerja, dan banyak dari 
masyarakat, sebagai bentuk privatisasi 
yang sedikit disamarkan. Proposal 
Konservatif dibuat sedemikian rupa 
sehingga banyak bagian kecil yang 
mudah terlewatkan. Apa yang dimulai 
dengan pembicaraan yang baik 
tentang kewenangan bagi para pekerja 
berakhir dengan membawa para 
“ahli” (konsultan yang dibayar tinggi) 
dan “usaha patungan” (perusahaan 
swasta). 

Mengubah kepemilikan ekonomi 
dari pemilik swasta pencari 
keuntungan menjadi koperasi pekerja 
dan pengguna akan menjadi cara 
yang baik untuk mentransformasi 
sektor pasar dari kapitalisme. Tapi 
strategi untuk mendemokratisasi 
sektor publik harus dimulai dari 
pengakuan bahwa barang publik itu 
berbeda. Kita harus mampu membuat 
pengelolaannya akuntabel dengan 
cara yang berbeda dari swasta – 
dengan cara yang mengakui nilai 
barang publik adalah untuk semua. 
Salah satu opsi yang diusulkan dalam 
laporan koperasi yang ditugaskan oleh 
UNISON adalah untuk mendorong 
adanya koperasi dalam layanan yang 
diprivatisasi sebagai langkah menuju 
pengembaliannya ke sektor publik.

PS
I

Anggota STAL Portugal melakukan pawai protes terhadap rencana pengetatan anggaran untuk memaksakan 
privatisasi layanan kota.
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Bekerja lintas batas untuk kemanfaatan publik
Cara yang semakin strategis 
untuk membangun alternatif yang 
positif dan kuat terhadap serangan 
tanpa henti dari privatisasi adalah 
kolaborasi antara otoritas publik, 
seringnya didorong oleh serikat 
pekerja dan gerakan warga, didukung 
oleh para peneliti dan aktivis 
yang berkomitmen, seperti orang-
orang yang secara internasional 
tergabung dalam jaringan Reclaiming 
Public Water (RPW). Kami telah 
menemukan itu dalam konteks 
kampanye untuk mempertahankan 
dan meningkatkan air publik di 
Amerika Latin. 

Lebih dari 130 aliansi ini, yang 
dikenal sebagai “kemitraan publik-
publik”, atau PUPs, telah ditempa 
di 70 negara yang berbeda. Banyak 
kemitraan transnasional atau lintas 
batas, biasanya melompati tingkat 
nasional dan menghubungkan 
utilitas publik bersama-sama secara 
langsung, meskipun penting untuk 
dicatat bahwa beberapa PUPs 
berada dalam negara yang sama dan 
merupakan cara untuk membangun 
dan menyebarkan kemenangan lokal 
dalam konteks di mana gerakan ini 
tidak cukup kuat untuk berhadapan 
dengan pemerintah pusat secara 
langsung. Sebuah jaringan PUPs 
membantu dalam membangun 
basis yang kuat untuk menunjukkan 
efektivitas pilihan terhadap 
pengelolaan publik. 

Melalui kemitraan ini, organisasi 
publik mampu mengikuti proses 
peningkatan, mempelajari teknologi 
baru, mendapatkan akses yang 
lebih besar untuk keuangan, dan 
mempraktikkan bentuk manajemen 
dan pelatihan yang lebih baik. Di 
Amerika Latin, ada upaya bersama 
oleh serikat pekerja yang bekerja 
untuk membangun alternatif terhadap 
privatisasi untuk mengembangkan 
kemitraan publik-publik di seluruh 
benua atas dasar prinsip-prinsip 
akuntabilitas dan partisipasi yang 
telah mereka kembangkan secara 
lokal. 

Peran penting dari serikat pekerja 
dalam mendorong mereka adalah 
sebuah gambaran dari karakter multi-
level serikat pekerja yang sedang 
muncul. Pada saat yang sama, proses 
kerja pada tingkat transnasional 

ini menghadirkan tantangan serius 
bagi serikat yang kekuatan untuk 
memperjuangkan alternatifnya 
terletak pada dukungan aktif dan 
kapasitas anggota mereka yang 
berkembang di tempat kerja. 

FFOSE di Uruguay telah menjadi 
salah satu serikat pekerja di garis 
depan pengembangan kemitraan 
publik-publik di Amerika Latin. 
Adriana Marquisio mengatakan 
mereka bisa menjadi “masalah yang 
jauh dari kehidupan sehari-hari 
buruh,” sehingga sangat penting bagi 
serikat pekerja untuk menjembatani 
keterlibatan keanggotaan tingkat 
lokal dalam negosiasi kemitraan 
yang seringnya berada di tingkat 
internasional. “Kami telah membahas 
topik ini dalam struktur serikat kami, 
dan kami menjalankan lokakarya 
dan konferensi dengan tujuan 
menggabungkan proses ini ke dalam 
organisasi kami,” katanya. Dia optimis 
bahwa ini telah berhasil: “Di FFOSE 
hari ini, kami memiliki generasi 
baru yang memberi perhatian pada 
masalah ini dengan minat yang 
besar.“

Di sinilah dua dinamika yang 
berbeda tetapi terkait menjadi jelas 
ketika tenaga kerja dan serikat pekerja 
telah terlibat dalam membangun 
alternatif untuk privatisasi. Di satu 

sisi, ada perjuangan untuk mengubah 
manajemen dan proses kerja di 
sektor publik untuk memaksimalkan 
kepentingan publik dan menciptakan 
mekanisme akuntabilitas; dan di 
sisi lain, strategi untuk membangun 
kekuatan bandingan terhadap tekanan 
makroekonomi yang diberikan oleh 
kekuatan kapitalis. 

Mereka berbeda dan tidak 
selalu sinkron. Tapi pengalaman-
pengalaman yang diamati di sini, 
dikuatkan oleh pengalaman-
pengalaman yang lebih luas, 
menunjukkan bahwa kedua 
dinamika tersebut diperlukan untuk 
membangun alternatif yang berhasil – 
meskipun tidak cukup dengan hanya 
mereka sendiri.
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Anggota PSI dari seluruh dunia berdemonstrasi  selama pertemuan Global Forum on Migration and Development di New 
York City.
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Membangun Koalisi

Mengetahui apa yang menggerakkan dari dalam komunitas Anda

Bab 5

Pemahaman yang kami gambarkan sebelumnya 
mengenai anggota serikat pekerja sebagai bagian 
dari masyarakat dan pengguna jasa, dan di saat yang 
sama juga adalah pekerja dengan komitmen untuk 
menyediakan layanan berkualitas tinggi kepada para 
tetangga mereka dan sesama warga, membuka serikat 
pekerja untuk bekerja sama dengan pengguna jasa dan 
masyarakat pada umumnya. 

Dalam semua contoh yang telah kami eksplorasi, 
aliansi-aliansi semacam ini secara strategis penting. 
Mereka mengumpulkan sumber keahlian – keahlian 
praktis, kepakaran, investigasi – yang penting untuk 
mentransformasi organisasi layanan, aksesibilitasnya, 
dan kualitasnya. Majelis lokal dan regional yang 
mengembangkan alternatif dalam kampanye Brasil, 
rencana untuk mengubah organisasi perusahaan air 
negara OSE, dan cara Hillstar berproses tergantung 
pada pengetahuan masyarakat lokal, semua 
menggambarkan proses membangun pengetahuan 
tandingan ini. Demikian juga kerjasama internasional, 
baik melalui PSI, RPW atau melalui kolaborasi lintas 
batas langsung dan regional, mendorong untuk 
berbagi informasi dan pemahaman strategis jika tidak 
tersedia secara nasional. 

Di sisi lain, keberhasilan aliansi ini dalam melawan 
tekanan dari kekuatan korporasi dan keuangan global 
(dan persetujuan dari sistem politik) tergantung pada 
kemampuan mereka untuk menggunakan berbagai 
sumber kekuasaan dan pengaruh untuk memperoleh 
legitimasi dan membangun dukungan politik untuk 
pilihan kepemilikan publik. 

Misalnya, pembentukan kampanye melawan 
privatisasi tingkat kota yang percaya diri dan secara 
politik luas di bawah banner “Kota Kami Tidak untuk 
Dijual” sangat menentukan dalam memenangkan 
mayoritas politisi Partai Buruh di Newcastle, Inggris. 

Mereka didorong untuk meninggalkan fatalisme yang 
mengatakan bahwa hanya ada sedikit ruang untuk 
alternatif, dan pembelaan diri dengan apakah sektor 
publik benar-benar bisa melakukan pengelolaan lebih 
baik daripada sektor swasta. Kini mereka menyadari 
bahwa para pemilih mereka tidak akan mendukung 
privatisasi dan agar alternatif yang ditawarkan serikat 
pekerja dipertimbangkan secara serius. 

Ketika didirikan, aliansi serikat masyarakat yang 
telah saya lihat di sini mengobarkan jalur baru. Saat 
ini, sebagian besar anggota serikat pekerja akan setuju 
bahwa mereka tidak dapat menghentikan privatisasi 
seorang diri. Meskipun demikian, kita menghadapi 
masalah strategis dan praktis dalam membentuk 
aliansi ini secara riil dan dalam menggabungkan 
kekuatan yang berbeda dari berbagai kelompok kita 
untuk membangun kekuatan yang kita butuhkan 
untuk menang.

Salah satu cara penting membentuk 
aliansi adalah dengan mengarahkan 
“telinga ke bawah” untuk mengetahui 
apa yang terjadi di masyarakat 
Anda – dan siap untuk mendukung 
kampanye masyarakat ketika 
mereka muncul secara lokal. Protes 
masyarakat tentang kegagalan 
pelayanan – sering merupakan akibat 
langsung maupun tidak langsung 
marketisasi – sering lebih cepat dari 

perlawanan serikat pekerja terhadap 
penyebab kegagalan ini.

Kadang-kadang tindakan hanya 
terjadi di silo yang terpisah. Jadi 
sementara protes masyarakat tentang 
kebutuhan mereka yang diabaikan, 
pekerja layanan publik memprotes 
tentang pekerjaan atau pemotongan 
upah yang melemahkan kemampuan 
mereka untuk memberikan layanan 
sebagaimana yang mereka harapkan 

– tapi tanpa membuat keduanya 
terhubung. Kadang-kadang anggota 
serikat pekerja individual bahkan 
terlibat dalam protes tapi tanpa harus 
berpikir bagaimana serikat pekerja 
bisa membuat gerakan bersama 
dengan mereka dan masyarakat 
di sekitar mereka. Pekerja adalah 
pengguna layanan seperti juga 
pengguna jasa adalah pekerja. 

Di Afrika Selatan, pada tahun 

Serikat pekerja dan masyarakat sipil beraliansi pada lokakarya air publik PSI dalam 
World Social Forum di Tunisia.

PS
I
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Menempatkan para perwakilan ke tingkat bawah
Mari kita ambil dua contoh, SAMWU 
di Afrika Selatan dan UNISON 
di Inggris. Keduanya mengakui 
bahwa daya tawar berbasis tempat 
kerja mereka sendiri saja tidak 
cukup untuk melawan kasualisasi 
dan sub-kontrak. Masyarakat juga 
mampu memobilisasi sumber-
sumber kekuatan moral dan politik 
lain, termasuk kekuatan disruptif 
– kekuatan mereka yang setara 
dengan pemogokan pekerja. Berbagai 
kekuatan inilah yang perlu disatukan 
untuk tujuan yang sama.

Itulah pemikiran di balik 
SAMWU cabang Cape Town 
Metro yang mengatur jaringan para 
perwakilan serikat pekerja untuk 
mendekati kelompok masyarakat 
di mana mereka tinggal. Lennox 
Bonile, yang kita temui dalam bab 
1, bekerja di Khayelitsha sebagai 
bagian dari jaringan ini. Dia bertemu 
dengan organisasi-organisasi 
lokal dan memperoleh dukungan 
untuk kampanye SAMWU yang 
memperjuangkan agar pekerjaan di  
Program Perluasan Pekerjaan Publik 
(Expanded Public Works Program) 
menjadi permanen, dibayar dengan 
baik, dilatih dengan baik, dan dengan 
pakaian pelindung yang dibutuhkan 
oleh para pekerja untuk menjaga 
kesehatan mereka.

Kerja SAMWU dengan 
masyarakat juga telah melibatkan 
dukungan langsung untuk protes 
pemberian layanan. Dukungan 
praktis untuk aksi langsung terhadap 
pemutusan sambungan listrik akibat 
tunggakan tagihan adalah contoh 
yang baik. Anggota yang SAMWU 
lah yang, sebagai staf garis depan, 
bertanggung jawab untuk masuk 
ke masyarakat yang memprotes 

2012, federasi serikat pekerja 
COSATU melakukan survei terhadap 
anggotanya. Hasilnya menunjukkan 
bahwa 24 persen dari anggota 
COSATU telah berpartisipasi dalam 
protes masyarakat selama empat 
tahun terakhir. Namun itu tidak 
tercermin sedikitpun secara signifikan 
dalam hubungan COSATU sendiri 
dengan gerakan protes masyarakat. 
Ini mungkin menunjukkan 

kesenjangan tidak hanya antara 
serikat pekerja dengan masyarakat, 
tetapi antara serikat pekerja dengan 
anggota mereka sendiri – dengan 
kata lain, masalah aliansi dengan 
masyarakat juga merupakan masalah 
budaya dan organisasi internal serikat 
pekerja. Ada beberapa tanda-tanda 
kesadaran terhadap masalah dan 
perubahan. 

Resolusi Kongres tidak pernah 

cukup, tapi kita tahu perubahan 
bisa diwujudkan ketika resolusi 
ditindaklanjuti dengan alokasi sumber 
daya dan manusia – bukan untuk 
memperluas kantor pusat tetapi 
untuk bekerja sehari-hari dengan 
aktivis masyarakat. Sekarang ada 
banyak contoh keberhasilan dalam 
pelaksanaannya.

tagihan. Masyarakat yang didampingi 
seringnya juga masyarakat tempat 
mereka tinggal; mereka tahu bahwa 
pembayaran tagihan disebabkan oleh 
kebijakan cost recovery pemerintah, 
dan buruknya kondisi perumahan, 
berarti anak-anak pergi tidur 
dengan perut lapar. Dalam jumlah 
besar mereka telah menolak untuk 
menerapkan pemutusan sambungan 
– dan telah didukung oleh serikat 
pekerja dalam melakukannya.

UNISON Newcastle memiliki 
pendekatan yang sama. Pertama, 
memetakan komunitas tempat 
perwakilan UNISON tinggal, dan 
mendukung mereka untuk melakukan 
kontak dengan kelompok-kelompok 
masyarakat tempat mereka tinggal 
dan mengidentifikasi bagaimana 
serikat dan masyarakat mungkin 
berkolaborasi. Perwakilan itu 

bertindak sebagai jembatan awal 
antara serikat pekerja dan masyarakat. 

Pada saat yang sama, UNISON 
membuat pos baru di kota yang 
disebut “community campaigner”. 
Tanggung jawab merekalah untuk 
menindaklanjuti jaringan baru dari 
hubungan-hubungan tersebut dan 
mengatur dukungan serikat di seputar 
isu-isu masyarakat. Ini termasuk 
membela dan meningkatkan sekolah-
sekolah, pelayanan sosial, fasilitas 
kepemudaan, masalah perumahan 
dan perencanaan dan sebagainya, di 
mana kelompok-kelompok serikat 
dan masyarakat telah memiliki 
tujuan yang sama. Konsekuensinya 
melampaui kampanye langsung 
– misalnya, ini juga mendorong 
perjuangan serikat di kota melawan 
rasisme dan partai fasis BNP.

M
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UNISON Newcastle membentuk community campaigners dan melatih perwakilan serikat pekerja untuk menjangkau 
kelompok masyarakat.
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Kondisi untuk koalisi yang sukses: beberapa pelajaran umum
Di banyak negara, setelah beberapa 
dekade sektor publik terus mendapat 
serangan dari pemerintah neoliberal 
dari berbagai kelompok politik, 
serikat pekerja berada dalam posisi 
yang cukup terisolasi. (Penting 
untuk diingat bahwa sebagian 
besar dorongan di belakang 
ekonomi neoliberal adalah untuk 
melemahkan tenaga kerja.) Sebagian 
besar motif yang tak diungkapkan 
di balik privatisasi adalah untuk 
menghancurkan serikat pekerja sektor 
publik. 

Hal ini membuat upaya 
membangun hubungan kolaboratif 
yang berkelanjutan dengan pengguna 
jasa dan masyarakat menjadi sangat 
penting. Hal ini juga membuatnya 
menjadi sulit. Dalam konteks 
pengangguran yang tinggi dan 
besarnya sektor ekonomi informal, 
pekerja sektor publik dicitrakan 
menerima perlakuan istimewa 
dan sering dipandang dengan 
kecurigaan, dituduh hanya tertarik 
pada kesejahteraan mereka sendiri 
tidak peduli seberapa besar mereka 

berusaha mengklaim sebaliknya. 
Serikat pekerja harus membuktikan 
bahwa mereka berkomitmen untuk 
melayani masyarakat luas, bukan 
sekadar mencari aliansi sebagai 
instrumen untuk menyelamatkan 
pekerjaan mereka sendiri. 

Perlu untuk coba diringkas apa 
yang telah memudahkan pekerjaan 
membangun aliansi yang efektif 
dan berkelanjutan, diambil dari 
pengalaman-pengalaman dalam buku 
ini, dan dari penelitian lain – misalnya 
karya yang sangat bermanfaat dari 
Amanda Tattersall, aktivis serikat 
guru di Australia, berdasarkan studi 
kasus koalisi komunitas serikat 
pekerja di Kanada dan Australia. 

Kondisi pertama yang mencolok 
dari semua pengalaman ini adalah 
bahwa serikat pekerja tidak berusaha 
untuk mengontrol aliansi yang 
mereka masuki. Sebaliknya, mereka 
bersedia untuk masuk ke dalam 
aliansi tanpa selalu berada di posisi 
memimpin, yang mewakili perubahan 
yang signifikan bagi banyak serikat 
pekerja ketika mereka belajar cara-

cara baru berpartisipasi dalam aliansi 
dengan organisasi yang berbeda, 
apakah itu gerakan-gerakan sosial, 
LSM atau inisiatif dan jaringan, 
dan bereksperimen dengan bentuk-
bentuk baru komunikasi dan cara-
cara baru untuk mengorganisir dan 
membuat keputusan. Pengalaman 
yang dijelaskan di sini, terutama di 
Brasil dan Uruguay, menunjukkan 
serikat pekerja bertindak lebih 
sebagai sumber daya untuk berbagai 
organisasi, daripada menyatakan diri 
sebagai pemimpin tunggal atau pusat. 
Mereka menunjukkan pengakuan 
bahwa kita semua, masyarakat dan 
pekerja layanan publik, berhasil atau 
gagal bersama-sama – meskipun 
pasar memperlakukan kita hanya 
sebagai individu yang terpisah-
pisah. Ada pengakuan yang terus 
meningkat terhadap kebutuhan untuk 
mempelajari cara-cara baru untuk 
mengorganisir dan berkomunikasi 
dari aktivis generasi baru, dan 
beberapa contoh serikat pekerja mulai 
melakukannya.

Salah satu ciri khas lain dari cara 

Menjadikan serikat pekerja terbuka bagi masyarakat
Pendekatan yang lebih formal untuk 
membangun hubungan dengan 
masyarakat adalah inisiatif dari Unite, 
salah satu serikat pekerja terbesar 
Inggris, untuk membuka keanggotaan 
kepada para pengangguran, 
pensiunan, mahasiswa dan orang-
orang yang tidak memiliki pekerjaan. 
Dengan 50 pence seminggu, 
anggota Unite “cabang masyarakat” 
memperoleh beberapa manfaat 
praktis, termasuk penggunaan jalur 
bantuan hukum serikat pekerja, 
konseling utang dan pendampingan 
pajak. Tapi bagi penyelenggara 
cabang-cabang ini, keuntungan 
material (meskipun tidak ditolak) 
hanya “hiasan” dibandingkan potensi 
yang lebih luas untuk pemberdayaan.

“Pada saat itu orang-orang 
terfragmentasi dan dengan putus 
asa mencoba mencari apapun yang 
ada,” kata Alex Halligan, sekretaris 
dewan serikat pekerja Salford dan 
kekuatan pendorong inisiatif baik 
di tingkat pusat maupun di daerah. 

“Serikat pekerja menawarkan sesuatu. 
Kami menawarkan bentuk aksi yang 
konkrit dan kolektif.” Jika satu orang 
sendirian menghadapi pemotongan 
tunjangan perumahan memiliki hanya 
sedikit cara untuk menyuarakan 
“situasi yang mengerikan yang 
ditimpakan pada mereka”, Halligan 
menunjukkan bahwa “ketika ada 
seribu orang yang meneriakkan hal 
sama secara bersama-sama hal itu 
lebih mudah untuk menyampaikan 
pesan”. 

Guru-guru di Chicago, Amerika 
Serikat, mengadopsi pendekatan 
lain untuk bekerja sama dengan 
masyarakat sebagai bagian 
dari kampanye untuk menolak 
pemotongan anggaran untuk para 
guru dan pengenalan reformasi 
yang diyakini para guru sebagai 
upaya menyiapkan jalan yang efektif 
untuk memprivatisasi sekolah, 
mengubahnya menjadi sekolah 
Charter, sekolah yang didirikan 
oleh para guru. Mereka tahu bahwa 

pemogokan pada akhirnya akan 
diperlukan tetapi memutuskan untuk 
merencanakan dua tahun kampanye 
untuk membangun itu. 

Seperti semua serikat pekerja 
lainnya dalam buku ini, mereka 
melihat perjuangan mereka sebagai 
perjuangan kualitas pendidikan yang 
mereka berikan dan oleh karena itu 
menjadi persoalan bagi masyarakat 
serta tempat kerja. Inovasi mereka 
adalah untuk mengorganisir majelis 
di setiap sekolah, di mana orang 
tua dan siswa bisa dilibatkan dalam 
membahas kualitas pendidikan dan 
mempengaruhi isi dan organisasi 
kampanye, menggambarkan dalam 
praktek bahwa kualitas pendidikan 
adalah pusat kampanye. Majelis ini 
juga menyulitkan para politisi untuk 
mengisolasi guru dan mencitrakan 
perjuangan mereka sebagai 
perjuangan yang terpisah-pisah. Satu 
jajak pendapat menunjukkan para 
guru mendapat dukungan dari dua 
pertiga orang tua.
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serikat pekerja bekerja sama dengan 
pihak lain, atas dasar penghargaan 
terhadap nilai-nilai berbagai sumber 
daya dan kapasitas, adalah penekanan 
pada pengembangan pengetahuan 
mereka bersama untuk penentuan 
nasib sendiri yang kolaboratif. Hal 
ini dipahami sebagai faktor penting 
untuk strategi yang efektif dan jelas 
terlihat dalam penekanan yang 
kuat pada, dan tuntutan terhadap, 
pendidikan pekerja dan pelatihan 
profesional. 

Penekanan pada pengembangan 
kapasitas anggota aliansi adalah 
ciri dari semua serikat pekerja yang 
disebutkan dalam bab ini. Hal ini 
dicapai melalui, misalnya, secara 
sadar menyediakan waktu untuk 
pendidikan mandiri, kegiatan 
peningkatan kesadaran seperti 
seminar dan lokakarya dan melalui 
penelitian bukan oleh “konsultan” 
tradisional dan berjarak, tetapi dari 
peneliti yang berkomitmen terhadap 
tujuan perjuangan dan menempatkan 
pengetahuan aktivis sebagai elemen 
yang diperlukan untuk melengkapi 
pengetahuan yang berasal dari 
penelitian. 

Komitmen terhadap pendidikan 
mandiri secara kolektif juga terlihat 
dalam kerjasama internasional 
mereka. Misalnya, ketika pemimpin 
pekerja air Abelardo de Oliveira 
Filho mengatakan “bantuan 
internasional dan pertukaran penting 
dalam perjuangan kami,” ia berkata 

tentang, di antara berbagai hasil 
lain, investigasi yang diprakarsai 
oleh Public Services International 
dalam melaksanakan mandat 
anggota yang diberikan pada 
mereka untuk menolak privatisasi 
air – untuk melihat ke “bagaimana 
pendukung privatisasi bekerja”. Hal 
ini, pada gilirannya, mendorong 
pembentukan unit khusus untuk 
penelitian, yang dinamai PSIRU, yang 
metodenya, sejalan dengan filosofi 
PSI, menyatukan berbagai bentuk 
pengetahuan aktivis, peneliti dan 
organisasi masyarakat. 

Masalah lain yang muncul 
dalam membangun sejumlah koalisi 
yang termasuk dalam pengalaman-
pengalaman di sini menyangkut 
hubungan antara masyarakat dan 
bekerja. Aliansi ini tidak membuat 
perbedaan kaku antara “kerja” dan 
“masyarakat”, seolah-olah keduanya 
adalah dunia yang terpisah. Gerakan-
gerakan ini sekarang, sebagian, 
sedang membangun bentuk-bentuk 
baru kolektivitas dalam menghadapi 
kekuatan disintegratif ekonomi 
neoliberal – khususnya, kasualisasi 
dan tidak adanya keamanan kerja dan 
terkikisnya bentuk-bentuk tradisional 
solidaritas serikat pekerja. Dengan 
kondisi tersebut, tempat kerja tidak 
lain adalah rumah-rumah, atau 
jalan-jalan. Isu masyarakat, keluarga, 
pendidikan dan kesehatan menjadi 
tak terpisahkan dari pekerjaan, atau 
mengalami kekurangan. 

Sebuah poin akhir tentang aliansi 
ini adalah otonomi relatif mereka 
dari partai politik, termasuk dari 
partai yang mungkin dipilih oleh 
anggotanya. Ini adalah refleksi dari 
pemahaman bahwa perjuangan 
masyarakat akan hidup lebih lama 
dari dinamika politik elektoral yang 
sifatnya temporal. Otonomi ini adalah 
otonomi perspektif, pengetahuan, 
dan organisasi, didukung oleh sumber 
daya yang independen dan kapasitas 
kelembagaan serikat pekerja. Hal ini 
mungkin bisa dilihat dari FNSA yang 
menjadi aktif terutama setelah banyak 
pemimpin yang menjadi anggota 
pemerintahan Lula, meskipun, 
seperti yang kita catat sebelumnya, 
tekanan untuk melakukan privatisasi, 
terutama di tingkat lokal dari 
perusahaan Brasil, terus berlanjut.

Afiliasi PSI dan aliansi LSM telah memobilisasi protes terhadap privatisasi layanan air publik di Indonesia.
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Potensi dan keterbatasan serikat pekerja
Serikat pekerja masih memiliki 
keanggotaan yang besar dan aktif 
membayar iuran – sebuah potensi 
untuk menjangkau masyarakat luas 
yang tidak tertandingi oleh partai 
politik saat ini. Hanya organisasi 
agama dan sepak bola yang masih 
menjadi pesaing serius dalam hal ini. 

Memang benar bahwa sejumlah 
iuran berasal dari anggota yang 
kebanyakan pasif, dibayarkan melalui 
sistem penarikan otomatis yang 
dinegosiasikan dengan pemberi kerja. 
Namun demikian, jika serikat pekerja 
tersebut adalah serikat pekerja yang 
giat berkampanye dan aktif, potensi 
jangkauan masyarakatnya signifikan. 
Ini dapat menjadi sumber unik 
pengetahuan praktis dan kepakaran, 

ditarik dari peran ganda pekerja 
sebagai anggota masyarakat dan 
sebagai pelayan masyarakat, yang 
dapat digunakan sebagai dasar untuk 
membangun alternatif terhadap 
privatisasi. 

Basis massa serikat pekerja juga 
dapat menjadi sumber daya tawar, 
termasuk untuk agenda perundingan 
berkaitan dengan kualitas dan 
perlindungan penyediaan layanan. 
Sumber daya keuangan anggota 
serikat yang ada dapat memberikan 
serikat pekerja bahan untuk 
membangun lembaga-lembaga 
penting pendidikan, komunikasi, 
dan sumber daya lain yang penting 
untuk mobilisasi. Dan stabilitas 
kelembagaan mereka, bersama 

Unjuk rasa untuk menyampaikan perlawanan publik yang kuat terhadap privatisasi di Selandia Baru.

dengan sumber daya material 
atau fisik, dapat mengaktifkan 
serikat pekerja menjadi apa yang 
digambarkan Carmen Sosa dari 
FFOSE sebagai “tulang punggung” 
kampanye yang berasal dari kekuatan 
masyarakat yang tak tentu dan 
menyebar. 

Di sisi lain, faktor-faktor ini 
juga dapat memiliki segi lain yang 
membahayakan. Keberlangsungan 
kelembagaan dapat menjadi sumber 
kewaspadaan – untuk pimpinan 
serikat pekerja agar menempatkan 
perlindungan lembaga atau 
pandangan jangka pendek dari 
kepentingan anggota sebelum 
berubah menjadi pendekatan yang 
lebih transformatif tapi mungkin 
beresiko. 

Para pemimpin serikat pekerja 
juga tunduk pada siklus pemilu, 
mulai dari pemilihan tingkat bawah 
untuk memilih pengurus, hingga 
pemilihan tingkat atas untuk memilih 
presiden. Dengan demikian, untuk 
mempertahankan posisi (dan bisa juga 
dikatakan untuk melaksanakan visi, 
program, dll), pejabat/aktivis perlu 
menjaga para “pemilih” mereka. Ini 
berarti mereka harus terlihat efektif 
dalam membela hak dan kepentingan 
anggota. Pertanyaan kuncinya adalah 
untuk mengidentifikasi bagaimana 
cara terbaik untuk membela hak-hak 
dan kepentingan tersebut. Pemimpin 
yang memiliki visi akan memahami 
bahwa hak-hak buruh dapat 
dipertahankan dengan baik ketika 
terkait dengan hak-hak lain, dan 
bahwa perjuangan didirikan dengan 
strategi berbasis hak. Baru-baru ini, 
kita harus menambahkan hak-hak 
lingkungan terhadap hak-hak pekerja, 
hak-hak perempuan, dan sebagainya.

Demikian pula, sementara 
hubungan dengan partai politik 
dapat memungkinkan serikat untuk 
mengerahkan daya tawar politik 
untuk melawan tekanan elit swasta 
pada partai politik, hal itu juga 
dapat menjadi penyebab kepasifan 
anggota serikat pekerja saat partai 
memangkan kursi pemerintahan. 
Asumsi yang berkembang menjadi 
bahwa pekerjaan melindungi, 
mengembangkan dan meningkatkan 
layanan publik dapat diserahkan 
kepada pemerintah.
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Platform untuk nilai-nilai layanan publik

Pembahasan hubungan aliansi dengan 
politik secara alami mengarah pada 
dampak yang terlihat dari privatisasi 
terhadap lingkungan politik dan 
budaya. Privatisasi, dan segala bentuk 
upaya untuk menjalankan layanan 
publik menjadi seperti perusahaan 
swasta yang perlu memperoleh 
keuntungan, secara efektif menguras 
politik yang demokratis dari setiap 
pengambilan keputusan terkait 
layanan publik. Semuanya menjadi 
persoalan neraca. Akuntan menjadi 
pusat kekuasaan. Nilai-nilai, tujuan, 
dan prioritas sosial dikesampingkan 
sebagai sampah yang membebani 
sejak awal. 

Air, tanah, kesehatan, pendidikan, 
transportasi, layanan sosial, fasilitas 
dan pelatihan bagi generasi muda 
dan semua sumber daya dan layanan 
yang menjadi tempat bergantung 
bagi hidup yang layak harus dikelola 
sebagai sumber daya milik bersama, 
apakah sumber daya alam atau sosial. 
Akses terhadap sumber daya bersama 
dan keterlibatannya adalah hak asasi 

manusia. Pentingnya peran serikat 
pekerja dan aliansi warga dalam 
memperjuangkan sumber daya milik 
bersama ini adalah bahwa mereka 
memberikan suara publik yang positif 
dan terorganisir bagi keyakinan yang 
mendasari nilai layanan publik yang 
jika tidak dilakukan dengan cara 
demikian, akan disingkirkan dari 
ekspresi politik publik. 

Ketika mereka efektif, mereka 
menyediakan platform yang 
terlihat untuk argumen tandingan 
yang memberikan keyakinan dan 
bahasa untuk menggambarkan dan 
memperkuat pengakuan naluriah 
bahwa sumber daya alam dan layanan 
publik yang penting tidak boleh 
diperlakukan sebagai komoditas. 

Kampanye yang telah kami 
jelaskan untuk alternatif terhadap 
privatisasi semuanya menggerakkan 
isu – kepemilikan, sumber keuangan, 
sifat pembuatan kontrak, pengukuran 
efisiensi, dan seterusnya – yang 
sebelumnya netral, teknis, dan 
buram, menjadi dunia terbuka yang 

terdiri atas nilai-nilai, kekuatan, 
dan perdebatan atas tujuan dan 
kepentingan yang berbeda-beda. 
Dalam hal ini, serikat pekerja 
memainkan peran penting dalam 
proses politisasi demokratis atas 
sarana penyediaan dan pemberian 
layanan.

Afiliasi PSI di Kanada adalah para pemimpin yang aktif dalam kampanye provinsi dan nasional untuk sistem perawatan anak yang dikelola publik, terjangkau, mudah diakses.
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Kesimpulan: 
Pekerjaan yang belum selesai
Entah apakah kita menghadapi negara pasca-
apartheid di Afrika Selatan, negara Yunani yang 
korup, negara Inggris paternalistik dan hirarkis, 
atau banyak ragam lain dari negara, kita tidak hanya 
mempertahankan layanan publik sebagaimana bentuk 
awalnya. Dalam semua kasus dalam buku ini intinya 
adalah demokratisasi, mendorong keterbukaan, 
dan meningkatkan cara mengorganisir layanan 
publik. Negara itu sendiri harus diorganisir secara 
akuntabel, mengakhiri korupsi, memperkenalkan 
metode partisipatif dalam pemerintahan, mencapai 
transparansi, menciptakan sarana yang memanfaatkan 
pengetahuan dari semua untuk kepentingan semua. 
Ini semua adalah tema kampanye yang telah kami 
jelaskan.

Memang, salah satu alasan mengapa perusahaan-
perusahaan, bekerja sama dengan pemerintah 
neoliberal, telah melangkah begitu jauh dengan 
privatisasi adalah karena sektor publik seperti 
yang kita tahu tidak benar-benar publik. Umumnya 
masyarakat, meskipun menginginkan layanan publik, 
tidak punya kendali atas layanan yang dikelola atas 
nama mereka. 

Ambil Yunani sebagai contoh, di mana troika, 
bertentangan dengan semua akal sehat dan seolah-

olah bertujuan untuk menghancurkan negara itu, 
bersikeras memberlakukan privatisasi. Syriza, partai 
yang memimpin perlawanan dan terus menunjukkan 
bahwa ada alternatif, tampak sangat jelas tidak 
sedang memperjuangkan negara sebagaimana 
adanya. Sebagaimana diungkapkan oleh Aristedes 
Baltas, koordinator anggota komite program 
Syriza, mengatakan, “Yunani adalah negara yang 
sepanjang dekade ini, jika bukan berabad-abad, telah 
bermusuhan dengan rakyatnya. Kita harus membuka 
mata negara terhadap kebutuhan riil masyarakat. 
Kami akan meminta pembentukan majelis umum 
dari semua orang yang bekerja di kementerian untuk 
menjelaskan situasi baru, dan mendorong inisiatif 
mereka untuk membuat negara responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat.“

Harapannya adalah, ia menjelaskan, untuk 
mendorong “meningkatnya jumlah orang yang ingin 
berpartisipasi dan menghasilkan ide-ide. Ini akan 
menjadi pertama kalinya bagi hal semacam ini terjadi 
di Yunani.” Ini merupakan strategi ambisius untuk 
tidak hanya mendemokratisasikan negara yang 
secara institusional korup, tetapi juga membuka kerja 
kementerian bagi kreativitas pekerja sektor publik dan 
warga negara yang selama ini tertahan.

Mengapa layanan publik yang melayani masyarakat penting untuk 
ekonomi alternatif
Kisah-kisah sukses reformasi layanan 
publik, yang semakin langka di era 
ekonomi pengetatan anggaran yang 
membabi buta ini, tidak hanya relevan 
dengan kasus terhadap privatisasi. 
Mereka juga penting untuk strategi 
ekonomi alternatif untuk melawan 
penurunan yang bergerak ke arah 
depresi ekonomi dan penghancuran 
iklim. 

Reformasi layanan publik yang 
dimotori oleh publik atas dasar 
prinsip dan pengalaman yang 
dieksplorasi di sini meletakkan dasar 
untuk penciptaan lapangan kerja yang 
baru dan bermanfaat di sektor publik 
yang lebih luas – dalam membangun 
perumahan publik, jasa perawatan, 
layanan untuk generasi muda, jasa 
lingkungan, teknologi informasi, 
penguatan sosial ekonomi dan 
sebagainya. Masih banyak hal yang 
perlu lakukan!

Depresi menyebabkan kehancuran 
sosial. Salah satu batu fondasi dari 
ekonomi politik baru yang lebih 
manusiawi adalah perluasan sektor 
publik yang direformasi secara 
demokratis. Penegasan pentingnya 
alternatif demokratis terhadap 
privatisasi untuk membangun 
sebuah masyarakat yang berpusat 
pada manusia – daripada berpusat 
pada keuntungan – menyiratkan 
perlawanan secara radikal terhadap 
kebijakan pengetatan anggaran 
dan keungan tanpa regulasi dan 
didorong oleh keuntungan bisnis di 
belakangnya. Kekuatan keuangan 
sektor swasta yang besar mungkin 
adalah produk utama privatisasi, 
keuangan dan kekuasaan politik 
bersama-sama mencoba untuk 
mendorong semua hal yang publik 
menuju kehancuran. 

Sebagaimana perjuangan untuk 

mempertahankan air sebagai utilitas 
yang dimiliki dan dikelola oleh publik 
yang telah kita lihat, di era ketika 
begitu banyak bank di seluruh dunia 
telah dinasionalisasi, tampaknya 
langkah logis berikutnya adalah 
untuk mendorong keuangan agar 
dikelola sebagai barang publik – 
sebuah utilitas publik yang melayani 
masyarakat.
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Pekerjaan yang masih berproses
Sebuah pemikiran sebagai penutup. 
Semua kampanye yang dijelaskan 
dalam buku ini, sebagai bagian dari 
upaya membangun perjuangan global 
untuk layanan publik yang melayani 
masyarakat, tentu merupakah 
pekerjaan yang masih berproses. 
Begitu pula dengan buku ini, yang 
masih terus berproses, sehingga 
kami meminta Anda mengirimkan 
pengalaman-pengalaman Anda. 
Tidak ada kampanye yang bisa, atau 
mengklaim bisa, mencapai model 
yang selesai dan definitif – namun, 
seperti yang telah saya paparkan, ada 
pelajaran penting yang bisa dipetik 
dari semua kampanye. 

Mungkin pelajaran yang paling 
penting adalah: bahwa di era ketika 
semakin banyak orang tidak puas 
dengan sistem yang ada, dengan 
program pengetatan anggaran 
mendorong putaran baru privatisasi 

dan penderitaan sosial, alternatif itu 
ada. Ketika kebijakan pembangunan 
menguntungkan hanya minoritas 
kecil, alternatif harus ada. Dan ketika 
orang-orang enggan untuk melawan, 
ini sering disebabkan karena mereka 
kurang percaya diri dengan alternatif 
tersebut. 

Sebuah alternatif tidak dapat 
menjadi program yang abstrak. 
Alternatif harus menjadi sesuatu 
yang benar-benar ada, riil, di tingkat 
akar rumput, dan yang saat ini 
sedang dibangun. Tugas kita adalah 
untuk pergi keluar dan menyebarkan 
pengalaman-pengalaman itu, dan 
dengan contoh-contoh tersebut 
mendorong tidak hanya harapan 
untuk dunia yang lebih baik tetapi 
juga kepercayaan diri untuk terlibat 
dalam membangunnya di sini dan 
saat ini. Kita tidak perlu menunggu 
adanya cetak biru teoretis yang 

sempurna – tindakan kitalah yang 
harus membantu memberikan 
panduan pada ahli teori. Kita 
perlu melakukan mobilisasi dalam 
masyarakat dan tempat kerja kita 
untuk menemukan solusi bersama, 
hingga kita menciptakan model baru.

PS
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Pemimpin serikat pekerja Baba Aye dari afiliasi PSI Medical and Health Workers’ Union of Nigeria (MHWUN) berbicara tentang perlunya mengatasi ketidaksetaraan dengan mendanai 
layanan publik yang berkualitas saat lokakarya “The World Needs Tax Justice and a Financial Transactions Tax” (“Dunia membutuhkan keadilan pajak dan pajak transaksi keuangan”), 
World Social Forum, Tunisia.
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Dalam referendum nasional Italia, pemilih menyatakan bahwa mereka sangat menginginkan untuk mempertahankan layanan air di tangan publik, tetapi perjuangan melawan privatisasi terus berlanjut.
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